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REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA
MEMBERI NILAI TAMBAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL DAN REGIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN
Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya pengaruh dari
politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum
yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya
lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah.
Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara berdampak memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan
kerugian bagi masyarakat.

Metode pendekatan yang di pnakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Empiris. Metode yuridis empiris- i lam § '-elltlan ini menlnjau dan melihat serta
menganalisa permasalahan.yai -
rekontruksi politik hukur mer daya alam pada sektor
pertambangan batug i

OB

penetapan
yang mewaj
menjalankan

hesar, pengaturan
perusahaan yang
dran kewajiban nilai
nambangannya 2
! /pengelolaan sumber
a

Mb w N
uw:ggwl_ﬁ é guna memberi nilai

terkait kelembagaan
dan aparatur, peI fﬁu'ﬁ?'%ﬁi,h"r.m"ﬂdﬂ. al budaya hukum, yang
masih belum menja k(! a

adi po dalam pembuatan berbagai kebijakan
maupun penerbltanj)Enzman adalah "keTkutserta'an—m'asyarakat (3) Rekontruksi
politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan mineral
dan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional
berbasis nilai keadilan yaitu bahwa Undang-Undang Minerba telah
memerintahkan agar Ketentuan Pasal 102, Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 ayat
(1) agar tetap melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan
kacamata kepastian hukum yang adil, maka ketentuan tersebut ditujukan pada hak
rakyat untuk mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan dari kekayaan alam
bangsa ini dan bagi pembentuk undang-undang pun, dapat memprediksi
pendapatan negara yang diterima dengan ketentuan yang dibuat pada saat itu.

Kata Kunci: Rekontruksi, Politik Hukum, Sumber Daya Alam, Batubara, Nilai
Keadilan
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REGULATION RECONTRUCTION FOR THE MANAGEMENT OF
NATURAL RESOURCES IN THE COAL MINING SECTOR TO GIVE
ADDITIONAL VALUE FOR JUSTICE-BASED NATIONAL AND
REGIONAL ECONOMIC GROWTH

Abstract

Natural resource management cannot be separated from the influence of
legal politics. Thus, legal politics can be interpreted as the direction of legal
policies to be achieved in the management of natural resources to create a
sustainable environment and avoid environmental damage due to mismanagement
in the framework of development. ..

The approach m LIS arch is juridical empirical. The

ws.and views and analyzes the
: . %, reconstruction of legal
politics in na al © manage C ing sector in order to

0 a8 Iueofjustice.
o o o

i)
chi atural resource

on of community
e reclamation and

regulation of & I.x'/vill sell the mining
proceeds. (2) Ve : . 5/ of natural resource
management in the ﬁ--i M ! $ $ ‘uﬁ 'm.o#%\ added value to national

i h inch . iy 7
economic growth e r*f >{ated 10 jnstitutions and apparatus, legal
services and weakné é—ﬂ':;mi‘?

oul

c have not yet become a
Structured pattern o makinivVa s policIes—ana=-rIssuance Of permlts |S the

participation of the public. (3) The legal political reconstruction of natural
resource management in the coal mining sector in order to provide added value to
national economic growth based on the value of justice, namely that the Minerba
Law has ordered that the provisions of Article 102, Article 103 paragraph (2) and
Article 104 paragraph (1) ) in order to continue to carry out processing and
refining in the country. With the point of view of just legal certainty, this provision
is aimed at the people's right to obtain prosperity or welfare from the natural
wealth of this nation and for legislators can predict the state income received with
the provisions made at that time.

Keywords: Reconstruction, Political Law, Natural Resources, Coal, Value of

Justice
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional
serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945.

Pembangunan nasional merukaian usaha pembangunan yang
- . 3 //ﬁ\\..

meliputi seluruh keh|d angsa, dan negara. Pembangunan harus

termaktub déa

bangsa Indo U N l 5:. u L ﬁ majukan kesejahteraan

skan- U.-L, dy oar @tﬁl‘_;rﬁg{,_w aksanakan ketertiban dunia

mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea Il Pembukaan
UuUD1945.

Bahwa sumber daya alam di Indonesia yang melimpah ruah haruslah
dikelola dengan sebaik baiknya,terutama pengelolaan mineral dan batubara

karena merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan. pegelolaan sumber


https://www.liputan6.com/citizen6/read/3876530/fungsi-bahasa-indonesia-sebagai-pemersatu-dan-sejarahnya?source=search
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi?source=search

daya alam juga harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di
bumi khususnya di Indonesia demi keberlangsungan untuk menyejahterakan
rakyatnya , terkait pengelolaan sumber daya alam di dalam Al quran juga sudah
memperingatkan ribuan tahun lalu tentang kerusakan alam seperti dalam

firmanya:

of ©

5o a1 slee AT oty BB ool Sl Ly AT 5 il L8 ALl el

S Y 2 08 13

OED

\a] a dikataka vada m . ah berbuat_kerusakan di

\\ UNISSULA

bumi', merekzﬁiL enjawan, '5:"*,:ub'1' n..]'ﬁ J-orang yang melakukan
'ﬁ_.

perbaikan.l -l.ﬁll“mllll'l'llll (¢ LICTCRAIAL YAlTY bel’buat kerusakan, tetapi

mereka tidak merasa.” (QS al Bagarah 2)

Bahwa pengelolaan sumber daya alam tentunya juga memperhatikan
kesejahteraan masyarakat yang adil kata adil yang tertuang dalam UUD 1945
Pada Pasal 28D (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kemudian Pasal 28H


https://republika.co.id/tag/kerusakan

(2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.” Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ,Negara
hadir dalam memberi kesejahteraan rakyat seperti apa yang tertuang dalam Pasal
4 (1) UU Nomor 3 Tahuin 2020 Tentang Minerba “ Mineral dan Batubara

sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional

dikuasai oleh negar k86 ar-kesejahteraan rakyat.” Bahwa dalam

pengelolaan or-(laya alam neoara 2lui Pasa 3 ayat (3) Undang Undang

/A

an pemaknaan bahwa
Bangsa Indonasia: - L- egara untuk mengatur
seluruh kekayaz; Ui, air dan ahigkasa yahg-ada di Indonesia.
Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya pengaruh dari
politik hukum. Untuk menghasilkan kontrusi regulasi yang dinginkan oleh
masyarakat. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum
yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya

lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah



kelola dalam rangka pembangunan. Kata politik mengandung arti beleid atau
kebijakan atau policy.! Pengertian politik hukum diartikan sebagai, rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.? Politik

hukum diartikan juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan badan

negara Yyang berwenang untuk-. menetapkan peraturan peraturan Yyang

[ : akan untuk mengekpresikan apa yang

¥
UNISSULA

Fﬂ’:‘fu.-y;aﬂ éﬁ’b{.}g@;ﬁm@ penguasaan sumber daya

pemerintah daerah. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai

! Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta, iktiar baru van hoeve, 1997),
him. 123

2 Imam Syaukani dan Ahsih Thohari, Dasar dasar politik hukum, (Jakarta: Rajawali,
2012), him. 22

3 Sudarto, Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, sinar baru, bandung,1983,hIim
20.

4 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), him.
281

4



peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara
nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam
dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan

bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat,

o /-
ﬂ N i 5“‘..... U iL ﬁ agi kesejahteraan rakyat.

Kemudian pemg ?Y,:ff.u%w &ﬂgwp anggung jawab negara, di
kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. Akan tetapi pasal 33
ayat (3) dan (4) bisa ditafsirkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang

diutamakan, tanpa mengabaikan kemakmuran individu.

> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara

5



Dalam hal ini Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional

Indonesia harus mengandung ciri:®

=

Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;

2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan
dan keyakinan keagamaan;

Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;

Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas
kewajaran (redelijkheid), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;

5. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan

kajian raS|onaI terhad """* SE ngambllan putusan oleh pemerlntah

P w

ber daya alam di

3. lokal dan hukum

P-
/
!.’ M ' ﬁ ﬁ ‘m al jﬂ‘o entukan dan pelaksanaan
1 -uﬁ!,k I - f
Peraturan daeraf a2 ] M"ML@

\ —/2
ulayat yang selama ini terabaikan dan tidak mendapat pengakuan secara

ukum adat, termasuk hak

proporsional dalam sistem hukum nasional. ’

® Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian
Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan
Pengembangan llmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), him. 212.
7 Fathullah, “Otonomi Daerah Dan Penguatan Hukum Masyarakat”, Kompas, Senin, 3
Juli 2000
6



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang mampu membentuk
hukum yang baik, yang menghargai, dan mengakui serta mengakomodasi akses,
kepentingan, hak-hak, dan kearifan masyarakat adat, maka harus dianut idiologi
pluralisme hukum (legal pluralism) dalam pembangunan politik hukum otonomi

daerah dengan memberikan ruang bagi prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi,

transparansi, penghargaan, : gakuan atas kearifan lokal sebagaimana

A

tercermin dalam sistem peng bagaan, dan berbagai tradisi yang

secara nyata

pengelolaan.s
.__-'

15" 3it dengan tujuan

>

iy

=

untuk kebuty ge ad para pemilik modal saja

akan tetapi ya [memp -r.,-vr... elestariz KU
\ UNISSULA §

l|I - [ i
kenyataannya | b Avak - terial !@o‘}tiﬁu}mlm nd perusakan hutan dan

ngan, akan tetapi pada

lingkungan yang-felakukan-ke USatta-Satatt-Satunya pertambangan dengan
mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dilakukan oleh

korporasi.

& | Nyoman Nurjaya, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis
Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum, Makalah disampaikan dalam seminar nasional
tentang Eksistensi Hukum Adat Dan Politik Hukum Di Indonesia. Pusat Pengembangan Hukum
Lingkungan Dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 26 Juli
2004

v



Dengan berlakunya Undang-undang Nomor Tahun 2009, menjadi sebuah
keharusan yang baru bagi pengusaha komoditas tambang untuk melaksanakan
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum melakukan penjualan ke luar
negeri (ekspor). Khususnya bagi pemegang lIzin Usaha Pertambangan (IUP) dan

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kegiatan pengolahan dan pemurnian

tersebut sebagai salah satu ang digalakkan oleh pemerintah agar hasil
- i dalam negeri mendapatkan nilai

: “ N i gﬂﬁﬁ “ Lﬁ / a dimaksud pada ayat
(1), Pemerinte'al - n...”.uh?ﬂ -ﬂb't‘i.iu} -!,4. /éatan hasil Pengolahan

dan/atau Pemur =

Untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang dengan pengolahan
dan pemurnian di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan unit pengolahan

dan pemurnian yang dikenal dengan “smelter”. Unit pengolahan dan pemurnian

9 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Rineka
Cipta. Jakarta. 2012, him 23
10 Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
8



yang disebut “smelter” sebagai fasilitas pengolahan hasil tambang yang
berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam, hingga logam tersebut
mencapai tingkat yang diinginkan atau yang memenuhi standar sebagai bahan
baku akhir.

Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian

dari sebuah proses produ mineral yang diperoeh dari hasil

penambangan alam yang diléi dalam negeri biasanya masih tercampur

berharga yang
t. Maka dari itu
hkan komoditas

i
emudian ditingkatkan

ur N i ﬂ% u L ﬂ. Smelter” menjadi sebuah

kewajiban ba "'1 ¢ ?i:t-fU-re?.y ’é"‘i@t‘ P Dengan membangun unit pengolahan
dan pemurnian , - tid

komoditas tambang mineral tetapi juga dapat membuka lapangan kerja baru.
Dimana tentunya akan dibutuhkan tenaga-tenaga kerja atau bahkan ahli-ahli
untuk mengoperasikan unit pengolahan dan pemurnian “smelter” tersebut.

Kemudian Amanah undang undang telah secara tegas mengamanatkan



Pasal 104
1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan
Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau
bekerja sama dengan:
a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan
Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan
danlatau Pemurnian secara terintegrasi; atau
b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan
dan/atau n yang tidak terlntegra5| dengan

‘?Iter” di dalam negeri
!

¥
wajib dilakuka w N ' ....r-‘ .'E'..—. w ok ‘-E. gsuai harapan masyarakat

Indonesia ,baH‘ @ Fzd ”ﬁﬁ! ‘(""’L-qiﬂ-qnmln ’ ang pada pasal 103 ayat

dilakukan dengan:*2
1. Jual beli bijih (raw material atau ore) atau konsentrat; atau

2. Kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/ atau pemurnian.

11 pasal 104 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

12 pasal 5 Peraturan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014
tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
di Dalam Negeri.
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Rencana untuk melakukan kerja sama pengolahan dan pemurnian tersebut
dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri, gubernur, dan
bupati /walikota. Dibutuhkan persetujuan dari menteri apabila:*®

1. Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang lIzin Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh menteri dengan:

/ ) Operasi Produksi lainnya atau Izin

i
uksi khusus untuk
an oleh Menteri;

2. Rencan: u N W_E‘DS u I-ﬁ ) Izin  Usaha
: Tﬂ‘ﬂ-lag,jj ! @ﬁb%@l@ iterbitkan oleh 2 (dua)

3. Rencana kerja sama dilakukan antara oemegang lzin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua)

bupati/walikota yang berbeda provinsi;

13 pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun
2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral di Dalam Negeri.

11



4. Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh
bupati/walikota atau izin Usaha
Untuk rencana kerja sama pengolahan dan pemurnian yang dapat

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujua dari gubernur, apabila:'*

1. Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi

diterbitkan oleh

&P
JUNISSULA

2. Rencana ‘%”lJ-Q?!@ﬂUMLM4Lu ang IUP Operasi Produksi
bupati/waliketa-dengan-1TUP Operasi Produksi yang

diterbitkan oleh bupati/walikota lainnya dalam 1 (satu) provinsi;
3. Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi produksi

yang diterbitan oleh bupati/walikota dengan IUP Operasi Produksi

14 pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1
Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
12



Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh

gubernur.

Sedangkan rencana kerja sama yang membutuhkan persetujuan dari
bupati/walikota apabila rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP

Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan:®

1. IUP Operasi Produk a yang diterbitkan oleh bupati/walikota

2.dari luar negeri, untuk
| @ /
rencana kerjé u N igﬁ u i A patkan persetujuan lebih
dahulu dari ment MI&Q‘QMLA

Dalam prakiekiya masin-dijumpai-pefyetenggaraan otonomi daerah yang
tidak sesuai dengan otonomi daerah. Karena daerah berlomba-lomba untuk

mencari penerimaan bagi daerahnya maka banyak perizinan dikeluarkan tanpa

mengikuti kaedah perlindungan lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan

15 pasal 6 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1
Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
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sumber daya. Pungutan yang dikenakan kepada pemohon izin sering tidak
berdasar. Oknum juga memanfaatkan surat izin untuk diperjualbelikan. Siapa
yang paling dekat dengan pemberi izin maka dialah yang paling dahulu
mendapatkan ijin. Inilah salah satu faktor terjadinya tumpang tindih wilayah
pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan batubara selalu berkaitan dengan

lingkungan habitatnya, e,aﬁ.-'/ﬁ\ an tumbuh-tumbuhan. Karena itu salah

2 -
.// vada saat melakukan eksploitasi

adalah p

dan/atau hay : iteria baku kerusakan

)
UNISSULA

pengelolaan lingkungan
pelestarian lingkungan,
sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan:
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang

14



meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum”. Adanya penyimpangan dalam penerbitan IUP ditengarai
akibat dari ulah oknum yang memikirkan kepentingan sendiri atau golongan
tanpa menyadari resiko yang akan timbul baik berupa kerusakan lingkungan

maupun kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya penekanan pada upaya

perlindungan, disamping kaelolaan lingkungan hidup, Undang-undang

] p!-'ksploitasi secara
f

i

besar-besa )le e a AtUk an ekonomi semata

kelestarian h U N n g& “ iL ﬁ an' menimbulkan banyak

bencana. Hal i ‘%ﬂ-l.@’l@;buah,mb mberian izin oleh pejabat

USatta—pertamnbangan batubara, dengan
mudahnya sehingga telah menimbulkan maraknya para mafia izin tambang
batubara yang bermain dengan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Dengan diberikannya kewenangan pemberian IUP kepada pemerintah daerah

tanpa disertai kesiapan kerangka acuan tentang strategi kebijakan pertambangan

15



nasional yang jelas, hal ini dapat menyebabkan makin tidak terkontrolnya
pengelolaan dan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah.

Terkait dengan beberapa kekurangan Undang-undang Minerba, maka
dipandang mendesak dilakukan perbaikan Undang-undang ini sehingga ada arah,
kebijakan, dan strategi sektor pertambangan nasional yang jelas dan terukur.

Pemanfaatan sumber daya batu bara adalah sangat penting sebagai alat yang

i
.J.-'Bahwa keberadaan
i

5an justru ada di pusat,

ini di gunakan 3 Jsrtem online ke pusat, dan

karena pihak pengusaha
tanpa memberi tahu™ al 2/ system Minerba One Data

\ /2
Indonesia (MODI) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu

mengelola data perusahaan mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara. Data yang dikelola dimulai dari data perusahaan, data perizinan,

investasi, tenaga kerja, kecelakaan tambang dan comodity development dari perusahaan

16



mineral dan batubara. Selain itu aplikasi ini digunakan untuk mengelola data iuran dan
royalty PNBP dari penjualan mineral dan batubara.®

Pada dasarnya yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian
komoditas tambang mineral adalah orang atau pemegang lzin Usaha
Pertambangan (IUP) atau pemegang lIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan kata lain, berati yang boleh melakukan pengolahan dan pemurnian dari

mengatur anga nelaki : nengolahe pemurnian dari  hasil

penambangan

dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP dan IUPK.
Lain halnya dengan sistem yang berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 ini diterbitkan, yaitu sistem kontrak. Dimana pemerintah

16 Wawancara dengan A Gunawan Harjito, selaku Kepala bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Selatan, pada tanggal 30 Agustus 2021
17 H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada:
Mataram. 2004, him 73
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tidak dapat membatalkan secara sepihak segala kontrak yang dibuat oleh dan
antara pemerintah dengan kontraktor atau pihak lainnya. Untuk membatalkan
setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, maka salah satu pihak dapat
mengajukan pembatalan ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase internasional.
Lembaga inilah nantinya yang akan membatalkan kontrak yang dibuat oleh para

diberlakukan adalah sistem perizinan yang

pihak. Mengingat sistem yang kini

bersifat administrative, maka

o ~
/ jat ang. berupa sanksi administrasi.

. ::iL:.H.i!L?H moditas tambang Mineral

c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan; (2) Pemegang IUP atau IUPK
pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan /atau
Pemnanfaatan Batubara; (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan
pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi  batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, dengan

18



mempertimbangkan antara lain: a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau b.
kebutuhan pasar; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum
pengolahan dan/atau pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah. Pasal 103: (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib

melakukan Pengolahan dan/atau.Pemurnian Mineral hasil Penambangan di

A NeqerT.—Dalam halTAl—peh egang dapat bekerjasama
dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP
atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri,
gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dan sekarang telah di ubah menjadi undang undang nomor

19



3 tahun 2020 tetang minerba berdampak memberikan perlindungan, di lain sisi
menimbulkan kerugian bagi masyarakat Atas dasar penjelasan latar belakang
tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah Disertasi
hukum dengan judul “REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
NILAI

BATUBARA  GUNA MEMBERI TAMBAH  UNTUK

J/'ientang beberapa
/
) politik hukum

memberi nillé.H %H M |! 5 ﬁ M H.a kan nasional berbasis nilai

|\ ellell|Znlloluimela

L1

keadilan). Pokok sebagai berikut:

g

1. Mengapa regulasi pengelolaa-n sumber daya alam pada sektor pertambangan
mineral dan batubara belum berkeadilan?

2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi pengelolaan sumber daya
alam pada sektor pertambangan mineral dan batubara guna memberi nilai

tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, saat ini?

20



3. Bagaimana rekontruksi regulasi pengelolaan sumber daya alam pada sektor
pertambangan mineral dan batubara guna memberi nilai tambah untuk

pertumbuhan ekonomi nasional dan regional berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar beI h diatas, penelitian ini diharapakan

&2
UNISSULA
3. T'tf:’?“.:;«f_,!ff &;;jr}tj!,;gio‘ha.lr.?, r daya alam pada sektor
Datubara guna memb

eri nilai tambah untuk

pertumbuhan ekonomi nasional dan regional berbasis nilai keadilan .

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka

diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

21



1. Manfaat dari segi Teoretis
a. Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan
teori baru/gagasan/pengembangan pemikiran baru di bidang ilmu hukum,
khususnya politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor

pertambangan mineral dan batubara guna memberi nilai tambah untuk

Jsida —m'.u.. ane an dilaksanakan di dunia
UNISSULA
it Somllolustnela

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran
bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu
kebijakan, dalam kaitannya dengan rekontruksi politik hukum pengelolaan

sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai

22



tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan regional berbasis nilai
keadilan.

b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi
rekontruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor
pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan

ekonomi nasional dan regiona

peraturan  mengenai  sistem

pada sektor

k pertumbuhan

E. Kerangka Kons “ “ l s's u L A

\ et eI €0 lelusimnsla

Sebelum mengartikan a-lpa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu

apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu
bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata
dalam kalimat atau kelompok kata.'® Hal lain pula konstruksi juga dapat

diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia
23



sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan
beban dan menjadi kuat.!®* Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah
penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan
dulu); pengulangan kembali (seperti semula).?’ Sehingga dalam hal Ini dapat

diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan

kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang

L
Fnﬁ M ﬁ ?'; S !J an ﬂz Jpfull:ltuh dan memperkuat
wellul|goalnloluinsla

|1
\ A

memasukkan beberapa
pembaharuan tanpa mengubah- Watak dan Kkarakteristik aslinya.?! Sedangkan

menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan

kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik

19 pengertian Konstruksi, https://www.scribd.com
20 Pjys Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer,Surabaya, PT Arkala,
him, 671
21 yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Figih, 2014, Al-Figh Al-Islami
bayn AlAshéalah wa At — Tajdid Tasikmalaya
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dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.lni dilakukan
baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.??
Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah
penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang

telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

. Pengertian Politik Hukum _.

apa yang a.un tuk 2Suatu. Dalam hal ini
§

\ /
kebijakan t : | f s ? 1." L i / kan hukum, penerapan

hukum dan pe k..,..__....._........a i

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui

badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan

22 Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses
Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan, Skripsi,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

23 padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. Il, Ghalia
Indonesia, Jakarta., him: 160

24 padmo Wahyono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan,
Forum Keadilan, No. 29 April 1991, him: 65
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yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk nengekspresikan
apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan® Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan,

politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

UNIS“'SUI.A
@“bml.n/

kebijakan huku 1._.._...._........-4 ang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh

J"fpolitik hukum adalah

suatu pemerintahan negara tertentu.”® Garuda Nusantara menjelaskan pula

wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang

%5 Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum
Pidana, Sinar Baru, Bandung, him: 20.

26 Spedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him:151.

27 Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung, him: 1

28 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him:35 29 Mahfud
MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, him: 15
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telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang
mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius contitutum dan
menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik

=5
alam rangka ‘mencapai-tt U negara ":jicita-citakan.29 Politik
|| - ; s 1l LT
hukum satu neg Mliﬁ;ﬁt.ﬁkiﬂyﬁ-ﬂ@ g¢gara yang lain. Perbedaan

L

i '
ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan
dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing
pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular

(hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun

29 Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him: 310-314
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bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan

politik hukum internasional.
. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian

ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil

pengangkutan dan

out dalam arti luas

“‘ml e 4 1:5 ba -w' Mgz pertambangan batubara
retllud/|2onlsloluinla
| —

jelaslah berb’cs;lR pertambangan kumpulan

T
mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas

bumi, serta air tanah.3! Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan

30 Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia,
Jakarta, Rineka Cipta, him. 6

31 pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara
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batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi,

termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.*2
4. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam,

bagi 'éﬁ 10“ l s s u L A l{ alikan. Sedangkan asas
\ e Rl tebuzsala /)

keseimbghgan=adatanTda jam_melakukan kegiatan penambangan wajib

a secara proporsional

memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung
dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

32 pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara
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Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan
berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan
usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing,
maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk

kepentingan nasional.

Asas partis ang menghendaki bahwa dalam

melakukan-keoiatan-pertambangan Jtthikan peran serta masyarakat
o
m FL| K

) ¢ aka dan

han masukan kepada

¥
. Sadangkan asas akuntabilifas' "fkegiatan pertambangan
N el oalsloluzmela

el
dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

sehingga  dapat

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara
terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial
budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara

untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
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. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral
dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.®®* Dalam pengertian tersebut

dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi

&3
U NISSULA
‘I P e ‘,,,. - n-tambe ]‘“j perwujud padat dan/atau

an melalui kegiatan:

1) Perencanaan Wilayah Pertambangan Perencanaan wilayah
pertambangan diatur secara khusus di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

3 Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

3 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan
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Pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun
melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap
penyusunan rencana wilayah pertambangan.

2) Penetapan Wilayah  Pertambangan  Penetapan  wilayah
pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan

bertanggungjawab..secara terpadu dengan memperhatikan
p /"/\ emerintah  terkait, dan dengan

o 8

ekonomi dan sosial budaya

dengan memperhatikan

&' ruang nasional
i
/

\ e ata yang diperoleh di

et il e e ke p

,\ 'a-.-s_u.;yl@ Mlal tmola |
A/

Untuk menetapkan

erintah dan pemerintah

penelitian pertambangan

dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil
penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan

batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan.
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Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam

bentuk digital.>®

Pengelolaan mineral dan batubara terdapat pada BAB IVA terkait

rencana pengelolaan mineral batubara. Di jelaskan pada Pasal 8A sebagai

berikut :
(@) Menterl menetapkan ren elolaan Mineral dan Batubara nasional
yeluruh transparan, dan akuntabel

~:_étau Batubara; dan j.
f

(3) Rencan'énk } ‘ ‘# H ! #;“*5 - ﬁ i A faéebagaimana dimaksud
a. rencana ‘\‘ m.ww- I &f"bm

b. rencana nembangunan daera

(4) Rencana pengelolaan Mlneral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pasal 8B

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan
di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3 Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, him. 220
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(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka
menengah nasional.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 9.
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan
landasan bagi peneta keglatan Usaha Pertambangan

delam Pasal 9 ayat
_‘ y
ran, part c-fro, / Jng jawab;
deno pendapat dari instansi
u H H %‘ é u &r A idampak, dan dengan
" Wrzld L}? ! '»"?{J M&g om| hak asasi manusia,
3 5 kungan; dan
Kemudian dalam Pasal 14A menjelas terkait Wilayah dalam WP yang
dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria: a. memiliki sebaran

formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan atau data

cadangan Mineral dan/atau Batubara; b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis

36 pasal 8A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang minerba.
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Mineral termasuk Mineral ikutannya dan | atau Batubara; c. tidak tumpang
tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK; d. merupakan wilayah yang dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan ; e.
merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau f.

merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah 1UP®

o

mengadakan peng enyangkut ruang lingkup faktor yang

L
LINISS H-’ 0 diajul heberapa teori. Teori ialah
grltelyiale [

pat, dan  pemahaman-

T
pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan,

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan

37 pasal 14A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang minerba.
38 Soerjono Soekanto (1), op. cit., him. 126-127.
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hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya. 3 Teori akan berfungsi untuk
memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.*® Teori
ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek
yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi

harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.*!

ar ari-pendapat para ilmuwan dan

tercapainya tu' B s
' ' "’*3 Pa /KORSEP', Y ( ) lati- berbagai peraturan
2 N

Sektor Pertambangan mineral dan Batubara Guna
Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan
Ekonomi Nasional Berbasis Nilai Keadilan \

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam
39 Harl YaNg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara limiah Pengukuhan
batan Guru | dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk erjono Soekarjto (1),
engantar Pen{ Kemakmuran rakyat
40 James E. Mauch, Jack W. Birch, Guide to th e successful thesis and dissertation,
Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York,1993, him.102.
41 M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hin).27.
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Regulasi
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam Pada
Sektor
Pertambangan

mineral dan <

Batubara

v

Pasal 103: (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap
kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil
Penambangan di dalam

Kelemahan-
kelemahan yang
timbul dalam
regulasi
pengelolaan
sumber daya
alam pada sektor
pertambangan
mineral dan
batubara

Teori perbandingan

BER NILI TAMER ON FORBERTUMBUHAN

F. Kerangka Teoritik

“‘(:._i““ = GIC _DPEHR o )
10N tl‘—' ,i.r_ ( !l :. L@- NILAI KEADILAN

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan

dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau

analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori

lalah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-

pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan,
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yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-
hipotesa yang dapat diuji padanya.*? Teori akan berfungsi untuk memberikan
petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.*® Teori ilmu merupakan
suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya.

Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta

44

empiris untuk dapat dinyatakan bena

ini akan
¥ )
dikemukakan " U N i E "'-."i u b ﬁ. man dan arahan untuk

tercapainya tuju ﬁ:’l&-my*iﬁ@t}m&m:n endapat para ilmuwan dan

selanjutnya disusuft-ben Hg-bersumber-dari berbagai peraturan dan

perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

42 Hamid S Attamimi,Teori Perundang-undangan Indonesia ,Orasi lImiah Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (1),
Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1981, him.115-116.

43 James E. Mauch, Jack W. Birch, Guide to th e successful thesis and dissertation,
Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York,1993, him.102.

44 M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, him.27.

45 Soerjono Soekanto (1), op. cit., him. 126-127.
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1. Teori Keadilan Dan Negara Hukum sebagai Grand Theory
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil
adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil
terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dantindakan didasarkan

atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang

relatif, setiap orang tidak sama_,-adil menurut yang satu belum tentu adil bagi
3 askan bahwa ia melakukan suatu

o ne .-.'m. erupaka an dalam hidup bersama.
UNISSULA /

- L]
A ﬂeﬂiagglégqbwmn fiwai | oleh hakikat keadilan
kemanusiaan “ya eadian—dalai—hubungaiityd manusia dengan dirinya
sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat,

bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.*’

4 M. Agus Santoso, Hukum, Moeal & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 85.
7 Ibid, him. 86.
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Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang
harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan
negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh
wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai
keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa

didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama

5
=
alfial

“ N l ""l"i'&". u i— A endaki semata-mata dan

isi dari padé ﬁ‘.ﬂ-‘u&f! 'ﬁb?biwifh etis mengenai apa yang

i
\
dikatakan adil-dan-apa

ang-dikatakan-tidak-adil
Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah
keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia

terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk

terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang

“8 1bid, him. 87.
40



dinamakan “Algemeene Regels” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori
keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara
memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang
menjadi haknya.

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Negara Hukum vyaitu

UNISSOLA /
.. MIMﬂ smela

\ —/2
formal (in the formal sense), dan pengertian hakiki (ideological sense).

hedakan antara pengertian

Dalam pengertian formal Negara hukum tidak lain adalah "organized public
power" atau kekuasaan umum yang terorganisasikan. Oleh karena itu, setiap
organisasi hukum (termasuk organisasi yang namanya negara) mempunyai
konsep negara hukum, termasuk negara-negara otoriler sekalipun. Negara
hukum dalam pengertian hakiki (materiil), sangat erat hubungannya dengan
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menegakkan konsep negara hukum secara hakiki, karena dalam pengertian
hakiki telah menyangkui ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan
hukum yang buruk.

Cara menentukan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan

hukum yang buruk dalam suatu konsep negara hukum sangat sulit, karena

setiap masyarakat yang melahi nsep tersebut berbeda satu sama lain

,

/

Kambangka SE‘ Ui A / Uktur dan infra struktur
?*:::?f.,’q-;,w @,ﬁv{_},&;waﬂd’ﬂ tib dan teratur, serta dibina

dengan membanguin—budaya dah—Kesadaran—hukum yang rasional dan
impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan
ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan
konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk

menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan
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tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah
Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate
interpreter of the constitution’.

Gagasan negara hukum sudah lama adanya namun tenggelam dalam

waktu yang sangat lama, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit

&
UNISSULA
::iifu.'gi_,?ﬂ @EL". aan.I -1,?3 )ula konsep negara hukum
(Rule of Law e

angkan—oleh—AM Dicey, yang lahir dalam
naungan sistem hukum Anglo-Saxon (Amerika). Dicey mengemukakan

unsur-unsur Rule of Law sebagai berikut :

4 Oemar Seno Adji, 1966, Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945,
Seruling Masa, Jakarta, hal. 24.
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a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak
adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the
law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh

suatu negara, karena itu

W 7 N
F

Y

terd ari lima konsep,

“ N l sﬂiﬁ U LA satunya berkembang di

'&fa'ﬁ!-@"“kjléﬁ&;a : 4119_;!,.‘. hih berkembang di Negara
kembang di negara eropa

timur seperti Rusia serta konsep negara hukum Pancasila.*
Bertitik tolak dari salah satu inti ajaran al-Qur’an yang menggariskan
adanya hubungan manusia secara pertikal dan horizontal, maka dapat

diketahui bahwa Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat konfrehensif

50 Tahir Azhary, Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003,
him. 83
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dan luwes. Islam sebagai al-din mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,
termasuk didalamnya aspek kenegaraan dan hukum.

Syariah dan hukum Islam memiliki karekateristik sendiri yang tidak
dijumpai dalam sistem hukum lainnya, misalnya sistem hukum barat.
Syariah bersifat transendental, sedangkan hukum barat pada umumnya telah

transendental dan bersifat sekuler. Hukum

menetralisir pengaruh nilai-nilai

G2 ' :

“ N i ﬁﬁ U Lﬁ. pal Islam disebut dengan
Siyar. Huk ::rﬁf.'-!ng.!%” &ﬁb-lmp mber hukum yang berbeda.
Sumber hukufm-internasional-terdiri-dari-formiil, materiil dan kausal. Islam

dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil

melalui metode ijtihad.>*

51 Eka An Agimuddin, ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL,
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, him. 318-325,
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13741/10455

45



Untuk mempelajari teori hukum Islam, hal pertama yang harus
dilakukan adalah membedakan antara syariah (syari'ah) dengan fikih (figh).
Membedakan dua hal tersebut akan memudahkan pemahaman tentang teori
hukum Islam. Syariah pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan

wahyu, pengetahuan yang hanya bisa didapat dari Al-Quran dan Sunnah.

Sedangkan fikih merup yang dikembangkan oleh para uqaha

at Indonesia terkadang suka
terjadi kerancuan dan kesalahpahaman. Secara garis besar, hukum Islam
dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, hukum Islam yang

berhubungan dengan perihal akidah/keimanan; Kedua, hukum Islam yang

52 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan
Islam (terjemahan), Mizan, Bandung, 2008, him 21.
>3 Loc. Cit.
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berhubungan dengan akhlak; Ketiga, hukum Islam yang berhubungan
dengan perbuatan mukallaf. Bagian ketiga inilah yang popular disebut
dalam hukum Islam di Indonesia.®*

Menurut Marzuki,®® hukum Islam yang sering ditemukan pada
literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup

syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar-

o Na . P}lla bahwa hukum Islam itu tidak
sama persis de u/

egla sama sekali dengan

A

SYyafi' i b4 n? £0 j m' didasarkan dari empat
UNISSULA
sumber yal RﬂJdEE'é\%{,Mh&L& lama (Iljma); Analogi

a-dalam teori hukum Islam menurut Imam Syafi'i
yaitu terletak pada Al Quran dan Sunnah sedangkan dua sumber

pembentuk  hukum lainnya hanyalah bersifat tambahan. Dalam

> Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Maslahah Mursalah
& Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, him.9
> Marzuki, Memahami Hakikat Hukum Islam, hlm. 4, tersedia di website
http://staff.uny.ac.id/content/drs-marzuki-mag, diakses pada tanggal 20 April 2020.
¢ Mohammad Hashim Kamali, Op.cit.
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perkembangannya terdapat kritik terhadap otoritas sunnah sebagai sumber
hukum Islam.®’

Dalam Konsep Negara Hukum (Nomokrasi Islam) kekuasaan adalah
suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya ia merupakan rahmat dan
kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi

rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplimentasikan menurut

petunjuk al-Qur;a .- mmad. Sebaliknya kalau kekuasaan
\%m ang atau bertentangan dengan

ol a akan hilanglah

u N i S'&-i u Lﬂ. 2kl menerimanya, maka
3iihAd -r_,yj : ’LC"‘L’ pada mereka yang berhak menerimanya,

dalam arti dipelihara-dan-dijalankan-atat-ditefapkan dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan dalam al-
Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi nabi.

Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu

rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila.

>" 1bid, him. 103.
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Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang
sama.>® Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata
dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan
socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang
berbeda, di mana rechtstaat berkembang di negara Inggris, Eropa

kontinental dan rule of law lebih berkembang di Amerika Serikat sedangkan

g disebabkan oleh adanya
penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh kekuasaan
negara yakni raja atau negara yang absolut. Adanya pemisahan pembagian

kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara, merupakan

58 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, him. 25
9 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, 1997, him. 10
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salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi
manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak
asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintah dijalankan
berdasarkan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum, terkandung
maksud untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum,

sedangkan perbedaan pokok an chtsstaat dengan the rule of law adalah

L f :
N TekyAr sema-sama et keg ukum dan mempunyai

B

g st oo Hukim .|

sep fiegaia huku 3 negara hukum Pancasila.
Apabila titik sentral dalam rechtsstaat dan the rule of law adalah pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam negara
hukum Pancasila titik sentralnya adalah keserasian hubungan antara

pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan secar vertikal

% 1bid., him. 11
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(Habluminannas) dengan tetap menjaga hubungan manusia dengan Allah
SWT (Habluminallah).

Guna melindungi hak-hak asasi manusia, dalam konsep “the rule of
law” mengedepankan prinsip “equality before the law” dan dalam konsep
“rechtsstaat” mengedepankan prinsip “wetmatigheid” kemudian menjadi

“rechtmatigheid”,®* sedang|

negara hukum Pancasila yang

asal 1 ayat (3)

&3
UNISSULA
&ﬂ.’.rmy!@@h.m,m‘l@ n 1945, negara hukum
dimaksud bukafitai-sekedar negafa Hukufi-dalam arti formil, yaitu negara
yang hanya bertujuan untuk menjamin keserasian dan ketertiban sehingga

tercipta stabilitas keamanan dalam masyarakat, negara baru bertindak

apabila stabilitas keamanan terganggu.

®1 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus,
Peradaban, Surabaya, 2007, him.80.
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Pengertian negara hukum menurut UUDNRI Tahun 1945 adalah
negara hukum dalam arti materiil, yaitu negara bukan saja menjaga stabilitas
keamanan semata-mata melainkan juga secara aktif ikut serta dalam urusan
kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan negara Indonesia sebagaimana

UDNRI Tahun 1945, yang menyatakan

tercantum dalam Pemb :
ega {/f\\_ ) Iindungi segenap bangsa Indonesia

&
UNISSULA
) filkisyewara @ﬁbwlﬂ-

d. Prinsip persamaan;
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

f.  Prinsip peradilan yang bebas;

62 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Bulan Bintang, Jakarta, 1992, him. 64
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g. Prinsip perdamaian;
h. Prinsip kesejahteraan;
i. Prinsip ketaatan rakyat.
Menurut Azhary, bahwa secara formal istilah negara hukum dapat
disamakan dengan rechtsstaat ataupun rule of law mengingat ketiga istilah
tersebut mempunyai arah yang. sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut

Z\

demi pengakuan dan periii ak.asasi. Perbedaannya terletak pada arti

materiil

2011 tentang

an bahwa Pancasila
JDalam penjelasan
umber dari segala
sumber f u N i EPE u i-ﬁ. bukaan UUDNRI Tahun
1945 yang, Tﬁ.ﬁﬂ-‘mﬁﬁ 1@;‘-}-’@1‘,&!@;@@& fasar dan ideologi negara serta
angsa daft-negara-sehingga setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Dengan ketentuan ini sangat jelas bahwa
seluruh produk hukum di negara ini harus mencamtumkan nilai-nilai

pancasila sebagai falsafah negara.

83 |bid, him 36
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2. Teori Kewenangan sebagai Middle Theory
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan
sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan

kewenangan sering disamakan-juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

. L _ . .
-. “ N “ $ g u ﬁ- ﬂ al suatu kaidah-kaidah

i - [
yang telah: g 1.’{1'}5!!«:'.!1{!;'1' @u‘;‘rbl‘;r asyarakat dan bahkan yang diperkuat
i

A

oleh Negara:

64 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998), him. 35-36

5 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan,
(Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), him. 30

6 A, Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), him. 52
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Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.®’
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan
yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan
formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya,

yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e)

y

Negara itu dapat
¥

erja melayani

organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan

(een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat

6 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga,
Surabaya, tanpa tahun, him. 1
8 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas
Islam Indonesia, 1998), him. 37-38
89 Miriam Budiardjo, Op Cit, him. 35
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yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-
kewajiban.”® Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu
aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek
hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga
dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui

kudeta atau perang, sedangka

angan jelas bersumber dari konstitusi.

fkan dengan istilah wewenang. Istilah

Adapat —ada—perbedaan antara pengertian
kewenangan dan wewenang.’? Kita harus membedakan antara kewenangan

(authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid).

70 Rusadi Kantaprawira, Op Cit, him. 39
71 Phillipus M. Hadjon, Op Cit, him. 20

2 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi 1V,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000),
him. 22
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Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan
wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari
kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum

publik, lingkup Wewenaerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

als het geheel van
publiekrechtelijke

yl: hestuiL chtsverkeer. (wewenang
H‘i N U % *"" u K. ﬁ g -aturan yang berkenaan
M.@,kl F.:j e "LJ——‘M’WHL ang pemerintah oleh subjek

- .“"x
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas,

penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian

yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan

3 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie
Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1994), him. 65

74 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan
Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), him.4
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kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang
adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek
hukum) vyang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia
berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam

melakukan perbuatan (riil), mengadakan pengaturan atau

/ limpahan apapun

fJi mandat bertindak

f
i

mandat me UK pejaba m.'.... kibertinde nama mandator (pemberi
N\ UNISSULA
mandat). | -l-'l-q!'.!;I Ié&?b”&l.nq:ﬂzl,ﬂ-
Fok ajian—teortkewenahgan—adatah- berkaitan dengan sumber
kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam
hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan

hukum privat.
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Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber
dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:"
1. Atribusi;
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang

sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun

yang baru sama sekislator yang kompeten untuk memberikan

-

gperti  presiden yang

“ N l “-:'i:."- u i ﬁ. ndang mengeluarkan
;ﬁU..J? 1 ﬂul@Ww ptakan  wewenang-wewenang

2. delegasi; dan
Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ
pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu

penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya

75 Ridwan HR. HukumAdministrasi Negara. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), him.
104
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menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh
pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima
wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru
maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu

kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih

tetap pada pemberi mandat,. ralih kepada penerima mandat.
In.‘

W
emperoieh wewenang secara a da organ lain; jadi
UNISSULA P
N T A
secara logis selalu did; @t,b_lwllf@

Kedua c rintah—dalaf—memperoleh  kewenangan itu,
dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur
negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara,

yaitu:”’

76 1bid., him. 105
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a. atribusi; dan
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit)
yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.
Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh

wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan

yang didapat melalui.atribusi oleh organ pemerintah adalah

Z“’/\\“
\1'

kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus
memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

77 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro
Justitia Tahun XV1 Nomor | Januari 1998, him. 90.
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2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi
berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan
wewenang tersebut;

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.’®

3. Mandat.

lataris, melainkan

: Jat, hal ini dapat

* 0 “adanyar ag dikeluarkan oleh

i! N l s s u L A mandat. Sebagai suatu

komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan

3. konformitas hukum.”

78 1bid, him. 994
79 1bid, him. 90.
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Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan
untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum
ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar
wewenang, Yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar

khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2r, The legislative
owers and assigns

0 Al 1S
‘.’.ﬁw (m: nda

UNISSULA
fouierbetferiganat bawa. atrihu

atu” organ(institust)—pemerintahan atau lembaga

indate giver (mandans)
gcision or take action in

[
merupakan kewenangan

Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah
asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan
legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan

kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

80 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars
Aeguilibri, 1998), him. 16-17
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Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat
suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator)

memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat

¥
UNISSUL ﬁ
[ fia erhj M‘Lﬁﬂ-’ 8 detegas i ' dapat lagi menggunakan

§ undang undangan, artinya

delega3| hanya dlmungklnkan jlka ada ketentuan yang memungkinkan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

c.  delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi;

d.  kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang
tersebut;

e.  peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

8 Philipus M. Hadjon, Op Cit, him. 5
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.
Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung
olen sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan

‘rTﬁ Sef ertivb polltlk dan budaya.

“‘1 “ “ l 5 s “ L A- kan (input) dan keluaran

\

'. ® IEJ ! LA/
(ouput) yan}_!ﬂi, K at. Lebih lanjut Harry C.

Bredemeier mengatakan, |tulah sebabnya hukum dalam realitasya berfungsi

sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu

8 F. AM. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006), him. 219

8 Satjipto Rahardjo, 1991, llmu Hukum, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 143-158
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menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh
Bredemeier:

”The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As
this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the
court system) is brought into operation after®* there violted by someone else”.

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat

92, Vak r.,.!'i.. i : N tahap akhir di mana
GWISSULA /
58 Fﬁf?ﬁn!-aff f @F’ 'nwmh anjut secara lebih teknis

menjadi ketentuan—Kketer Ui —terfastk  menetapkan sanksisaksi
hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan,
merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh
proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan

yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan

8 Ibid, him. 166
8 Ibid, him. 178.
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diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut
“tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”® dengan
“tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses
bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni

-undang), birokrasi penegakan hukum, para

lembaga pembuat hukum

pemegang peran, d
o 5

yang pertama_(lef 2 pe
# b
"
7 e

atan.personal dan sosial. Tiga komponen

“r N ! ﬁvﬁ u Lﬂ. an, dan memerintahkan
?tﬁ}rlmﬂ.kﬂéﬂﬁclj'f ,."-clL:.]_,

fespons to norm of law is
function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement
institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces
affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran

merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk

86 Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, him.
49-50.
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sanksi-sanksi yaitu Kkinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap
peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of
law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of

social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from

role occupants. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga

.

/' e feedbacks from role

. 5 L . .
occupants @ .vi"éﬁﬂ,f&@hgh j diambil oleh pembuat

i
|
undang-undang,—juga—merupakan —TuRgst—perattie

termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap

n hukum yang berlaku,

dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran,
pelaksana, dan penerap peraturan).
Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana

bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat
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dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara,
dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif
berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan
oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen

estinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa

yang tidak bekerja sebagaimana
atau dari para penerap

Iperan. Selain itu dapat dikaji

la-ken - jlobal "Ve 0 L\“ a-.hukum tidak dapat
.-_-'
dild S W nan dari pihak

a keadilan masyarakat

aliran-aliran  dalam

Wy -
SLTEX LI N. /
m’MIMMh/

mereformasi, juncy kum baru seperti legal

Realism, Critical legal Studles Responsif of Law dan Hukum Progresif. Ada
kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam
mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah
selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.
Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi
dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali
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permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan
hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak
saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan
sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan

cenderung stagnan.

adalah untuk manusia bukan manusia

Dalam hukum pro
untuk hukum. Hukum har //\\‘ hadap sesuatu yang terjadi di masyarakat.

progresif meriba 1. Kejujuran—dan—ketulusan menjadi mahkota
penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan,

menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan

70



kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para
penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.®’

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi
pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum
dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan

tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif

¥ Y
Kanya~ dengan”_-yang | 1 i kan diuraikan
UNISSULA /il
i'ﬁbmh progresif adalah, bahwa

ciigantarkan manusia kepada
kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya

paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia.

87 Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal IImu
Hukum, VVol.8 No 2 September 2005, him 186.
8 Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006 him 3-4.
89 Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi...op,cit.
9 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, him 139-147.
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Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu
yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik
pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada

keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan

/ﬁ\ aksakan, untuk bisa masuk ke dalam

“- N n g‘s u iL ﬂ i\ tujuan sebaliknya,
1 ,q-*"l-’.lgjj b L riatbran t ’,,_.‘
olak-tituk-mempertahankan status quo
dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama,
seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur
semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian

itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-

undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat

72



banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini,
ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum
yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan
masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu
berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir

masuk ke lembaga atau badan legi

~ ‘/f"\\
- ‘|

‘i,'Cara berhukum yang

penting menoet ' nandegan  at: Inasi adalah dengan
\ UNISSUILA

Tiﬂn‘.@,&“@ﬁbﬁuw@ epada teks undang-undang.

perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya the live of law has
not been logis, but experience.®!
Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat

dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum

91 Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo,
Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.
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progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum
berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus
mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai
keadilan substantif, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks

hukum secara tertulis (positivistik), yaitu cara berpikir yang bersifat normative

an-sich, di dasarkan pada teks-peraturan atau undang-undang secara kaku,

i
ahan dalam  sistem
irinya sendiri artinya

e .
UNISSULA but dibuat atau sekedar
T‘;""lef!@J:’g taran tana ainkan untuk sesuatu yang
ekontruksi politik hukum
pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna
memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai

keadilan. Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final

92Gatjipto Rahardjo (IV), Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. him.xix
93Satjipto Rahardjo (I1), op. cit., him. 5
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melainkan sangat bergantung pada bagimana penegak hukum melihat dan
menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukan bahwa hukum
pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan
sangat bergantung pada bagimana SDM dalam melihat dan menggunakannya.
Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses

untuk terus menjadi (law as a process, law in the making).** Hukum bukan

untuk hukum itu sendir'

m untuk manusia.

/

UNISSULA

| A a-dase upak atu_k_eglatan ilmiah yang
didasarkan——pada“~metode, - sistemattika~dan’ pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Paradigma Penelitian

%Ibid, him. 6
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1981, him. 43.
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Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah
Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk
komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-

rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan

( : Qmw_w \ditami réalitas objektif belaka

dan di iga a0
l\ UNISsuLA
Iil!!; IEJ --i ',;‘./

i
hubungan-hubungan--sosialny ubjekmemiliki’ kemampuan melakukan

egiatan komunikasi serta

kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu
menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran.

Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui

% Morissan, Teori Komunikasi Organisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, him. 7
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cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun
berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau
konstruksi personal (personal construct) oleh George Kelly. la menyatakan
bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan
berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal

melalui perbedaannya.

iga jenis, yaitu

w-o ik.  Paradigma

.ﬁ'*
UNISSULA
‘ML&/

Seseorang tl 951 ‘-":"':'-'"-'ﬂ-'ﬂ L SIKa Datia Se

osial yang diamati oleh

orang, seperti yang biasa

dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis

diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas
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Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa

disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.%’

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber®,
menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam,

karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas

perilaku menurut W be

/{ n \ ektif saja, melainkan dilihat
d My, %

/
hteraksi simbolis ini

\ UNISSULA
\‘““—u%‘@ﬂwm#

terhadap sti 2 kognitifnya. Dalé proses sosial, individu

mengembangkan respons

manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam

dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial

o7 Eriyanto. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media, LKIS, Yogyakarta, 2004,
him. 13
% Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme, New York, 1985,
him. 5
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tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain,

sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang sedang dicoia.untuk dicari jawabnya. Macam-macam

pendekatan-pendeka r:-f.r/ di-dalam penelitian hukum adalah:*

x
I
5
aYalp ay y
. R 1UCC

'\
(.

/ bih ditujukan kepada

pendekatanI'*H dang- i";' h T h//
ol 0-u

- Pendekatan undang-
undang dilakukan-dengan-menelaah-semua-undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.’®® Pendekatan
kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.%

9 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2009, him. 93.

100 | bid., him. 93.
101 1bid., him. 94.
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Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum
(“rechsbeginselen”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis
maupun hukum positif tidak tertulis.? Penelitian ini termasuk dalam tradisi
penelitian Yuridis Empiris. Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini

dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan

is. Menurut Soerjono

Soekanto desk memberikan data yang

seteliti.  mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.%*

102 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
1984, him. 252.

103 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him 30

104 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981),
him. 12.
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Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau
fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarkat dengan cara hanya
memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari
penelitian.’® Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah

mengetahui masalah (kasus) .yang dihubungkan dengan fenomena atau

. 9
MMF'?.R;I{H“A.

a. Data Primer,-adalah-cata-y an g-diperoleh secara langsung dari masyarakat

yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.%

Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak

yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan rekontruksi politik

195Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., him. 53.
106 p, Joko Subagyo, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kelima,
Rineka Cipta,Jakarta, 2006, him. 87
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hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan
batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi
nasional berbasis nilai keadilan (Vide Pasal 103 Undang-Undang Nomor
4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan

kepustakaan,'%’

&3
| “u NI 5 SULA
aellwl/ 'M)ML" donesia 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¢) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peratuaran Pokok Pokok Agraria..

107 1pbid., him. 88
1087ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 47
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d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup..

f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

g) Peraturan Peme { 4 Tatrun 20I2 tentang Perubahan

o 8
-,

i
I tentang Perubahan
ahun 2010 tentang

ana Keagle m'n ane  Pe 2N’ Mineral dan Batubara
UNISSULA
'%*’!J.gie"éq‘_;mp ahun 2014 Nomor 1,
n

Negara Republikthdonesia Nomor 5489).

1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597).
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J) Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 20I7 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(l.embararr Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012),

K) Peraturan Pemblik Indonesia nomor 8 tahun 2018
,;-,,'//\1 as_Peraturan Pemerintah npomor 23

2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5172);
n) Peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik

Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah
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Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di
dalam negeri

0) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasikonal Republik Indonesia nomo 17 tahun 2019

Tentan Izin Lokasi.

2) Bahan hukum sek erupakan data yang diperoleh dari beberapa

informan ? menguatkan data primer. Data
‘_.F'

oyl mm enelitian ini yaitu : Para Pihak yang

H N “ 5'&; u Lh enunjang yang memberi
?rﬂquf'&;"bl"gLMm[ﬁ:& kum primer dan bahan

sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian

ini.10°

5. Teknik Pengumpulan Data

109 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, him. 23.
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Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk
suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat
dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes),
dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau

asalah yang dihadapi atau yang diteliti.

ara dianggap seba ode yang paling efektif
ERD el /
A

dalam peagumptlan—cal sisissicimmms)immriior: n, karena memperoleh

informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai.
Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas
terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya
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variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung**°.
Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab
secara lisan dengan responden yang telah ditentukan dan terkait langsung

dengan obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan.

s

Studi kepu lah teknik pengumpulan data sekunder dari

berbagai buku, de San. yang relevan untuk menyusun

, \ !.5 M E ﬁ.- ﬁ M o ﬂﬂ. memberi nilai tambah
l':_ IJI!!rJ ; = " I EJ n
untuk pé\h c .. l’ﬂ' S nilai keadilan (Vide Pasal
—/2
103 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

6. Penentuan Sampel

110 Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data,
https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf, diakses pada
tanggal 20 April 2020, pukul 01.43 WIB

87


https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan

Pentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive
sampling. Menurut Sugiyono bahwa purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.''! Sampel adalah sebagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,**?

meskipun sampel
hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diproleh

dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

"/\
Teknik pengamb pel. ini biasanya didasarkan oleh

&9
UNISSULA
"ol

penelitian et l——Statit—/" 10! ran... Analisis data adalah  proses

tnya mengolah hasil

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipo kerja seperti yang

11 1pid., him. 126
112 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta,
2012, him. 120.
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disarankan oleh data.'**Metode analisis data kualitatif yang digunakan
dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang
diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum
sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara

deskriptif dan preskriptif. Data

emudian dianalisa secara interpretatif

akni sebagai berikut:

=

"'Belakang Masalah,

}I;erangka Konseptual,
UNISSULA /SN
T 'H E Ay loi: a lan, Originalitas/Keaslian

Penelitian dan Sistematika-Penulisar

Bab I, Kajian Pustaka yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang

Politik Hukum, Tinjauan Umum Pertambangan, Tinjauan Umum Tentang Asas-

113 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Roskarya,
1996), him.3.

114Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997, him. 32
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Asas Pertambangan, Tinjauan Umum Tentang Wilayah Pertambangan, Tinjauan
Politik Hukum Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Ill, tentang politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada
sektor pertambangan batubara belum berkeadilan.

Bab IV, tentang Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam politik

hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna

memberi nilai tambah untu,

. Originalitas Par “ “ l s's u L A
sarkan penclis @.n*_,w@

penelitian mengenrai—*“rekontru Hukufi-pengelolaan sumber daya alam
pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk
pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan (Vide Pasal 103 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara)” ini belum pernah
dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan

demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan
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asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-
kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam

penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :

No.

Judul Penelitian | Penyusun Hasil Penelitian Kebaharuan

PERKEMBANG | ERIKA
AN POLITIK | (Disertasi)
HUKUM Universita okt
PERTAMBANG z

AN  MINERAL
DAN

hukum 1. Untuk menganalisis dan
sumberdaya | menemukan Rekontruksi
umum | regulasi pengelolaan
sumber daya alam pada
sektor pertambangan
batubara belum

BATUBARA berkeadilan.

DAN 8 tuk menganalisis dan
IMPLIKASI emukan Kelemahan-
BAGI ), emahan yang timbul
MASYARAKA 1am rekontruksi regulasi
HUKUM ADAT engelolaan sumber daya

alam pada sektor

pertambangan  batubara

guna memberi  nilai

‘ | tambah untuk

\ u |" B % s “* “T ‘!& 12, pert_umbuhan ekonomi
| - nasional.

\ 'ﬁu‘!&"&‘ﬁbuﬂhk ““Fr?' sasi 3. Untuk menemukan

\ rekontruksi regulasi

' .":‘_—----slz‘":' kat pengelolaan sumber daya

adat) untuk memberikan | alam pada sektor

persetujuan atas rencana dan | pertambangan  batubara

usaha pertambangan dan | guna memberi  nilai

mengakui, menghormati, dan | tambah untuk

melindungi hak masyarakat | pertumbuhan ekonomi
hukum adat dan keragaman | nasional berbasis nilai
budaya bangsa atas sumber | keadilan.

daya agraria/sumber daya
alam, didalam  undang-
undang minerba tidak ada
definisi  khusus  tentang
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masyarakat hukum  adat
berikut turunan ketentuan-
ketentuan pengakuan,
penghormati, dan melindungi
hak masyarakat hukum adat
dan  keragaman  budaya
bangsa atas sumber daya
agraria/sumber daya alam

KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
TAMBANG DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
YANG
BERKEADILAN

2018
.-_-"
.-.l"

Wahyu Kebijakan pengelolaan sumber
Nugroho

(Disertasi)

UnlverSIte}J 2

s p

MR, _
UNiSSLLA
L ilayahaiinye datem konf

e

pemerintah provinsi sebagai
wakil dari pemerintah pusat

menemukan rekontruksi
regulasi pengelolaan sumber
daya alam pada sektor
pertambangan batubara
guna memberi nilai tambah
untuk pertumbuhan
ekonomi nasional berbasis
ilai keadilan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

an send m?u Kamus Bt hasa Indonesia bearti
UNISSULA /

||

rangkaian ko ﬁ..;.ﬂ!u—;{_&’l@@bihﬂgﬁmﬁ

pelaksanaan suatt-pekerjaan-kepemimpinan-dart-cara bertindak, dengan kata

dan dasar rencana dalam

lain, politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

115 A, Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2015, him. 21
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besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan,

dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Padmono Wahojo mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan
penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah,

bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang

dijadikan kriteria untuk menghiukuimkan sesuatu.}*” Dengan demikian, politik

R~

hukum menurut Padmgo

ohammad Radhie
; A-kehendak penguasa

1/ mengenai arah

pengertian ._,_f'"\ ng (lus Constituendum).

Soedarto dalam buku Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari mendifinisikan
politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan—badan negara yang

berwenang untuk menetapkan peraturan—peraturan yang dikehendaki, yang

116 1bid, him. 24
117 |bid, him. 26
118 |bid, him. 27
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diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita—citakan.!*® Pada Buku
Soedarto yang lain yaitu “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat
Kajian Terhadap Hukum Pidana”, Politik Hukum adalah Usaha untuk
mewujudkan peraturan—peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi

pada suatu waktu.

Pengertian poliit

pengertian _y '/r’:(‘(

&
!u! N [ ﬁ ﬁ 'oj ¢z A 0/ ‘hendak dipakai untuk
grotelymala |

L]
mencapai s dalam masyarakat dan

—/2
menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang

muncul dalam studi politik hukum, yaitu:'?°

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.

119 1bid, him. 28
120 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa,
2014, him. 2

95



2. Cara — cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa
dipakai mencapai tujuan tersebut.

3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara —cara bagimana
perubahan itu sebaiknya dilakukan.

4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa

membantu kita memutuskan.proses pemilihan tujuan serta cara—cara untuk

an das S enyels

yang dicitll “ﬁ! M ﬂ ﬁ- ﬁ H.l il M agenda yang ditekankan
dalam polit;,I m"uﬂgléfbm‘*’"ﬂ"

g

nasional ' 1 (Republik Indonesia)

1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak
2. Penyelenggar negara pembentuk kebijakan dasar tersebut
3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku.

4. Proses pembentukan hukum

121 A, Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, Op.Cit, him. 58
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5. Tujuan politik hukum nasional.

2. Dimensi Kajian Politik r"":'*-\‘&‘ n Perundang-Undangan

g yang melihat law as

lebih berkembang dan

ﬂ
ang kafian fersendir / J disebut politik hukum
ﬁ.!u‘"méf%' lengarati pada perlunya apa yang disebut

political gelding van het rechtatau dasar berlakunya hukum secara

politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis,
landasan sosiologis dan landasan filosofis.
b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum

sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan
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penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang

dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen'?? mengutarakan bahwa politik hukum mencoba
menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk
dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari

politik hukum (legal policy)..
S

il i
dimensi,'.l : o ﬂ?" Jédi alasan dasar dari

Sk UNISSULA / un tuicen atas af
iadakannya, suati"peraturan per Undang-ur edua, tujuan atau alasan
\ Mléﬂ;\bwb ’

i
yang muncul'dibalik-pemberiakuan-suatuperaturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum
memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan

122illiam Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika, 2011, him: 19
123 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, him. 9
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apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi
perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-
undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum
tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini
mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada

at.dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

um yang sekarang

sosial  (sociale
kan tata hukum dari
enjadi alat dalam tangan

emperhatikan kenyataan

sosial itu.** Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah

keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas

124 £, Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbitan Universitas, Cetakan
Kesembilan, Jakarta, 1966, him:74-75
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pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi

125

Logeman, = sebagai hukumyang berlaku di sini dan kini.

Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat
atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi

wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara

umum dapat dlkatakan bahwa politik hukum adalah ‘kebijakan’ yang diambil

/ \ 2 2a negara atau pejabat yang diberi

atau ‘ditempuh’ oleh:n

@
UNISSULA

Menu : ada dua Kkarakter produk hukum yaitu:

!
4. Corak dan K

—

pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam

proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh

125 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, Utomo, Bandung: CV. Utomo, 2006, him: 17
126 Jazim Hamidi,dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media,
2009, him: 232-241
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kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.
Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau
individu dalam masyarakat*?’. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua
komponen masyarakat (syarat formal); Kedua, produk hukum konservatif

adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan

partisipatif, yakni mengunda-ng sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat

melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.

Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat

sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama

127 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka
LP3ES Kerjasama UlI Pres, 1989, him: 19
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pemegang kekuasaan eksekutif.!?® Dilihat dari fungsinya maka hukum yang
berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang
secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang
dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi
dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat

positivis-instrumentalis. Artinya;. memuat materi yang lebih merefleksikan

DET ’/\ kbasaan atau memuat materi yang lebih

aku * 1k hal- /f -benar bersifat teknis.

chukuin yang heficeraidterl ordoks
\ Azl )i £RDleLuimala

pemerintah L

nberi peluang luas kepada

fengan berbagai peraturan

g

lanjutan yang berdasarkan v-isi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar

masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif

128 Mahfud MD, dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika, 2011, him: 30
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biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi

pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.!?

. Konfigurasi Dan Manfaat Kajian Politik Hukum

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum,

apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi

S

B. Tinjauan U rtambanga

P\ unISSULA

asarkan—Pasal—t-angka-(1)-Undang-Undang No. 4 tahun 2009

(UUPMB) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa
pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan,

125 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him.31
130 Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998, him:26
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pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca
tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan
menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam
tanah.’®! Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan
132

pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi,

dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa

yang mempengaruhi usaha pe-rtambangan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dalam sistem perpajakan.

b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.

131 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Penerbit Balai Pustaka, 1998, him. 890

132 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: Ull Press, 2004, him. 90

133 Jacky miner, Teori Pertambangan I, http://www.http./teori-pertambangan-i.html,
diakses pada tanggal 23 Maret 2021
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c. Keadaan ekonomi yang buruk.
d. Harga endapan atau logam yang buruk.
e. Keadaan politik yang tidak sta

2. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa

Inggris, yaitu mining / um pertambangan adalah hukum yang

mengatur tentang peng

miner =" pendaps \ kum pertambangan
1k Q. 3l any mengat snangan negara dalam

hukum antara

pengelolaan dan

sa ‘aﬂ ' ] -' il il '
' ds gn
I" UNISSULA | tidak tertulis. Huk
macam, yaifll Kaida ,E. ksl i lan tidak tertulis. Hukum
\.. A ;

TS e aKall Kaltan-Katcan hukum yang terdapat di

bedakan menjadi dua

dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurispudensi. Hukum

pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang

134 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali, 2014, him. 7
105



hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan

sifatnya local, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.*3®
3. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara

telah di tetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:a.

ng pada dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan
penambangan berorientasi kepada kepentigan Negara. Walaupun di

dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal

135 |bid, him. 9
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asing, tenaga asing, maupun perancanaan asing, tetapi kegiatan dan
hasilnya hanya untuk kepentigan nasional.
c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntanbilitas
Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam

melakukaan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta

masyarakat untuk unatuk menyusun kebijakan, pengelolaan,

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas
yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi,

lingkungan, dan sosial budaya dalam  keseluruhan  usaha
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pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan

kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. %

Asas-asas hukum pertambangn yang terdapat dalam UU No 11 Tahun
1967. Asas-asas itu meliputi asas manfaat, asas pengusahaan, asas

keselarasan, asas partisipatif, asas musyawarah dan mufakat.

a. Asas Manfa
""' o o A > -,

as, di mana di dalam pengusahaan

Indonesia dapat di

ap
UNISSULA
\ ety | leluinla

c. Asas Keselarasan
Asas keselarsan merupakan asas, di mana ketentuan undang-
undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide

dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia.

136 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia,
Jakarta, Rineka Cipta, 2012, him. 7-8.
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d. Asas Partisipatif
Asas partisipatif merupakan asas di mana pihak swasta maupun
perorangan di berikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang
terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.
e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas di mana

bela pihak.t3’

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi.

Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat

137 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali, 2014, him. 12
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Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan,
usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga
minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara
Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya

terpendam dan menggendap.di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun,

batu fosil. Indonesia banyak
an. Manfaat batu bara

pengganti kayu dan

%

penting. Timah jika

& an pelapis besi agar

- .u. ~mbz nah di gunakan sebagai
UNISSULA /gl ’

Jktis petmern oot FL'h. a rokok!

d. BijiBesi
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e.

h.

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari
biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan
dicetak sesuai dengan kebutuhan.

Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa

ekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi

dibilang sebagai cad
perhiasan den f\\ sangat tinggi. Bahkan harganya tidak
e

pernah mengg '"mi erus menanjak. Tidak

papjang karena memiliki

¥
u N w 33 u Lﬂ. pua yang pengolahannya
S iR leluinsla

L]
Intan _—

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal
sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain

digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

Nikel
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Nikel adalah logam yang penggunaanya banyak dicampur dengan besi
agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga
agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk

membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentafi pertambangan mineral dan batu bara,

.r"‘/ \
Sees tang pembagian golongan bahan
A 0

UN l ss ULA /4 |
\F‘r:ﬁ . aimar d digolongkan atas:

1) irlIIl-"l-l-"lI-.Ill- - ST AKTEH

2) Pertambangan mineral logam;
3) Pertambangan mineral bukan logam;

4) Pertambangan batuan.

138 gydrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2013, him. 7
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5. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem

pemerintahan sebelum berlakuaya:Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat
Z4
sentralistik, artinya:. . rusan yang berkaitan dengan

izin kuasa

. / entri, dalam hal ini
r un sejak berlakunya

dalam pemberian izin

UNISSUI—ﬂ
m’-‘*«!&"'@ﬂbl@wh/

pemerintah pusat-sesuai-teng u-‘-‘--r----r-----vr-' Begitu pula sama hingga

kabupaten/kota) dan

saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014.

139 H.Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Prasada, 2004, him. 49-50
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari
pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6,
7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan
Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah
provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan

pertambangan. *°Kewenangan

-»w{erintah pusat dalam  pengelolaan

pertambangan mlneral dant

Z\
ﬁ\.ﬂM

asal 6 meliputi:

_I'ik masyarakat, dan
< berada pada lintas
,..Lp & ‘., dari 12 mil dari garis

/
g. H-’ M! ﬁ: ﬁ U fnv iﬂn onflik masyarakat, dan
AS3 saha - pertamh okasi penambangannya

bera ih-LLlh, &LML@

atau wilayah laut lebih dari

12 ‘................. a]
h. Pemberian IUP, pemblnaan penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasaan usaha pertambangan operasi produksi yang
berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam
wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah;

N —

k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan
konservasi;
140 Ipid, him 50.
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Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan
masyarakat;

. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil
usaha pertambangan mineral dan batubara;

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah;

Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang
pertambangan;

Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi
dalam rangka mempereleh data dan informasi mineral dan batubara
sebagai bahan penyus "bh UP dan WPN;

Pengelolaan infc i, i

>
K

..-..J-..._....r"""'r daerah;
Pemberlan IUP, pemblnaan penyelesalan konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan pada lintas  wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
Pemberian 1UP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatanya
berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4
mil sampai dengan 12 mil,
Pemberian 1UP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan
pengwawasan usaha pertambanagan yang berdampak lingkungan
langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai
dengan 12 mil;
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Undang N"'_ ‘! 20 ﬁ - 'l. nerald

Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi

dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan barubara

sesuai dengan kewenangannya,

Pengelolaan informasi geologi, informs potensi sumber daya mineral

dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah

provinsi;

Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara

pada daerah/wilayah provinsi;

Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha

pertambangan di provinsi;

Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

usaha pertamban ,,.“‘:-n memperhatikan kelestarian lingkungan;

Pengoordln \\ pengawasan penggunaan bahan
Wil 1""& engan kewenanganya

\ Bupatllwallkota
galan dalam negri, serta

\\ amasi  lahan

provinsi dan

\ L¢|..,m

Mbatan neratiran . erundang-tndangan daerah;
Pemberlan IUP dan IPR, pemblnaan penyelesaian  konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi
yang kegiatannyaberada di wilayah kabupaten/kota  dan/atau
wilayah laut sampai dengan 4 mil;
Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitan, serta eksplorasi
dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan
batubara, serta informasi pertambangan pada  wilayah
kabupaten/kota;
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f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah
kabupaten/kota;

g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam
usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan
usaha pertambangan secara optimal;

i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan
penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Mentri dan
Gubernur;

J.  Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negri, serta

ekspor kepada Mentn an Gubernur

terhadap  reklamasi  lahan

ketentuan
erintah daerah

namun Ssemua

i
)

asih didominasi oleh

karya pada wilayah

@ =
m! M l 5 ﬁ H ’ ta ﬂ.\ l'ipatiNVaIikota dengan
SRllelyla

rkaitan dengan substansi

kontrak karya telah ditent-ukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti
pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak

karya sesuai dengan kebutuhan daerah.4

141 Ibid, hlm. 53
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6. Pertambangan llegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha
pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau
perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki

izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

ofménidasi, atau bentuk apapun yang diberikan

\_

Dengan demikian, izin, reke

kepada perse /

-

atau

tanpa izin

engatur tentang wilayah

pertambangan, yaitu:

a. Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga hal
yang di atur dalam Pasal 9 sampai dengan pasal 33, yaitu:

1) Penetapan wilayah pertambanga;

2) Penggolongan wilayah pertambangan; dan
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3) Kriteria yang di gunakan dalam penerapan wilayah
pertambangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan; Peraturan pemerintah merupakan ketentuan yang

secara khusus mengatur tentang wilayah pertambangan. Peraturan

Pemerintah terdlrl atas.enam bab dan 41 pasal. Ada tiga hal di atur

\»’ Nomor 22 Tahun 2010 tentang

terlebih dahulu mendapat izir;“khusus dari menteri, gubernur, bupati/walikota
sesuai kewenangannya. Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baatubara.

142 3alim, Hukum pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014,
him. 78
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Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral
dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.***Wilayah pertambangan,
meliputi tanah, apakah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun
atau berada di wilayah laut atau pantai.Ada dua ciri wilayah pertambangan,

yaitu:

' (n dan nyata tentang

umber .*"’* gologi ini di tuangkan

HMISSULA

sebagar._bagian. dari tata ruang nasional

merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat
menetapkan wilayah pertambangan, harus di lakukan dengan berdasarkan
data-data yang di peroleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu,

pemerintah dan pemerintah daerah di wajibkan untuk melakukan penyelidikan

143 |bid, hm. 80.
144 |bid, him. 81
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dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan
(pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009).1* Penyelidikan dan penelitian pertambangan

di lakukan oleh:

1. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
a. Lintas wilayah provinsi;

b. Laut dengan jarak ,ar.%“‘ﬂ‘?»: i 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

&
IS SULA
Aetllall £l leluzsala

A
Penyelidikan dan penelitian pertambangan di laksanakan secara

terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya. 48

145 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia,
Jakarta, Rineka Cipta, 2012, him.11.
146 Salim, Op.Cit, him. 80
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Penetapan wilayah pertambangan di lakukan oleh pemerintah setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan dilakukan

dengan cara:

a. Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab,

asan lingkungan,

ilayah pertambangan

W
\ UNISSULA
I\ Zeollell gl toluznala

e. WUPK; dan

f. WIUPK.

147 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia,
Jakarta, Rineka Cipta, 2012, him.1
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Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan. Ada dua kriteria suatu wilayah untuk dapat di

tetapkan sebagai wilayah pertambangan. Kedua kriteria itu, meliputi:

1. Adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa

batubara; dan/

diri atas Wilayah Usaha

ang “*‘J )y Wi ':55 !r' banga t (WPR), dan Wilayah

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah usaha pertambangan, adalah bagian dari Wilayah
Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,

dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya

148 Salim, Op.Cit, him. 81
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pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Pemerintah dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi
sesuaidengan ketentuan peraturan-perundangan. Untuk satu WUP
terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan

(WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

UNISSULA
ilayatl " Pert @g@*‘- »ug;L,,,;bulfﬂ. PR) adalah bagian dari

akukan kegiatan usaha

pertambangan rakyat. Kegitan pertambangan rakyat di laksankan
dalam suatu WPR. Pejabat yang berwenang menetapkan WPR adalah

bupati/walikota setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan

149 Gatot Supramono, Op.Cit, him. 13
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Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Adapun mengenai kriteria

untuk menetapkan WPR adalah sebagi berikut:

1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai
dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

2) Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan

kedalaman mua puluh lima) meter;

Endapan teras; ijir; dan endapan sungai purba;

a dapat-titakukah dengan cara menempelkan
pada pengumuman di kantor bupati /wali kota yang bersangkutan
yang mudah di ketahui melalui surat kabar atau elektronik.

Konsekuensi dengan melakukan pengumuman tersebut adalah
memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan

keberatan apabila ada yang merasa di rugikan. Keberatan tersebut
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dapat di pandang sebagai salah satu kontrol dari masyarakat yang
perlu mendapat perhatian. Apabila terdapat suatu wilayah atau tempat
kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan tetapi belum di
tetapkan sebagai WPR, maka diprioritaskan untuk di tetapkan

pemerintah sebagai WPR.

K kepentingan strategis nasional.

0{;\\\ n dengan usaha

tertentu  maupun untuk kohservasi tersebut berubah statusnya menjadi
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).'® Untuk dapat melakukan
perubahan status dari WPN menjadi WUPK di laksanakan dengan
mempertimbangkan hal-hal yang di tetapkan Pasal 28 Undang-undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu barasebagai berikut:

130 1hid
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1) Pemenuhan bahan baku imdustri dan energi dalam negeri;

2) Sumber devisa negara;

3) Kondisi wilayah di dasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5) Daya dukung lingkungan; dan/atau

Penggunaan teknologi tinggi-dan modal investasi yang besar.™*

ada sesuatu yang
N manusia.'®® Secara

etimolog
i

daya dapat Derartiimerujuk pada bebera :
aya dapa m*_l-i.gglé;pbwp

1) Kemampuai-u

dictionary istilah sumber

sebagail®:

U at-menangait sesuatu,
2) sumber persediaan, penunjang dan pembantu; dan

3) Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.

151 1hid, him. 15.

152 Mayhew, S dalam Maria S.W Sumardjono. et.al, Pengaturan Sumber Daya Alam Di
Indonesia-Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014,
him. 8

153 |bid, him. 8
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2.

Dengan demikian, pengertian sumber daya sangat luas, yang dapat
meliputi sumber daya alam, manusia, modal, buatan dan sebagainya. Sumber
daya alam dapat didefinisikan sebagai sumber daya atau faktor produksi yang
disediakan oleh alam, dan bukan merupakan buatan manusia. Berdasarkan
definisi tersebut, maka hukum sumber daya alam merupakan segenap

peraturan tentang pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam.

y

Jenis Sumber Daya Kk
- \SLAM ¢
TI0E «!.E‘: o ? 19 Al

dapat diperbarui adalah

B
UNISSULA //X
alam i MH!!—H’@E'&&ML@E&!L@. 0 d

terdapat sumber daya

apat diperbarui tetapi

erpengaruh cara manusia
mengelola alam dan lingkungannya, antara lain air, udara, hutan dan
kekayaan keanekaragaman hayati.

2) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non- renewable
resources), yaitu sumber daya alam yang akan habis dan tidak akan dapat

dipulihkan kembali. Sumber daya alam yang termasuk kategori sumber
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daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah biji mineral (batubara,

timah, nikel, aspal) serta bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi)

Berdasarkan kategori dalam keuangan negara, pemerintah di dalam
mengajukan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja

Negara (APBN), biasanya membagi jenis-jenis sumber daya alam secara

sektoral yaitu :

1) ot n, i1 tanaman pangan, peternakan,

. I,-"sumber kehidupan

ebih tinggi di dalam

capital, social capital,

| &
Ll UNESSULA

natural cap ﬂ‘:'uﬂ"y Ié_‘?@blﬁlaﬁﬂ@!@- al ' capital.’> Berdasarkan

pandangan }h1—mzka—smn‘o

merupakan sumber kehidupan.

erupakan natural capital dan

3. Konsep kepemilikan Sumberdaya Alam

154 Chambers dan Conway dalam Imam Koeswahyono, Sumber daya Alam dalam
Konstelasi Politik Nasional Dan Globalisasi Hukum, persoalan sistem pertanian berkelanjutan.
Diterbitkan dalam Hukum Yang Bergerak, Jakarta: Penerbit Yayasan obor Indonesia, 2009, him.
294,
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Konsep kepemilikan SDA di Indonesia secara konstitusional diatur
dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, pemaknaan Pasal 33 (3) UUD 1945 dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, “.bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah kolektif yang

dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi

G2 .
u N i sg u I-ﬁ. herikan mandat kepada

B

UK ﬁ'-ﬂ-lng{!f‘é,ﬁtv'jﬁum;,m dan tindakan pengurusan

gelolaan (beheersdaad) dan
pengawasan  (toezichthoudensdaad) untuk tujuan  sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25
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Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada

Paragraf [3.9], menyatakan bahwa:

“Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan
sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh Kkonstitusi
melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33
UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif
negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect),
perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan

sosial warga negara”;
[ eIy ©oim and Schla itu: %
! ger, yaitu:

e wilayah sumber daya
'ﬁ;’\ enikmati manfaat

agemen k menentukan aturan

UNISSULA
et/ goRl leluinela

d) sl -LN__________J menentukan siapa yang

boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak akses tersebut dialihkan
ke pihak lain.
e) Hak pengalihan (alienation rights): hak untuk menjual atau

menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut diatas.

155 Arif Satria, Pesisir dan Laut untuk Rakyat, Bogor: IPB Press, 2009, him. 3-4
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Berdasarkan pendapat Bromley*®, terdapat empat bentuk kepemilikan,
yaitu akses terbuka (open acces), negara (state property), swasta (private
property) dan masyarakat (communal property). Pertama, sumber daya akses
terbuka (open access), tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana,
siapa, dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, serta bagaimana

terjadinya persaingan bebas (free

,

an-aturan  pengelolaan

biasanya H FI-H M F Lﬁ: ﬁ !u’ s & uh anggota masyarakat
\\ Aezllwd/l @abwh

4. Paradigma dalam memandang SDA

Istilah paradigma berasal dari bahasa latin pradeigma yang berarti

pola.® Paradigma merupakan perangkat asumsi dan kerangka umum atau

156 |bid, hlm. 5-6
157 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, Hukum Pelayanan Publik-Berbasis Partisipasi
dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang. 2012, him. 2
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menunjuk pada cara pandang atau kerangka berfikir yang berdasarkan fakta
atau gejala di interpretasi dan di pahami. Kuhn mendefinisikan paradigma
sebagai “universally recognized scientific achievement that for a time provide

model problems and solutions to a community of practitioners.”**

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh

paradigma yang menilai daya alam sebagai sumber pendapatan

G
UNISSULA
*“‘M@Pbléwﬂh

Islam, manusia harus
. i
pandal mema' ‘,f‘ Id_dicaltll_ Setara Ol

imal tetapi tidak berlebih-

lebihan dan melampaui batas. Jika ada eksploitasi yang sangat besar terhadap
sumber daya alam, maka yang diperhitungkan adalah efisiensi dan jaminan

tidak menjadi rusak karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Sebagaimana

158 Bernard Arief Sidharta, 2013. llmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogjakarta,
him. 71
159 Arifin Salatang et.al dalam Abrar Saleng. Op.cit, him. 2
160 1hid, him. 2
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larangan dalam Islam terhadap manusia untuk melakukan kerusakan diatas
muka bumi, sebagaimana ketentuan Q.S. Al A’raf : 46 yaitu “Dan janganlah
kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan
berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” Ada fenomena

menarik yang disebut par bagai “kutukan sumber daya alam”. Negara-

negara Yyang berkelim mber daya alam, performa

menjadi penghambat

daripada I"Hﬁ “EJ akan'~ Lpempeaglned |\ yang  stabil  dan
\\ AetllallIgoolloluinala

Ners!

yang masih tertuju pada

pertumbuhan ekonomi dan beningkatan kesempatan kerja akan senantiasa
mengeksploitasi sumber daya alam sebagai faktor produksi yang diperlukan.
Orientasi ekonomi pada komoditas (barang) sumber daya alam ini, dalam

kondisi lemahnya institusi publik yang mengaturnya, maka akan mengabaikan

161 Macartan Humpreys et.al, Escaping The Resource Curse. Columbia University Press.
New York, 2007, him: 1
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fungsi sumber daya alam yang memproduksi jasa (life support system) seperti

air, sungai, danau, resapan air dll.?
5. Konsep Distribusi Sumber Daya Alam

Menurut Satjipto Rahardjo. hukum pengatur sumber daya dalam

masyarakat didasarkan pada dua pola pembagian. Pola pertama didasarkan

' gga bagaimana orang bisa masuk ke

LA
\ =1i r{f ). ng kuat dengan

hkan mereka yang

M sposisi dari masing-masing orang

“ W i g?g “ ma & asing-masing dan yang
/i

didasarkan 'na rﬂf.UaH.U!@f;’{:ﬁLf{lmj%ﬂ{.o} akan oleh masyarakat

sendiri. Ma;baraka‘t—mnb : : an-pedoman kepada anggotanya

tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu

dilaksanakan. Pedoman-pedoman ini bisa berupa larangan maupun keharusan.

162 Harijadi Kartodiharjo dkk, Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Jakarta: Yayasan KEHATI, 2005, him. 67 dan 72.

163 Satjipto Rahardjo, 1991. llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 160

164 Von Scihmt dalam Otong Rosadi, 2012, Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan
Sosial. Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum. Penerbit Thafa Media. him.36
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Apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya,
maka pedoman itu memberi tahu bagaimana masing-masing anggota
masyarakat itu berhubungan satu sama lain, dalam rangka memperoleh
sumber-sumber daya tersebut.’®® Pemerintah-pemerintah daerah jelas
memiliki hak memperoleh pendapatan sebagai kompensasi atas biaya sosial,

lingkungan, dan prasarana eksploitasi sumber daya alam.®® Pemerintah-

UNISSULA
”‘@*’-‘bwh/

'I||l|l|-l|l|l|r-vr|l () Sumber utamanaya adalah

berlaku dalam' \ ara yang dicita-citakan.6®

Hukum Islam aq

wahyu Allah, sehingga mempunyai konskuensi atau pertanggungjawaban di

akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung

165 Satjipto Rahardjo. Op.Cit. him. 162
166 Michael L. Ross dalam Macartan Humpreys. Op.cit, him. 290
167http:/fwww.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=183, diakses pada tamggal 23
Maret 2021
168 |mam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasra Politik Hukum, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 58.
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berasal dari wahyu (syari‘ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para
mujtahidin (figh), yang kedua inilah yang lebih banyak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Politik Hukum Islam adalah upaya
kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup

dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan

(Pluralitas), dan dalam proberlakuan harus memperhatikan pula atau

berorientasi kepada aa:ﬁa/ﬁ\m atau nasional (Ingtegritas), artinya

terlayaninya ala ah an [ ta menimbulkan goncangan dan

keresahan, tae )aksa dantet: 1 i-nilai esensial yang
%

\ - - i
mengandu j i i U (yang netral dari

keyakinan ag gandung cife ‘flalam bidang hukum

- v
yang sangat a wwigsuLh
' Eﬂjfl‘dﬁ!ﬁ” é@b“u—. ‘Lm kum nasional Indonesia

masa lalu,dan masa friendatang & UKL f-ada dalam hukum nasional

Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai

189 Ichtiyanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam
Juhaya S.Praja, Hukumlslam di Indonesia Perkembangan dan Pembenmtukan, Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1991, him. 97
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lapangan kehidupan hukum dan praktek.!’® Teori ini menerangkan tentang

adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

1. ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.

2. ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan
kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai

hukum nasional.

ada dalam hukum nasigng ttnormahukum Islam (agama) berfungsi

“ N iﬁi u Lﬁ. /: wa orang Islam, kalau
telah menefimalsias ne,.‘u ;gﬁQlL,, ,._uw, ma autoritashukum Islam
terhadap dirifya.-Secara ologis-orahg-ofahgyang sudah beragama Islam
menerima autoritas hukum Islam, taat kepadahukum Islam. Tingkatan
ketaatan tiap manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada
Allah. Ada yang tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang

hanya dalam beberapa bidang hukum. Hal ini sebagaimana pernyataan Gibb,

170 1bid., him 101
71 1bid., him. 137.
138



adalah lebih sesuaimendekati tujuan kita dengan memahamkaninteraksi antar
hukum Islam dengan masyarakat Muslim.

Tiap-tiap sistem hukum terlebih dahulu menggambarkan kemungkinan
bahwa orang-orang kepada siapa ia akan diperlakukan akan suka

membenarkan kekuasaannya dan mengakui mengikat atas mereka, dan

!
. A ’
u NES SULA /(1slam) sudahberusaha
SUis2 .-L.r..ﬂéwﬂb"mwm sedemikian lama untuk

aft-hengemo af-furtsciksHiukum Islam dikalangan umat

Islam. Dalam usahanya ini mereka memperoleh hasil yang amat besar,

walaupun masih ada kelompok-kelompok umat Islam yang berpegang pada

172 H AR. Gibb, Modern Trends In Islam. (Chicago: The University of Chocago, 1972),
him. 88
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adat mereka tetapidilihat dari capaiannya adalah telah berhasil,yaitu menjadi
instrumen untuk menguatkan dan mempersatukan etika sosial Islam.1’®
Hukum Islam adalah alat yang ampuh untuk mempersatukan etika

sosial Islam. Or-ang Islam secara internasional bersatu dalamnilai-nilai

hukum Islam. Namun di kalangan umatislam dikenal pula keaneka ragaman

i
c rakat Islam ada

i
arena hukum Islam

W ff
Alls - RastuiNva e ) kalau mereka telah
UNISSULA
| Tﬁ!»!.-gy ! f#}ﬁtmq*ﬂllﬁu, maautoritas hukum Islam

terhadap diririya. Ba i arm;-hukum-Istai-adalah kehendak dantatanan
Allah dan tradisi Rasul.'’* Inilah perbedaannya dengan hukum Romawi dan
hukum modern pada umumnya,hukum bukanlah hasil karya yang gradual

dari manusia, hukum Islam adalah ketentuanagama.'”

173 1bid., hlm 88-89.
174 Tchtiyanto, “Pengembangan Teori...”, him. 116.
175 H. A.R. Gibb, Modern Trends..., him. 8
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Receptio in complexu

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den
Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh
hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam
pelaaksanaannya terdapat penyimpanganpenyimpangan. van den Berg adalah

ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan

masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini berpangkal dari keinginan Snouck

Hurgronye agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat

memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang

176 chtiyanto, “Pengembangan Teori...”, hlm. 118
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agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban
Barat.!”’
Receptie exit

Mengenai ide-ide pemberlakuan hukum Islam, lebih lanjut dapat
dipahami dari pandangan dan analisisnya Hazairin yang menegaskan agar
d_

hukum Islam itu berlakia, tidak berdasar pada hukum adat.

Berlakunya hukum Islan Ng..Indonesia supaya disandarkan pada

sendiri. Oleh karena itu, Theory

j‘h |
% Y
2 /i

lan azairin mengatakan

iblis yang harus exit,

g yang secara

“Nﬁgiui_ﬂ Na Piagam Jakarta itu
D135 4 !iﬂ.?!,;pi‘::v“x At rangkaian kesatuan dengan

pernyataan (constatering) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan
sebenarnya terjadi. Yang menghapuskan theory Receptie itu menurut
Hazairin, yaitu kalimat yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ke-wajiban tersebut

77 1bid, hlm. 118
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telah ditegaskan kembali melalui Tap MPRS No. Il Tahun 1960, tanggal 3
Desember 1960, yang menyuruh mengatur syari’at Islam itu dengan undang-
undang, dengan syarat hidup kekeluargaan menurut sistem parental. Dengan

demikian terlihat dengan jelas bahwa theory Receptie tidak berlaku lagi.'"®

- )
HNHSSUI—‘& dari tiga bahan baku

D Fﬁ’-’--&:‘;”@gg@.ém@b erfungsi maksimal maka

P

proses pembentukannya
menghindar dari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme artinya
mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam
yang sesuai denga kepribadian bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia.

Dan ketika mengarah pada satu bentuk bernama “hukum nasional”, maka di

178 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta: Tintamas, 1974, him 6-7.
175 Sayuti Thalib,Receptio a Contrario, Jakarta:Bina Aksara, 1982, him. 65-67
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dalam proses itu pada hakekatnya kompetisi antar ketiganya (hukum Islam,
hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif,
bukan dalam pengertian negatif.’®® Selanjutnya dalam rangka menuju
positivisasi hukum perlu diperhatikan adanya kaedah-kaedah penuntun
nasional®, yaitu: pertama hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau

keutuhan bangsa dan karenya-tidak boleh ada hukum yang diskriminatif

} @sarkan hikah
w aspirasi rakyat
1 D
=

U

f
sedural fair. Dan
an dengan falsafah

| terciptanya keadilan

sosial ylll' ) u N l E?g u i “ J.-’F(Si khusus oleh negara

terhadap Ka{ofhpok masyarzkaanel fernah agar tidak dibiarkan bersaing
|

secara bebas-biapt-tidak-pe etimbang-defgan sekelompok kecil bagian

masyarakat yang kuat. Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat

komunitas yang ikatan primordialnya beragam) yang didasarkan ajaran

180 A, Qodri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,
Jakarta,: Teraju PT. Mizan Publika, 2004, him. 12.

181 Moh. Mahfud MD, ‘Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia’ dalam
Syamsul Anwar, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara ldealitas dan Realitas.
(Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kaliajga, 2008), him. 72.
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agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnbya
hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang berperadaban.
Melaului kaedah-kaedah di atas lahirlah sistem hukum nasional atau sistem
hukum Pancasila yang bercirikan Prismatik (bahwa sistem hukum itu

merupakan perpaduan antara dua sistem yang bertentangan tetapi dapat di

ambil segi-segi positifnya).'®?

o

W
UNISSULA
e/l 50l oLyl

182 Secara metodologis dapat dibandingkan dengan teori Istinsan dalam hukum Islam
yang salah satu rumusannya adalah hukum itu dibangan atau dibentuk atas dasar nilai kebaikan
(daruri) yang ada pada saat itu, contoh konkrit Nabi Muhammad SAW., membolehkan jual beli
dengan pesanan bagi masyarakat yang menjadi kebiasaan pendujduk Madinah, demikian juga
Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mu‘minin tidak melaksanakan hukuman potong tangan
kepada seorang pencuri
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BAB 111

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PADA

SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA BELUM BERKEADILAN

Politik Hukum Nasional

Setiap negara memili .e~ ik hukum yang berbeda dengan politik

UNISSULA o ditetasican oleh
1 elan ditetapkan olen para
@ﬁbialq.ml,n P P

Politik hukum nasional pertama kali resmi dibuat oleh para pendiri
bangsa Indonesia yaitu pancasila yang merupakan cermin keanekaragaman
budaya dan adat istiadat bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik
Indonesia. Pancasila merupakan asas yang menjadi pedoman dan pemandu dalam
pembentukan UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Pancasila

merupakan norma fundamental yang membangun norma-norma  hukum
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dibawahnya secara berjenjang, sehingga norma hukum yang ada dibawahnya
tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pancasila juga
menjadi cita hukum (rechtsidee) dalam kehidupan bangsa Indonesia.*8®

Politik hukum nasional merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh
pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional, sebagaimana yang

politik hukum merupakan legal policy untuk

dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa

}éum letak politik

hukum d.é_ 3 ruh| pembentukan

“ APk sﬂg U t A ¢ana putusan  hukum
aktp—aspek—evatuasi yang dapat mengkritisi
setiap produk hukum yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah, dengan

demikian dapat penulis simpulkan bahwa wilayah telaah politik hukum

mencakup proses penggalian aspirasi yang ada dari masyarakat oleh para

183 A, Hamid At-Tamimi, Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia,
Makalah disampaikan pada Jakarta: BP7 Pusat, 1993, him. 77.
184 M Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, him. 2
185 M Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, him. 13
147



penyelenggara negara yang berwenang, kemudian aspirasi tersebut menjadi
bahan dan wacana yang akan diperdebatkan dan dikontestasikan oleh para
penyelenggara negara yang berwenang dalam rumusan rancangan peraturan
perundang-undangan. Dalam penentuan rumusan rancangan perundang-
undangan hingga berhasil ditetapkan menjadi undang-undang atau hukum positif,

banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses politik hukum

’/\ lah ditetapkan dan dilaksanakan.

dah terakomodasi dalam
perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu
aturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh
masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis dan

yuridis. Keabsahan sosiologis (seziologisce geltung) diartikan sebagai

186 Novri Susan, Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik
di Indonesia, Yogyakarta: KoPi, 2012, him. 4.
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penerimaan hukum oleh masyarakat artinya bukan hanya ditentukan oleh
paksaan negara.

Keabsahan filosofis (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum
tersebut mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi
rechtsidee. Sedangkan keabsahan secara yuridis (juritische geltung) dijelaskan

sebagai kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang

i
-
v d

* éj dalampolitik huk
. HNE&%“L“ atan dalampolitik hukum
merupakan  konsekt Ha_??&ﬁb“ yarakat | mal JIlfuk Indonesia  dalam

merumuskan kebijakafi-pui vadah regulasi.

Jika konsep tersebut sah dilegalkan oleh pemangku kebijakan maka ia
menjadi hukum yang akan merealisasikan tujuan negara. Keabsahan yuridis
dalam suatu produk hukum dapat dijelaskan sebagai kesesuaian materi hukum

dengan hukum yang ada di atasnya. Urgensi memahami hierark hukum sangat

187 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta:
Gunung Agung, 2002, him. 114-115
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besar agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu perlu dikaji pula hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum yang lebih rendah haruslah berdasar,
bersumber dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat
bertentangan pada hukum yang lebih rendah ini mengakibatkan batalnya daya

laku hukum tersebut.’® Pasal 7.ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang

u N ' gﬂg. u iL ﬂ AfP MPR) tidak berlaku

ol F{d}ﬁ“aﬂ.!gﬂé@hﬁgw.mk_g 5, kekuasaan MPR dalam

bidang perundang-tificia padia-hengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar 1945. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah bersama
presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga eksekutif menjadi

lembaga pembentuk undang-undang. Sebagaimana termaktub dalam pasal 20

UUD 1945 presiden dan DPR bekerja sama dalam mengesahkan rancangan

188 Ljli Rasjidi dan I1.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1993, him. 81-82
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undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.’®® UU No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal telah disetujui dan disahkan oleh presiden

bersama DPR menjadi undang-undang.

Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat

: ﬁg' enjadi salah satu
>
Eiap) semua kekayaan
=

oleh seluruh rakyat

am yang tidak dapat

bahan ge ;u';... ang batuba 2bila terus di eksploitasi
UNISSULA
secara besar-besa 'ﬁﬂ'-!-ﬂ?'@ﬁb&hﬂch

Pengelolk umber-daya-alam-tidak-terlepas dari adanya pengaruh dari
politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahkebijakan hukum
yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya
lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah

kelola dalam rangka pembangunan. Kata politik mengandung arti beleid atau

185 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta:Sekretariat
Jendral MPR RI, 2008, him. 67

151



kebijakan atau policy.'®® Pengertian politik hukum diartikan sebagai, rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.®!
Politik hukum diartikan juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan

badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang

an digunakan untuk mengekpresikan apa yang

dikehendaki, yang diperkirakan ak

air, dan kekayaan alam
!

dalamnya m?.s. olennet lan dipergunakan untuk
\ UNISSULA
v '&:’IJ@?!&-"‘L}ML@

|
Konsepsi “dikuasat—olet

aknai sebagai “dimiliki oleh
negara”, yaitu kepemilikan dalam arti yang luas, kepemilikan dalam pengertian
hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian
kepemilikan perdata (private ownership). Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang

190 Wojowasito, kamus umum belanda Indonesia,Jakarta, iktiar baru van hoeve, 1997.
11 Imam Syaukani dan Ahsih Thohari, Dasar dasar politik hukum, rajawali,
Jakarta,2012, hal. 22
192 Sydarto, Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, sinar baru, bandung,1983,hal
20.
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terkandung dalam perut bumi dan air tidak hanya dipahami dalam pengertian
penguasaan melalui kontrol dan fungsi regulasi semata. Dengan dikuasai oleh
Negara, maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seluruhnya adalah
untuk kepentingan seluruh rakyat.®® Hal tersebut memberikan kewenangan bahwa
penguasaan sumber daya alam di Indonesia oleh Negara diselenggarakan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting

dalam memenuhi hajat hidup c karena itu pengelolaannya harus
< .\.H

tambah secara nyata bagi

(1) untuk mendukung pembangunan ekonomi dan (2) untuk meningkatkan

kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan Sumber Daya Alam

193 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), Hal.
281

194 pasal 2 Undang-Undang Nomor4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.
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dan Lingkungan Hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan
dalam tiga prioritas, yaitu (1) peningkatan ketahanan pangan, dan revitalisasi
pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan ketahanan dan kemandirian
energi; dan (3) peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan.

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan

kualitas dan kelestarian lingkungan-hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu

U N H S-&.“i‘- u Lﬂ s bidang pengelolaan

pengusahaan 'ssl ﬂ*‘ﬂarw?!wﬁL na padat modal karena
mengakibatkan semakin
ketergantungan. Kedaulatan sumber daya menjadi terancam menjadi tidak
berdaulat karena kepemilikan asing korporasi dalam mengelola sumber daya
alam.

Sementara Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa: “ketentuan lebih lanjut

diatur dengan undang-undang”. Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945,
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terdapat hal-hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan antara lain
kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas
dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dipergunakan bagi
kesejahteraan rakyat. Kemudian pemanfaatan sumber daya alammerupakan

tanggung jawab negara, di mana n ak menguasai negara, negara membuat

fuksi ak m?.u. oleh pa guasa dan rakyat hanya
UNISSULA /|
ﬁﬁ?l-l.tg;y! Wulm;&u an sumber daya alam dan

banyak dirugikan dan menjadi lebih miskin, bukan karena tidak terampil dan
tidak tahu cara mengelola sumber daya hutan tersebut, akan tetapi dikarenakan
lemah dan tidak berkuasa dalam konstelasi politik lokal dan nasional.

Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- undang Nomor 4
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Tahun 2009 tentang Minerba, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (UU P3H) mendasarkan konsep
hak menguasai negara yang merupakan wujud kekuasaan negara mengambil alih
kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alamnya. Pemegang hak

menguasai dalam praktiknya telah

H N l ﬂ-s ” Lﬁ li Indonesia. Dalam hal
2 ?ﬁ‘:ﬂu-@,&” @;?twm asional Indonesia harus
: :

r—=

mengandung Ci

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;

195 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum: Sebuah
Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai
Landasan Pengembangan IImu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
Hal. 212.
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2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan
keyakinan keagamaan;

3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;

4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas

kewajaran (redelijkheid), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;

5. Aturan procedural yang in transparansi, yang memungkinkan kajian

rasional terhadap proses-pe
Lu;'/-. ,‘.'

. > |
\ Henid atangeme gka [egis yang harus

ditempuH

“ N i s-g u i ﬁ dan pengakuan hak-hak

masyarakat |0k ?1:3?1-!1-@.!:!'@&1‘:’;?@@;@@ Ikan melalui pembentukan
Perda)-dan-menghidupkan kembali hukum
adat, termasuk hak ulayat yang selama ini terabaikan dan tidak mendapat
pengakuan secara proporsional dalam sistem hukum nasional.

Berlakunya hukum adat atau hukum daerah dalam bentuk perda,
memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat

di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah lama
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diinginkan. Pengakuan dan pemberlakukan hukum adat dan aturan daerah
sebagai bagian dalam sistem hukum nasional akan dapat mencairkan persoalan
hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu
kecerahan baru bagi tegaknya Negara hukum dan supremasi hukum.®® Dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang mampu membentuk hukum yang baik,

yang menghargai, dan meng a mengakomodasi akses, kepentingan, hak-

hak, dan kearifan masyarak

o -
/\ A )ukum otonomi daerah dengan

i arus be n;?r.. fai ai terkait dengan tujuan
\ UNISSULA

i - [ 3 . .
negara dalam 'm ﬂm...'-el.-g;gl @\WIJMML.& ./ Demikian pula perilaku

|
korporasi didalari— 0 ber—daya—atdm bukan hanya bertujuan

196 Fathullah, “Otonomi Daerah Dan Penguatan Hukum Masyarakat”, Kompas, Senin, 3
Juli 2000

1971 Nyoman Nurjaya, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis
Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum, Makalah disampaikan dalam seminar
nasional tentang Eksistensi Hukum Adat Dan Politik Hukum Di Indonesia. Pusat
Pengembangan Hukum Lingkungan Dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya. Malang, 26 Juli 2004
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untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi atau korporasi para pemilik modal
saja akan tetapi seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan, akan tetapi
pada kenyataannya banyak terjadi pelaku tindak pidana perusakan hutan dan
lingkungan yang melakukan kegiatan usaha salah satunya pertambangan dengan
mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dilakukan oleh

korporasi.

dimiliki negara maka apabila-negar: menguasai pemanfaatan sumber

daya a|a|;n, rp!«sl al as lar naupun investor asing
P

o
QF ,
l?!q-.l Qg ©donesiz : JJeﬁapat keuntungan
- —3
>

aspek pe ln.-uu: an fanjutan lingkungan dan
\ GNISSULA
Ak Tﬂl-ln_ﬁy ’ @sﬁbhfwh batubara sebagai bahan

efbaharut-akaft habis apabila pengelolaan

dan pemanfaatannya dieksploitasi secara besar-besaran.

Politik hukum sumber daya alam pertambangan batubara
Pengelolaan pertambangan saat ini tidak terlepas dari sejarah pengelolaan
pertambangan di masa lalu, yang dimulai sejak sebelum kemerdekaan.Sejarah

pengusahaan pertambangan sejak jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
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yang meletakkan dasar-dasar pengelolaan pertambangan di
Indonesia.Pengelolaan pertambangan di Indonesia telah mengalami perjalanan
sejarah yang cukup panjang sejak era Pemerintahan Hindia Belanda hingga saat
ini. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dikenal adanya “konsesi” sebagai
bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan

kegiatan penambangan. Dasar hukum pengelolaan pertambangan saat itu adalah

dn. mroduk Pemerintah Hindia Belanda,

u H i S"S “ LA che Mijn Wet 1899 pada

A0 Hindia Bel léﬂbwhﬁ pengelolaan pertambangan

Hgga saat ini terhadap bentuk

konsesi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia.Kemudian adanya kontrak 5A
yang memberikan peluang bagi investoruntuk ikut serta melaksanakan kegiatan

penambangan di Indonesia, juga menjadi cikal bakal adanya Kontrak Karya di

bidang Pertambangan. Sejarah pengusahaan pertambangan memberi warna pada
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pengelolaan pertambangan di Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan
sebagai sistem yang dipakai hingga saat ini.

Tahun 1899 Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengundangkan
“Indische Mijn Wet 1899”, yaitu undang- undang pertambangan yang

diberlakukan di Hindia Belanda.Sedang peraturan pelaksanaannya baru terbit

3 dische Mijn Wet 1899,
:--.‘"-‘-":':"-':"--": 5A Indische Mijn Wet
1899, yang memberikan dasar hukum bagi penanaman modal asing di bidang
pertambangan. Jika pengusaha pertambangan bukan orang Belanda dan bukan
penduduk Hindia Belanda, maka pengusahaan pertambangan dilakukan dengan
KONTRAK bukan melalui KONSESI (Pasal ini dikenal dengan nama

KONTRAK 5A); Tahun 1918 dilakukan Amandemen Pasal 5A: bahwa
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perjanjian yang hanya menyangkut eksplorasi yang tidak perlu disahkan dengan
Undang-Undang. Pasal 5A merupakan pasal yang ditambahkan (pada tahun
1910) dalam Indische Mijnwet 1899, yang berbunyi:*%®

1. Het Gouvernement is bevoegd opsporingen en ontginningen te doen plaats

hebben, waar die niet in strijd komen met aan opsporders of

concessionarissen verleende ..rechten (Pemerintah berwenang untuk
/ﬁ\\s selama hal itu tidak bertentangan

r.»tJot het ondernemen
van ontgii ‘ ci a0 :(Untuk hal tersebut,
i metaku 3;; UiLA dan eksploitasi itu, atau
':i*"-iuﬂj“i_‘p‘ﬂ;;&g;gjm;p erusahaan yang memenuhi

persyaratan Sebagaimanatercantui—pada Pasal-4 Undang-undang ini, dan
dalam perjanjian itu mereka diwajibkan melaksanakan eksploitasi ataupun

penyelidikan yang dimaksud);

198 Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association), Pengantar
Pertambangan Indonesia. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992, hal. 46
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3. Zoodinige overeenkomsten worden niet geslotedan en dan nadat dartoe
telkenmale bij de wet machtiging is verleend (Perjanjian demikian itu tidak
akan dilaksanakan kecuali bila (hal tersebut) telah disahkan dengan undang-
undang).

Jadi ketentuan Pasal 5A Indische Mijnwet memberi wewenang ataupun

membuka kemungkinan bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan

i NS S A J.-’dla Belanda menempuh

kebijaksanaan 'y Eﬁl-Lm?!@u#_‘;-M#&m@ mbangan. Undang-undang

Awet-1899,-yang kemudian ditambah dan
diubah dalam tahun 1910 dan 1918 dan Mijnordonantie 1906. Peraturan
perundnag-undangan  tersebut mengatur  perizinan  perminyakan dan
pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata, dan beberapa bahan
galian penting lainnya.Bahkan bahan galian yang dianggap kurang penting,

seperti batu gamping, pasir dan lempung, perizinannya diatur oleh para penguasa
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di daerah sepertiResiden atau pejabat yang diberi kewenangan. Sampai Tahun
1938 terdapat 471 izin penambangan, dengan rincian: 268 konsesi bahan galian
yang tercantum dalam Indische Mijn Wet 1899; 148 konsesi yang tidak
tercantum dalam Indische Mijn Wet, 14 izin eksplorasi 5A; 34 izin eksplorasi
dan eksploitasi 5A; 2 izin penambangan oleh swasta yang bekerja sebagai

kontraktor Pemerintah dan 3 izin penambangan Badan Usaha Milik Pemerintah.

erupakan bentuk Izin yang memberi

Negara hanya menerima

.'*;_P

7,
ll ‘i’g' asil kotor usaha
" =

=
S
o -

3. Kewenangan lain yang dimiliki: membangun berbagai fasilitas penunjang di
wilayah konsesi.

Sedangkan kontrak 5A memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

199 Sutaryo Sigit, Perkembangan Pertambangan di Indonesia. Jakarta : Yayasan
Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia, 1994, hal.26
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Hak dan kewajiban untuk kegiatan eskplorasi dan eksploitasi ditentukan
dengan rinci dalam kontrak;

Pemerintah mendapatkan maksimum 20% dari keuntungan bersih;
Kewenangan sesuai yang dirinci dalam kontrak;

Kepemilikan dan pengusahaan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Hindia
Belanda (yang menurut Pemr_' ntah Hindia Belanda untuk tambang besar dan

vital);

Belanda, tetapi

an kontrak. Misal

Hindia Belanda

pengelolaan pertafmbangan—yang - dirutai—dengan—regulasi produk pemerintah

Indonesia sendiri. Pertama-tama dibentuknya Undang-undang Nomor 37 Tahun

1960 tentang Pertambangan, yang menutup masuknya investor asing ke

Indonesia sehingga drastis menurunkan angka kegiatan tambang di Indonesia.

Hal ini disebabkan investor dalam negeri boleh dibilang belum ada yang mampu

melaksanakan kegiatan pertambangan karena memerlukan biaya yang tinggi,
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teknologi yang tinggi serta risiko kerja yang tinggi pula.Hal ini membawa
dampak pada menurunnya pemasukan keuangan negara dan menimbulkan
ancaman yang cukup besar terhadap kestabilan perekonomian Pemerintahan saat
itu.

Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia 1945

memberikan dasar “konsep penguasaan oleh negara”® dalam pengelolaan

. adilan agar memperoleh
w /
manfaat sebes w w i SS “ iL ﬁ ara berkelanjutan. Di
samping itu, pe DA Ndﬂ Derts i__n,,g,;,g:,:_ﬂ_,lrg, nyesualkan diri dengan
perubahan i Datk—Yyahg—bersifat  nasional maupun

internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan

200 Kata Negara pada kalimat “dikuasai oleh Negara” merujuk pada pemerintah
Pusat sebagai penguasa yang dipilih oleh Rakyat secara periodik. Hal ini menurunkan
pengertian bahwa hak penguasaan (Authority Right) terhadap Sumber Daya Alam berada di
tangan Negara, sedangkan hak kepemilikian (Mineral Rigt) terhadap sumber daya alam
berada di tangan Rakyat. Selanjutnya hak pengelolaan (Mining Right) berada di tangan
Pemerintah dan hak pengusahaan (Economic Right) berada di tangan pelaku usaha.
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batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi
daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan
informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta
dan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, mineral dan batubara yang terkandung dalam

wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa,

/éral dan batubara

i
nasional dan

e A :
“\ N i SS u Lﬂ. sana, sehingga terdapat
| %l | 3 H_h| w1l "
. fl,.-w-aﬂf-.‘..fi'ijéebwl,@
-A€gara-hi-memberi-ciri bahwa negara Republik
Indonesia adalah suatu bentuk negara kesejahteraan, di mana tanggung jawab

pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.Konsekuensi

201 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
“Pertambangan Mineral dan Batubara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4 dan Tambahan Lembaran
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dari anutan tersebut, maka negaralah yang “menguasai” segala kegiatan yang
berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.Makna “penguasaan oleh negara” mengalami penyesuaian makna
seiring dengan perubahan dan tantangan di era globalisasi saat ini. Konsep
penguasaan oleh negara membawa pada berbagai bentuk “pengusahaan”

pertambangandi Indonesia. Bentuk. apa yang tepat untuk digunakan dalam

kewenan! : : ; Lo e, _
cvs i 1g,‘selama, penge sgara Republik

Indonesig WE ; Olaan amhangs galami perubahan-

U N i 3"5 U iL ﬁ. wenangan pengelolaan
‘;‘wu.é,gi@gbm;m ah Pusat (Menteri) yang

a.Dengan-berlangsungnya era reformasi
yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
“Pemerintah Daerah”, membalik sistem pengelolaan pertambangan, di mana
memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah terutama
Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Yang

kemudian paradigma desentralistis dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
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baru diakomodir pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
“Pertambangan Mineral dan Batubara”. Perubahan yang sangat drastis ini
membawa berbagai tantangan dalam implementasinya.

Terlenanya pengelolaan pertambangan selama Undang-undang Nomor 11
Tahun 1967 diberlakukan akhirnya membawa dampak yang dirasakan sangat

merugikan bangsa Indonesia. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat

|
embangan $'$ G A ﬁdang dengan materi
Eﬁl-l.-u}.}f k &Fb[‘hm;‘ j ai dengan perkembangan

‘alfaValalalm 1
uciart; o

samping itu, pembangunan
pertambangan harus menyesuaikan diri dengan peruhahan lingkungan strategis,
baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi
oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang
mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup,

perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta
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tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan
lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu
disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral
dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah- langkah
pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan

pertambangan mineral dan batubara

Kondisi keterp esia, akhirnya membawa bangsa
/ mbangunan jan sebagaimana

pacs o leik Indonesia yang
™

cukup signli"tl ' UNISSULA enggaraan  pemerintahan

dengan diber;' ¢ %ﬂ‘vl.e,yl i;jp,‘ “H&Lﬂh’,&ﬂ / Tahun 1999 tentang

am sistem penyelenggaraan
pengelolaan pertambangan di Indonesia. Sampai akhirnya disahkannya Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang
memberikan arahan-arahan kebijakan yang disesuaikan dengan paradigma

otonomi daerah sebagaimana dianut Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999.
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Pada era Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diberlakukan baik rezim
perizinan dalam bentuk “Kuasa Pertambangan” (KP) maupun rezim kontrak yang
diberikan terhadap bahan galian golongan a, golongan b, maupun golongan c
berdasarkan pertimbangan Menteri. Khusus untuk bahan galian golongan c
diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.Berbeda pada Undang-undang

an rezim kontrak dan hanya memberlakukan

Nomor 4 Tahun 2009, menghapus}

tantangan dalam

d ,‘;‘? k dengan mudah
N ‘5#' a saat ini masih

Yyljo

pemerintah K an dan Kota, memberi dampa emahnya pembinaan dan
\ UNISSULA /|

pengawasan ol¢ F&“!J-u}yﬂéﬁb&bmfﬁ@ iah Daerah. Dengan tidak

dianutnya asas-——dekon asi— pada—pemerintah’ Kabupaten dan Kota,
menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang merupakan
kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.Hal ini membawa dampak seolah-olah
tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat.Hal ini
tentunya merupakan tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan

pertambangan di Indonesia.Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai
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upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali
kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan. C and C (clear and clean) yang
diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan
sertifikat C and C, adalah salah satu upaya Pemerintah. Namun rupanya
kebijakan C and C tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan dalam

penerapannya.

“ @
UNIS f.i- ULA

henti.Yang kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang
melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah.

Satu hal yang juga sangat penting dalam pengelolaan pertambangan
adalah kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan tambang dikatakan

merupakan sektor penyumbang yang cukup besar terhadap terjadinya kerusakan
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lingkungan. Di berbagai wilayah muncul fenomena-fenomena kerusakan
lingkungan yang membawa akibat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Untuk itu pemerintah membuat kebijakan agar para pelaku usaha pertambangan
diwajibkan melakukan reklamasi dan juga pascatambang, dengan memberikan

jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jaminan tersebut dialokasikan

henai  rec r- . v dkukan kajian secara
UNiﬁSULﬁ :

I'n
komprehensif tentaiic I&Jflyﬂbhﬁ’mw esia yang dituangkan dalam

buku ini. Kaji A—dirasakai- sangat—penting—dalam rangka peningkatan
pemanfaatan sumber daya alam sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia 1945, yaitu untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Setelah merdeka
hampir 69 tahun, bangsa Indonesia masih belum merasakan manfaat yang cukup
signifikan dari kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Apalagi bila dilihat di era negara
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modern saat ini, di mana globalisasi telah melanda seluruh negara-negara di
dunia, termasuk Indonesia, di mana mau tidak mau harus mengikuti
perkembangan tersebut. Karena itu kebijakan- kebijakan dalam pengelolaan
pertambangan di era globalisasi saat ini, perlu dilakukan penyesuaian agar dapat
mengikuti perkembangan tersebut. Namun demikian, landasan konstitusional

sebagaimana dianut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia

f
/ yjtnya penuangan
f

‘undang-undang dan

masing- masing

kelembagaarlli- g tkemudrany - menja pe 1/ dalam pengelolaan
um_&iutn /
pertambangan d Tf-r#ll,dy I @wah

i
Adanya as-dekonsentrast yang-diterapkan-pada Pemerintah Kabupaten
dan Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.Yang ditafsirkan seolah-olah Pemerintah Kabupaten dan
Kota memiliki kewenangan penuh terhadap semua urusan pemerintahan (kecuali
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat) dan seolah-olah terlepas dari

kendali Pemerintah Pusat.Hal demikian menyebabkan euforianya pelaksanaan
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otonomi daerah, yang pada akhirnya menyebabkan kesemrawutan pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan di berbagai sektor, termasuk sektor
pertambangan.

Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan, ditafsirkan
bahwa sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, terutama pada

pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga kondisi ini menimbulkan berbagai

.."n.'-‘.q tindihnya antar lzin Usaha
n S

i
laan  pertambangan
kepada Merite : A engan kewenangannya,

O N b ﬁ‘-ﬂ u LA (i Indonesia.
?ﬁf‘umf! éﬁb-lwﬁb g “pertambangan mineral

tentu untuk berlakunya menunggu terbentuknya berbagai peraturan pemerintah
dan peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh
undang- undang minerba sendiri. Selama kurun waktu sekitar 4 (empat) tahun,
yaitu hingga oktober tahun 2014 sudah dibentuk beberapa peraturan pemerintah

dan peraturan Menteri, yaitu:
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. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

. PeraturanPemerintahNomor24Tahun2012tentangPerubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor-23:Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

embinaan dan

Jan Mineral dan

11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Usaha Jasa Pertambangan Minerba jo. Peraturan Menteri ESDN Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009;

12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri

ESDM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan
Pemerintahan dibidang ESDM kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi
tahun 2010/ 2011,
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13.Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di bidang ESDM bidang Penanaman Modal
kepada kepala BKPM;

14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan
harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Ketentuan

Ekspor Pajak Pertambangan;

22.Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penundaan Kewajiban
Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri;

23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bea Keluar
Bidang Pertambangan;

24. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyerahan Tugas-

tugas Dekonsentrasi kepada Gubernur;

177



25.Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tatacara
Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke
Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

26.Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tatacara
Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut
Tambang;

27.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M.IND/PER/3/2014 tentang

28. Peraturan M ahun 2014 tentang Pelaksanaan
Reklamasp- . ) saha Pertambangan Mineral

31. Peratura : - u: / DJB/2014 tentang

f
Sati I dan Batubara untuk
UNISSULA
mf.MUI@A; Lolwsmala dang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah, kembali regulasi di bidang

pertambangan mineral dan batubara perlu amandemen kembali. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan,
yang semula berada di tangan Kabupaten/Kota ditarik kembali kepada
Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (asas

dekonsentrasi). Dengan demikian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tenyang
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Pertambangan mineral dan Batubara, harus dan wajib menyesuaikan penarikan
kewenangan tersebut.

Penyesuaian penarikan kewenangan tersebut terjadi untuk kedua kalinya,
setelah terjadi pada era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menarik
kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah

angan yang sudah didesentralisasikan oleh

Kabupaten/Kota. Saat ini kewel

2 »’A . ditarik kembali kepada Pemerintah

mengamand ) ‘Y?‘/ang memakan waktu

hampir 10 UNiﬁv'SULA gan hukum di bidang

anll

pertambangan,'al 1g-Ramya f'é!@*"thﬂuﬁm]g_ﬂ: merintah Nomor 75 Tahun

i—pengetolaan pertambangan kepada
Pemerintaha Kabupaten/Kota. Kesemrawutan terjadi pada saat itu dengan
terbitnya IUP yang tidak terkendali dan tidak terawasi oleh Pemerintah, sehingga
banyak menimbulkan permasalahan hukum, yang akhirnya sulit untuk
mewujudkan tujuan Pasal 33 ayat (3), yaitu untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Tentunya kita berharap hal demikian tidak akan terjadi lagi.
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D. Politik Hukum Sumberdaya Hutan
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan harus dilakukan

dengan perencanaan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena

Ki total luas hutan
h tiga) Provinsi

f

¥
all 38 2yat i) IUTD ¥184585eh ana yang telah dibahas
- ; L] 1 L 1]
vt L'!Jf- Ié: At Ll A/, pemerintah, diberikan

\

il
kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, termasuk juga hutan dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus dapat mendukung

perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,

202 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Eksekutif Data Strategis
Kehutanan 2009, (Jakarta :Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2009), hal 4
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sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan tanpa mengabaikan

kelestarian keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya serta

pemanfaatan hutan tersebut harus dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi

kepada konservasi sumberdaya alam (natural resource oriented) untuk menjamin

, G2
UNISSULA
ek 2 u‘kl, r"; b'w sal 33 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang-Dasar—1945-teryata jauh—dari-—Harapan, karena telah terjadi

banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang ternyata persoalan selama

ini adalah persoalan kebijakan hukum beserta penegakan hukumnya itu sendiri.

Pengaturan hukum Sumber Daya Alam hutan

Peraturan perundang-undangan terkait sumber daya kehutanan antara lain :
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1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah
diberikan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, termasuk juga hutan dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya. itu, pemanfaatan sumber daya alam

gcara  berkesinambungan. Disatu sisi

&P
UNISSULA

: A."Jm.lfJ ! tlasan kebijakan dalam pengelolaan sumber
'-'-v-v-\v‘:":w:-'---m sumberdaya alam
yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil,
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Negara mengatur pengelolaan sumber

daya alam untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam TAP

MPR itu ditetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan dalam pengelolaan

182



sumber daya alam. Semua undang-undang dan peraturan pelaksana mengenai
pengolaan sumber daya alam tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR ini.
3. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)
Pengertian Tindak pidana bidang kehutanan menurut UU Kehutanan

adalah Suatu peristiwa yang.telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan

. me; aye kawasan hutan atau

ka' Lo epadarpukan kKaw i
C. mewh' u N H*”&' i‘ i“h &n hukum antara orang

/ [ . .
i filia g.fl@fbi' perbuatan-perbuatan hukum mengenai

isaanhiutan-oteh-Negara tetap-memperhatikan hak masyarakat

hukum adat,sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa salah

satu tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk meningkatkan

kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat

secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu
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menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat

perubahan eksternal.

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, pemerintah dapat mengatur
pemberian hak-hak atas hutan kepada subjek hukum, apakah perorangan atau

badan hukum.Disamping Undang- undang Kehutananini telah

menyebabkan ketidakpas 1 itara kawasan hutan dan pertambangan.

i
rh hukum terhadap
tengah berlangsung.
¥
ntah ke an menetapl n Pemerintah Pengganti
UNISSUILA %
'1 .;r:EM.@;,.y‘ &ﬂbw;& ang kemudian ditetapkan
menjadi Undang-Undang-Nomor -19-Tahun-2004-tentang kehutanan. Undang-

Undang yang hanya terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374) ditetapkan menjadi
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Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Undang-undang ini.

Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai
berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya

&3
. REMAS SRR A
N\ e/l gonileluimela |

\ —/2\
terhadap perusakan hutan yang terorganisasi maka berdasarkan hal tersebut

berantasan secara efektif

disusun dan diundangkanlah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU
P3H). Undang-undang P3H menawarkan beberapa pendekatan untuk
mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan
hutan. Bila didaya gunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab
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beberapa kekurangan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan
terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan
perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana

penggunaan perkebunan dan. pertambangan menjadi modus Yyang

\ ) )/
| D Untut menjalanka t but, kat
’\ UNISSULA PIER TSR

mempunyai k ‘&ﬁ*l-!..-_}f f &.“w’,_-lhmh it perizinan dalam rangka
memperoleh" Aformasi-terkait indikasi-tefjadinya perusakan hutan. Selain itu,
masyarakat dapat memberikan saran untuk mendukung proses penegakan
hukum.

Penegak hukum berkewajiban untuk melayani masyarakat dalam rangka
menjalankan hak masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum.

Untuk pencegahan, Undang-undang P3H mengamatkan pembentukan jejaring
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masyarakat untuk membantu melakukan pencegahaan perusakan hutan.
Jejaring ini penting untuk mendukung edukasi publik atas pentingnya
menjaga kelestarian hutan dan mendukung proses penegakan hukum.
Dukungan penegakan hukum tersebut dilakukan melalui peran jejaring untuk

membantu menemukan indikasi adanya kejahatan terkait perusakan hukun

ke erioe n!m‘ ogu! san hutan yang dilakukan
UNISSULA

secara terorga F-‘*El-f.-{iy : éﬁb%mh jiatan yang dilakukan oleh

kelompok tek truktur—terdiri—atas 2 (dua)—ofang’ atau lebih dan bertindak
bersama-sama pada waktu tertentu.

Ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 7, Undang-undang P3H telah
mewajibkan  kepada pemerintah dan pemerintah  daerah  sesuai

kewenangannya, untuk menetapkan kebijakan tentang sumber kayu alternatif,

untuk mengembangkan hutan produktif dan hutan lindung dalam rangka
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pencegahan perusakan hutan, dengan melibatkan masyarakat, badan hukum
atau koorporatif pemegang izin pemanfaatan hutan. Sedangkan dalam pasal 8
sampai dengan pasal 10 Undang-undang tersebut juga mewajibkan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, untuk melakukan
pemberantasan terhadap pelaku langsung atau tidak langsung maupun pihak

utan, dengan penindakan hukum, bahkan

terkait lainnya sebagai perusak

. u N i ﬁ'.'g u Lﬁ. f an penegakan hukum
sesuai denga ﬁ*’!--qui @FFL—’MML“’ 1g dengan pemberlakukan
ang harus didahulukan
dibandingkan dengan perkara lain.

Undang-undang P3H juga mengatur mengenai pemberatan 1/3 dari
ancaman sanksi pidana yang diterapkan bila melibatkan pejabat negara dalam

melakukan kejahatan perusakan hutan. Meskipun menawarkan beberapa

pendekatan baru yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang
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Kehutanan, Undang-undang P3H memiliki prasyarat agar dapat diterapkan
sesuai dengan tujuan pembentukan UU tersebut dan tidak adanya
penyalahgunaan kewenangan. Khusus untuk pejabat, yaitu orang yang
diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan
dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, dalam Pasal 105 disebutkan

bahwa setiap pejabat yang:

dan/atau izin

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau
dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas

sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan
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kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 18 dan Bab

kan 2 berupa perbuatan
2 1‘? \m si pidana dalam
1&' \f an atau Undang
Pemberantasan
A melawan hukum

kehutanan adalah »-\\\
i ..-. 1, . A o b A l..

yang m ‘u‘hr gja) rkT..'.-' ,.ff pengurus korporasi.
Melalui p:él ( “!‘-' “ ' s 5 !\. L A ada korporasi, perusahaan
B\ el £0llelusela /)
cll) T
! oy

uang paksa sampai pencabutan izin diharapkan dapat memaksa perusahaan

nksi paksaan pemerintah,

menghentikan aktivitas ilegalnya. Selain itu, perlindungan terhadap
masyarakat yang berperan aktif untuk mendukung penegakan hukum diakui
dalam Undang-undang P3H.

Perlindungan tersebut berbentuk perlindungan fisik maupun hukum.

Perlindungan hukum berupa perlindungan bagi informan dan pelapor untuk
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tidak dituntut baik perdata maupun pidana terkait dengan keterangan yang
diberikannya. Mekanisme ini mendukung proses penegakan hukum
khususnya untuk menghidari kriminalisasi terhadap pelapor dan informan.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda)

Sejak keluarnya Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda

tersebut memberik jan.yang lebih besar kepada pemerintah
.-"H -~ .

'\ Al a cenderung lebih dulu

melaksar;qll “w Nl 5;-5.1 U LA .énerimaan Asli Daerah

i .
(PAD) tanpe ﬁfﬁ!-!.%w&;ﬁbllg yannya ' dalam pelestarian ekosistem
i

kawasan hutar-dafi sumber-daya alam-hayati akibatnya eksploitasi
hutan cenderung tidak terkendali dan malah mengakibatkan tingginya angka
deforestasi dan degradasi kawasan hutan.

Melihat keadaan tersebut dalam Undang-undang Pemda Nomor 23

Tahun 2014 mengenai kewenangan di bidang kehutanan tersebut diperbaiki

lagi dimana urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan
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dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan Daerah
kabupaten/kota hanya berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya
kabupaten/kota saja dan di luar itu merupakan tanggung jawab pemerintah
pusat.

. Undang Undang Nomor32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan LlngkungaPPLINGKUNGAN HIDUP)
Pasal 97 sampai | .’//"\\ UPPLINGKUNGAN HIDUP telah

/‘gmiu 'idana dengan segala akibat
“ %Y
e seorangzh i

%

atau organisasi

tama ancaman

!
H\ N E g's u L ﬁ *nganggap Pasal 59 ayat
n.”.g_,.”u |@1° 5. Dan-m ],,L putusan ini, pasal tersebut

"pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah
B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus

dianggap telah memperoleh izin". Sehingga perusahaan pengolahan limbah
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B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan
alasan belum memiliki izin.

Kemudian Pasal 95 ayat 1, Mahkamah Konstitusi juga memutus bahwa
kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum

mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa “tindak pidana lingkungan

hidup” bertentangan de45 dan tidak mempunyai kekuatan

anjan maknai "termasuk tindak pidana lain

o Peraturan Kepiitus: RI, antara lain :
“Nuggutﬂ n K1, antara lain :

ﬁ:ﬂl-‘aﬂﬁwéﬁbﬂgwﬁ 1n' 2004, Jungto Nomor60, Tahun

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 2010 Tentang Penggunaan
kawasan hutan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27, Tahun 2012, Tentang Izin

Lingkungan.
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d. Pertaruran Pemerintah Nomor 60, Tahun 2012, Tentang Perubahan
Fungsi Hutan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha pertambangan minerba, jungto Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014.

7. Undang-Undang Nomo n 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) ;

kyatike - 3 ada para pemilik modal
UN&%SULJ& pro PP

||
saja (baik i Etor - 25) w’l@ﬂ* estik). ‘Misalnya kelahiran muncul

Undang- Undl?ing

Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan sebagaimana
telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo
Undang-undang 19 Tahun 2004 berkenaan dengan pengelolaan hutan banyak
yang bertentangan dengan kebijakan hak atas tanah sebagaimana yang telah

diatur di dalam UUPA. Ketentuan dalam Undang-Undang kehutanan tersebut,
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masih memunculkan suatu sifat kepemilikan hutan negara yang mirip dengan
Domein Verklaring pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu
penyebab utama kegagalan UUPA sebagai undang-undang payung (umbrella
act) ataupun sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan karena materi

muatan UUPA lebih dominan mengatur masalah pertanahan, sehingga

U H i &rl!g “ g ﬂ. | kesadaran perlunya
: *-f*‘?.’.-'..-!,:f | @"ﬂbmwﬂp buhan dan satwa yang

berguna bagi petestarian-alam. Pasal- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
atau disebut Undang-undang Konservasi Hayati menyebutkan bahwa yang
dimaksud sebagai sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam
yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam
hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara

keseluruhan membentuk ekosistem.prinsipnya mengatur 2 perlindungan yaitu:
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1) Perlindungan kawasan yang meliputi Kawasan Suaka Alam yang terdiri
dari:
a) Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.
b) Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata
Alam dan Taman Hutan Raya

2) Perlindungan jenis yang meliputi jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-

jenis yang tidak dili .-/

“r N * ﬂ% U i ﬁ ata alam). Sedangkan

kegiatan laif FE?M"!'H!;"_E}EL‘IEL#@L& arang termasuk kegiatan
ekosisterm-merupakan-fal yang sangat penting dalam
pengelolaan kawasan hutan konservasi. Dalam Undang Undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(UUP3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan

hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan.
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Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab
beberapa kekurangan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU P3H) mengatur mengenai

kejahatan terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya

// ) . 009 tentang perlindungan dan

engelolaan o|; apkar i belum mampu
PENgE {éﬂ p

nah q nbers 1Sakan hutan dan

y
-
=
E. Hukum Seb # A |2 1 Tﬁjuan Negara
!

Satjipto UNISSULA kum sebagai aktivitas

A

memilih dan ce T’l-*’“-@f'élonb'jﬂwhn Dai suatu tujuan sosial dan
hukum tertentu'-datam—masyarakat.= atjipto Rahardjo, terdapat
beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu:
(1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara
apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan

tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara

203 gatjipto Rahardjo, llmu Hukum, Cet. Ill, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, him.
352
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bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan
suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses
pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.2%
Padmo Wahjono dalam bukunya “Indonesia Negara Berdasarkan atas
Hukum” mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang

menentukan arah, bentuk ma i dari hukum yang akan dibentuk.?® Definisi

kapi dengan sebuah artikelnya

“ Hr ‘ g'&ri u L ﬁ donesia yang meliputi:

L nae » Bl Y
1 ﬁ}:‘!?Mng,k 'iﬂ’ﬁmeka» dan pembaruan terhadap

gar dapat

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi

lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

204 1bid, hlm 352-353
205 padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. Il, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986, him: 160
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Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah
mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.?® Politik Hukum dapat dijabarkan
sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa

hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak

dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang

kan diganti, hukum mana yang akan

yeng ade ?« dung tuju gara. Pencapaian tujuan
\\ UNISSULA
p ﬁﬁ!’l&djl@@bf@hﬁ‘- capalan tujuan negara. Sebagai
sarana tercapainyea afa, thakatujuai—Hakum harus tercapai terlebih
dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.
Berdasarkan penjabaran diatas sebagai Negara yang berdasarkan atas

hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machstaat) Indonesia

menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya

206 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja
Latihan Bantuan Hukum, Surabaya: LBH, September 1985.
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dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan
negara yang sudah di cita-citakan.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di

dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan Staatfundamentanorm

2)
3)

4)

| /
dari proses po 5 “rwix‘.:,“...w LA usan kebijakan publik.

Namun disamp Fiﬂl-‘-quléﬁﬁtdmgmﬂ@. gan politik, terdapat politik
ntuk menentukan hukum
yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan (inputs)
yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan
merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang
kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan

hukum.
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Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan
proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila
politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses
perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat
dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan
perundang-undangan yang bersifat-mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan

perundang-undangan yang.hetsi

 (fooh) ﬁ'ﬁ LA f; dapat digunakan oleh

'ﬁ:‘"um:'f!i;i}_,lbl_gmlm hukum nasional yang

dikehendaki;'“uan

2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa
Indonesia yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal

UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional

207 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali
Pers, 2010, him: 22
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Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional

didasarkan pada dua alasan yaitu :

1) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum
dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan
dari politik hukum di Indonesia.

2) Pembukaan dan Pasal-p45 mengandung nilai-nilai khas yang

mbangsa Indonesia yang diwariskan

E |

agaskan bahwa bumi,

sarkan Undang-

air, dan kek g te & - asai oleh negara dan

dipergunakar}-.H ‘J M F 5 ﬁ ! ! urz -ﬂt engingat mineral dan
£oilolelumala |/

dalam bumi merupakan

sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan
seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesarbesar bagi

kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Menurut Bagir Manan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan

dasar konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan
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alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan
atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Kedua kaidah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya,
keduanya merupakan satu-kesatuan yang sistematik. Jadi, hak menguasai negara
bersifat instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan (objectives). Untuk itu, negara

ontraktor pertambangan

@Pbm.mh %

umum adalah profit oriented, namun juga dibebani tanggung jawab community
development (tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan umum),
berdasarkan ketentuan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak

berkepentingan dengan adanya kepastian revenue/pemasukan dari bagian

208 Bagir Manan, Beberapa Catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak
dan Gas Bumi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1999, him. 1-2.
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pemerintah (government take) atas hasil dari produk pertambangan baik dari
pajak maupun royalti, deadrent (iuran tetap)/iuran produksi, maupun pajak dari
perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk
anggaran pendapatan belanja negara di pusat maupun pemasukan asli pemerintah
daerah sebagai tanggung jawab publik dan melaksanakan amanah untuk

menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

tugas v dalam ertambangan sebagai

“E-M N & n:ﬁ ﬁ %,! e J‘ﬁ <muran dan kesejahteraan
etllwl!| oAl leluinala

g

rakyat yang berke

|

Bukanlah suau hal yang mudah mengelola sumber daya alam Indonesia
yang berlimpah kandungan mineralnya dan dibungkus cantik oleh hijaunya

hutan. Butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatkan hasil hutan dan

209 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 107-108.

210 Marilang, ldeologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang
Tambang”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, Terakreditasi Nomor:
412/AU/P2MI-LIP1/04/2012, him. 277.
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pengolahan tambang. Dalam hal ini, tidak an sich kepentingan ekonomi kapitalis,
hutannya dijarah dan kandungan mineralnya dieksploitasi, karena yang dimiliki
Indonesia ini, sesungguhnya bukanlah milik kita sendiri, melainkan titipan anak

cucu kita generasi yang akan datang.

Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan

ndonesia tidak

>
«Q
oy
c
>
«Q
QD
>
>
o
[
©

2009 tent \\ UNISSULA | kiknya terjadi
entang .. ” neral dan Bat 'P'/ dalam praktiknya terjadi

ketidakjelasan ------=--=---=-=--r":"n----n------m----u-q. daerah melalui UU No.

/ aw dari UU No. 4 tahun

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekitar 70 persen kerusakan
lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Industri
ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang
bertentangan dengan kepentingannya, termasuk Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
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(PPLH).?!! Beberapa isu strategis dalam UU Pertambangan Mineral dan
Batubara adalah semacam bentuk kontrak karya untuk mengakomodasi

kepentingan investasi tambang dalam jumlah besar.

Kajian yang dilakukan oleh Arief Hidayat dan Adji Samekto menyatakan

perjalanan otonomi daerah dorongan-dorongan hitungan ekonomi lebih dominan

Jasa lingkungan sebagai barang milik

.'-

daripada dorongan untuk e-»—.' aka

publik, penanaman n a-- *. bangan daerah dianggap lebih

[ :
I grsama antara pemerlntah,
@F‘Dmg /

r'l
pemerintah dae —Cal—p “.,..,.,_..,_,.,.,.,,.,. an bahwa tidak ada lagi

monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan
usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan

kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah

211 jhat:http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan. L
ngkungan.akibat.Operasi. Tambang, diakses pada tanggal 23 Maret 2021

212 Arief Hidayat dan Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era
Otonomi Daerah, Cet. I, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, him.113.
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diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi
perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih

kebijakan antar sektor terkait.

Regulasi pertambangan saat ini dalam proses perubahannya, hendaknya

disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi, dan UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dalam konteks

,f‘ \\. ~
at @ ! hat begitu kental dalam regulasi

pertamba SaG ame 1 dae proviask mengambil alih kewenangan

perizinannya. Se

perwakilan ' pe Dibidang Ifkabupaten/kota tidak

memiliki kelll ' !u’ 'h! q 5 ﬁ E P fi= {ﬂt entuk perizinan, kecuali
et/ 2ol loluznda /

clll+

instrumen periz bidang perpajakan yang

'.
harus dikenakan oleh para mvestor tambang masih dipegang oleh

kabupaten/kota.

Usaha pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial,
serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi
masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri

penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan,
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pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan

hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi

monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan

usaha dan koperasi, term percfangan atau masyarakat lokal juga diberikan

kesempatan untuk meI <UKe apgan sesuai dengan izin yang telah

. "ﬁ""ﬂ . armbatan, seperti birokratisasi
¥ w2 Y |

buat peraturan daerah

terkait pertamb : i; :‘ UL?‘/ lalu, kini telah bergeser

menjadi desentr= ISASI-pi ﬂ-n-------"';""--------r--------r-- memberikan kewenangan

kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya guna berkontribusi bagi

pembangunan daerah.?**

213 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, him. 62
214 Lihat dua diantara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, yakni
Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh
208



Menurut penulis, kebijakan lingkungan dalam tataran nasional yang secara
konstitusional mengandung prinsip pembangunan berkelanjutan, ditambah
dengan kompleksitas penataan hukum lingkungan di dalam UU No. 32 tahun
2009 dan sejumlah UU sektoral bidang lingkungan hidup hendaknya

diterjemahkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, baik dinas

kehutanan, dinas pertambangan,

inas tata kota dan dinas pariwisata sebagai

kesatuan lingkungan " k..Semua aspek kegiatan perekonomian

di sejumlah -.: NV ¢ man yang utuh tentang fungsi
ian gar penataan gan. Secara substansi,

1)

gar jumlah pencemaran
® /I

jktmoa iup daera § gresif meletakkan faktor
| “wNI_#"i:é-ULA ;

manusia sebaga maﬂuagjf n@-@ﬂ_ﬂd&ﬂﬂuha agakan hukum lingkungan

i a—perangkat-daerah pemerintah kota atau

kabupaten yang menangani persoalan lingkungan hidup atau pranata hukum

bidang lingkungan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, khususnya

sektor kehutanan dan sektor perindustrian. Selain itu, pijakan ketentuan normatif

pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” ;
dan Pasal 9 ayat (2) selengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”
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tidak menjadi satu-satunya bahan kajian untuk menegakkan hukum lingkungan
melalui perizinan-perizinan, juga dilibatkan faktor budaya hukum masyarakat
sekitar dan hak-hak atas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat atau lokal

yang masih memegang erat nilai-nilai lokal atau kearifan lokal (local wisdom).

Dalam konteks hukum dalam kenyataan (law in action), semangat

L
engambil kebijakan| pembangin
pertumbuhan i\; m’MIM’Mh

\ —/2\
purposive dan aspek kekuatan dari hukum untuk mewujudkannya. Dengan kata

lain, peran hukum sebagai penunjang dan pelengkap bidang ekonomi. Hukum

215 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1996, him. 19
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ditempatkan pada posisi sub ordinat terhadap ekonomi, sehingga hukum hanya

memainkan peran yang konservatif sebagai alat pembenar kebijakan hukum.?®

Dalam perspektif konvensi internasional, negara memiliki komitmen
(political will) untuk mengimplementasikan sejumlah prinsip di dalam Konvensi

Rio 1992 merupakan bagian dari kebijaksanaan (wisdom) yang perlu

L
UNISSULA
el ll £oalsloluinala

L3
. i Iﬁ .
Keadilan ekologis-b elum-di_fahami-secara-utun oleh pemerintah daerah,

—

sehingga dalam kebijakan pertambangan di daerah, memisahkan antara
kepentingan manusia dengan hak-hak makhluk hidup dan termasuk abiotik

didalamnya, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan alam.

216 Rakhmat Bowo Suharto, Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sebuah Refleksi Teoritik
Tentang Peran llmu dan Hukum), Jurnal Hukum Vol. XIIl, No. 2, Oktober 2003, Fakultas
Hukum UNISSULA Semarang, 2003, him. 195.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki
karakteristik semi sentralistik dan kegiatan usaha pertambangan dalam konteks
perizinan dan pengawasan, Yyang semula diberikan kewenangan oleh
Bupati/Walikota, akhirnya ditarik menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil
dari pemerintah pusat, sementara kewilayahannya dalam konteks tambang masih

berada dalam kabupaten/kota.

& )
Proses perizina}fna petd menjadi domain dari pemerintahan

daerah harus 5/! engain. Ketentuar lang-Undang No. 23 Tahun

7 .
¢

/usaha kegiatan
ahun 2009 tentang
kabupaten atau kota

ah 1zin Pertambangan

Rakyat (IPI:\").H “F..M M H ﬁ ﬁ M ) l!i, : Jéi] berkewajiban untuk
\\ Feellul/l ol lolusinla

alam UU No. 23 Tahun

\ —/2
2014, terjadi pergeseran kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada

gubernur yang dikatakan sebagai wakil pemerintah pusat.

Berkaitan dengan procedural due process ini, Susi mengutip pendapat
Hans Kelsen yang mengatakan bahwa fungsi pembentukan sebuah undang-
undang merupakan sebuah fungsi penuh (total function) yang terdiri dari

beberapa fungsi (partial function). Artinya, prosedur pembentukan undang-
212



undang merupakan rantai tindakan hukum (chain of legal act) untuk
menghasilkan undang-undang sebagai sebuah tindakan negara yang penuh
dengan cara yang sah. “Sebagai sebuah rantai tindakan, maka prosedur
merupakan serangkaian tahapan yang akan memperlambat dan mempersulit

proses pembentukan undang-undang.?'’

Tidak melibatkan DPDa pembuatan Undang-Undang Nomor 3

, :
TAHUN 2020 tentang, 2erul 4 ahun 2009 tentang Pertambangan

da 'Lﬁ(l")n‘,u &:'r . alam membahas Rancangan

I\ TA: adals k. yang tidak bisa

K d _Pemilu serta sebagai
i

peneliti yar . mengalami kerugian

- o
konstltusmna'l karena ticak dilibatkan ‘ 2 IDPD ‘RI dals proses pembentukan
I'l. -uq!k I .
UU tersebut. Ing e &%ML‘

|
\ —/2
UU Minerba dapat dilihat dari ketiadaan ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945

dalam proses pembahasan

dalam konsideran mengingat UU Minerba. Kenyataan itu membenarkan bahwa
sesungguhnya DPD tidak diikutsertakan mulai dari menyampaikan DIM (Daftar

Invengtaris Masalah ) melakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat | serta

217 pernyataan Susi Dwi Harijanti, selaku pakar Hukum Tata Negara saat bertindak sebagai ahli
yang dihadirkan Alirman Sori dan tujuh Pemohon lainnya selaku Pemohon perkara Nomor 60/PUU-
XVI11/2020
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ketiadaan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I. Fakta ini sekali
lagi menunjukkan arogansi lembaga DPR kepada DPD dalam fungsi legislasi dan
dinamika ketatanegaraan Indonesia. Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 menyatakan
bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,

amanatkan bahwa

pat cacat dalam proses

L
“E..ﬁ N l ﬁ; 5 Hn! H... 1 n- 3 fundang-undang secara

nokoknya DPD mempunyai

kewenangan membahas oton(-)r-ni daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan DPD dalam proses
pembentukan undang-undang juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah

Kontitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan a quo memperkuat ketentuan bahwa
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RUU yang berasal dari DPR harus menyampaikan surat kepada Presiden dan

DPD; DPD ¢

Seluruh pembahasan RUU Minerba dilakukan tertutup dan tidak dilakukan
di Gedung DPR. Pembahasan RUU dilakukan melalui rapat kerja dan rapat

Panitia Kerja (Panja) yang seharusnya terbuka untuk umum. Padahal, sesuai UU

kesepakatar\ll \ Jndang-Undang tersebut

, R
dapat dimasd \ En‘ N ! E; E Fu Pre lﬂ; / gka menengah dan/atau
\\ Aeellall ool tolyzsala

Prolegnas prior

G. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan

Economic Analysis of Law

218 Hukum Online.com, Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba,
https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-
perubahan-uu-minerba?page=all, diakses pada tanggal 23 September 2021
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Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia
sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia. Menurut Kwik Kian Gie yang dikutip oleh Qurbani
(2014) amandeman yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 berkaitan
dengan liberalisasi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber
daya alam harus memuat ciri  konstistusional, yaitu: Pertama,

perekonomian bertujuan | - kemakmuran bersama seluruh rakyat,

--_.-" ..
hal ini secara ekp l/: Ka lam Pe asan Pasal 33 UUD NRI 1945.

efisiensi be; onomian 1

mekanisme p'a} ‘ !n’ N H ifas 5 '-.ﬂ Ml ﬂ; 0zda persaingan sehat dan

Aol 2ol loluiaola /)
oy

peranan serta ke

|
L1

Keempat, peran Negara harus dij-ar-nin, sebagaimana dimanatkan Pasal 33 ayat (1)

a terjadi kegagalan pasar.

dan ayat (3) UUD NRI 1945 terutama dalam hal perencanaan eknomi nasional,
dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal
melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan
pajak, pemberian subsidi dan lainnya. Kelima, BUMN sebagai salah satu soko
guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan
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yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat
(2) UUD NRI 1945. Keenam, koperasi sebagai soko guru perekonomian harus
diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta
sebagai badan usaha ekonomi rakyat. Ketujuh, perekonomian nasional haruslah
merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan
swasta. Kemitraan yang sejajar dilakukan bagi para pihak yang melakukan

ienggambarkan kesepakatan satu pelaku

Jndan VNEgare donesia Tahun 1945

hukum!| atai ke &F 1 hak ang menentukan arah
M IM Y
pembangunan he TR A Mh

|
\ —/2
bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi ekonomi di masa datang.

aya alam dan demokrasi di

Sehingga pemanfaatan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh hubungan

antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang hubungannya itu dipengaruhi

219 yustika, Ahmad Erani, Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan,
Jakarta: Erlangga, 2013, him. 15
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oleh politik hukum pemerintah yang berkuasa. Berbagai kebijakan pengelolaan
sumber daya alam menjadi permasalahan hukum yang menarik karena untuk
diteliti. Setiap rezim pemerintah yang berkuasa mempunyai penitik beratan yang
berbeda dalam meletakkan basis pertumbuhan ekonomi Negara. Pada masa
pemerintahan orde baru, pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi

sebagai basis pertumbuhan ekonomi_negara. Jadi pertumbuhan ekonomi negara

R
'\' M a % ﬁ ‘_E ;. nﬂﬂ ﬁa;] celah kepada praktek

ang tidak memperhatikan

keseimbangan sumber daya alam- dan kepentingan masyarakat daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba adalah
merupakan salah satu konstruksi hukum baru yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan yang penggantiannya disebabkan karena Undang-Undang Nomor
218



11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak
memcantumkan secara eksplisit tentang pengaturan pencegahan dan pemulihan
untuk daerah sekitar tambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pertumbuhan hukum baru yang

mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia dari aspek

lingkungannya yang juga ,,3 gung tentang kemandirian pertambangan

s mempunyai
sistem bangsa-bangsa

yang beré

Disel

/

ayat (3) Undz'-). dang Dasa ﬁ jara Republil: Indonésia Tahun 1945. Terkait
\\ Feellal/l Zonisleluinela

\

mengeluarkan kebijakan- kebljakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan

..Lp & 4, : I’berdasarkan Pasal 33

jai badan publik berwenang

hukum termasuk perijinan-perijinan. Dalam hal ini kedudukan negara tidak bisa
diganggu gugat. Dalam hal kedudukan negara sebagai badan privat, negara bisa

digugat pihak lain, mengingat perjanjiannya yang bersifat kontraktual. Sehingga

220 | ey, Daniel S, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan
Cetakan IV Juni 2014, Jakarta. LP3ES anggota IKAPI, 2014, him. 13
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jelas dalam pelaksanaannya pengelolaan sumber daya alam oleh negara tidak
terlepas dari kepentingan perekonomian nasional dan keselarasannya dengan
perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri
bahwa harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam

(pembangunan) dan perlindungan lingkungan hidup??.

Pasal 33 ayat (3) .a ang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah merug -

sumber daya /‘:('(- - ctakka ara-sebagai badan publik yang
&
Tl JJTE kahija mber daya alam,

L
' lﬁﬁ!{!l. .ﬂ.\ g digugat pihak lain,

sebagai pengatur, pengurus dan- pengawas yang berdasarkan pada konsep hak

menguasai Negara®??,

221 Suteki, Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum
Indonesia. Seminar, Kongres, dan Call for Papers Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan
Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Semarang. 15-16 April 2015, Yogyakarta. Thafa Media,
2015, him. 57

222 |bid, hlm. 57
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Kajian dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan dasar dalam pengelolaan pertambangan yang bertujuan
untuk menciptakan keadilan. Namun keadilan dalam Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi

daripada keadilan ekologi Butar-Butar (2010). Sehingga dengan berdasarkan

pada Pasal 28H Undang-Un ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa, Sef be; ak hidup sejahtera lahir dan batin,

a hak atas lingkungan

'

=\ gsia Tahun 1945 harus

berpihak ke ad ! ! N , 5 ﬁ '.' fm 1 > |hakan negara kepada
| ﬁaﬁblamu

.-""'x

asal 2 Undang-Undang

Minerba yang menyatakan bahwa:

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

2. Keberpihakan kepeda kepentingan bangsa;
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”
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Meskipun asas keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa sudah
tertulis di dalam UndangUndang Minerba, akan tetapi dalam Penjelasan undang-
undang tersebut tidak menjelaskan makna dan hakekat dari asas keberpihakan
kepada kepentingan bangsa. Sehingga makna dan hakekat dari asas keberpihakan
negara kepada kepentingan bangsa tidak jelas. Kelemahan dari Undang-Undang
Mineba adalah belum mempunyai-.undang-undang payung sebagai pengawas

N

yang memperjelas s*:-.'

kepada kepentingan bangsa. Dalam

Sumber Da)} ! ! ", 1 ﬁ ? hl' in M f.-ilIf tahun 2014 tentang
M\ Aeellal/l £onlololuzmola

Mineral di Dalam Negeri m-e\;vajibkan adanya kegiatan pengelolaan dan

“engolahan dan Pemurnian

pemurnian hasil tambang sebelum diekspor. Sehingga menghasilkan manfaat
ekonomi, sosial dan budaya. Pasal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah
pada hasil tambang yang selama ini diekspor dalam keadaan mentah sehingga
nilai ekspornya rendah. Hampir semua perusahaan tambang yang beroperasi di
Indonesia belum mempunyai tempat pengolahan dan pemurnian bahan tambang
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yang disebut dengan smelter. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2014 mulai
adanya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tambang, karena perusahaan

tambang tersebut tidak bisa melakukan ekspor??3,

Hasil penelitian Mundzir menunjukkan bahwa dengan adanya pelarangan

tersebut, mengakibatkan efek domino dalam dunia pertambangan dan dunia

&
penolakan te' ki “ﬂ(ﬂ N l .:ﬁ ﬁ u L A
\\ el Igstelyzndle

Negara sebagai-pihak-p ﬂ--i--=-=----=m----=m N Undang-Undang Minerba

tidak jelas dalam menunjukkan keberpihakannya, apakah memihak kepada

negara atau memihak kepada kepentingan rakyat. Negara cenderung

223 Business News, www.businessnews.co.id., Menakar Dampak Implementasi
UndangUndang Minerba, diakses pada tanggal 23 Maret 2021

224 Hudriyah Mundzir, dkk, Analisis Yuridis UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Mineral dan Batubara jo. Pp Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Pelarangan Ekspor Hasil
Tambang Mineral Mentah dibiayai dengan Dana DIPA Nomor: SP_DIPA-023.04.2.576811/2014
tanggal 5 Desember 2013 Politeknik Negeri Malang dengan Surat Perjanjian
Nomor:6067/PL.2.1/HK/2014
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mengabaikan fenomena kemajemukan hukum dalam kebijakan pembangunan
hukum, penyusunan instrumen hukum, maupun dalam implementasi hukum
melalui politik pengabaian fakta kemajemukan hukum (political of legal
pluralism ignorance®®). Sehingga produk peraturan perundangundangan,
terutama yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, secara normatif

mengabaikan dan menggusur hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan,

& / profit, and people
10 g 3 gtk Ko

onsep triple bottom line

dapat dimaknait‘ﬁl' : aksimal bila kepentingan

!

225 Nurjaya, | Nyoman, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber
Daya alam: Perspektif Antropologi Hukum, yang ditulis dalam buku yang berjudul Relasi
Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa atas Hak Penglolaan Sumber Daya Alam,
Malang. Surya Pena Gemilang, 2015, him. 13

226 prastowo, Joko dan Huda, Miftachul, Corporate Social Responsibility (Kunci Meraih
Kemuliaan Bisnis), Bantul. Samudra Biru, 2011, him. 46
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untuk menjaga lingkungan serta hubungan sosial di masyarakat tidak

diperhatikan.??’

UNISSULA
?ﬁ"-l'!-‘!-y’é_ﬁ?b' s L?-

227 Elkington, John, Accounting For The Triple Bottom Line, Measuring Business
Excellence, Vol. 2 Iss: 3, 1998, diakses pada 12 Maret 2021
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BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM REGULASI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKTOR

PERTAMBANGAN BATUBARA GUNA MEMBERI NILAI TAMBAH

UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL

A. Kerusakan Huta ) ~Dampak Kegiatan Pengelolaan

Sumber ,

, terutama

sme permintaan dan
?I

ra untuk kebutuhan

\ UNISSULA
Sy

menjadi salah satu—penyebab—m aSifnya daya rusak usaha dan/atau kegiatan

nerimaan. Ini ditengarai

pertambangan batubara. Di sisi lain persoalan efektifitas dalam kebijakan dan
penerapan instrumen pengaturan lingkungan hidup serta jalannya pengawasan
yang mengendalikan laju kerusakan dinilai tidak sebanding lagi dengan laju mesin

ekonomi pemanfaatan sumber daya alam yang satu ini.
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Pada saat ini, penerapan kebijakan dan instrumen perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan masih mengandalkan
hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) - bergantung skala
dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan

Izin Lingkungan, oleh Menteri, -Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai

kewenangannya. Hal ini di /ﬁ\ an dan instrumen pengaturan penting

lainnya di tahap pere rbmh!i nya tegak. Amanah menyusun

3 (tiga) D a1as ENa ya Dukung dan
Daya ' Pengelolaan
Lingkung ngkungan Hidup
Strategis ( an. Demikian pula
dengan Pera rusakan Tanah yang
diyakini man;" mbangan, juga belum

\ —/2
Meskipun lzin Lingkungan memiliki posisi sangat menentukan layak

tidaknya sebuah usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara dari sisi
lingkungan hidup misalnya, namun Amdal atau UKL/UPL sebagai dasar
penerbitan Izin Lingkungan tetap memiliki keterbatasan dalam melingkup dampak
yang akan terjadi dari sebuah usaha dan/atau kegiatan. Batas tersebut adalah tapak
proyek, belum batasan berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan sebuah
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ekosistem berikut fungsi-fungsi di dalamnya. Keterbatasan tersebut juga yang
pada gilirannya melahirkan perdebatan yang menyiratkan ketidakpastian hukum
mengenai apakah sebuah keputusan lzin Lingkungan telah benar-benar
menjalankan fungsi perlindungan fungsi lingkungan hidup yang dapat diterima

oleh para pemangku kepentingan, sehingga seringkali berakhir di pengadilan.

Belumadanya krit-- kerusakan tanah pada bagian lain juga
,f «M

menyebabkan banyak prakte kukan tidak dengan cara yang
benar f"% 1C lingkungan hidup.
: enye bagaimana tata

ormat reklamasi
gnjadi  beban Izin

i
/
ks seperti ini.

tis.
)\ UNISSULA
\mfﬂggl winala //

Lingkungan Hidlil'.l' »l--‘mn-v---—u--—-; uSiatii.mMenaorong terselesaikannya 2 (dua_)

n 2009, Kementerian

RPP Perlindungan Ekosistem, yakni RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (kemudian ditetapkan menjadi PP 71/2014) dan RPP tentang
Pelindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (yang sampai saat ini belum
ditetapkan menjadi PP). Pembelajaran dari pembentukan kedua RPP tersebut
sangat penting dalam proses memperkuat perubahan paradigma dari hanya

berpikir hilir menjadi berpikir hulu ke hilir. Pertama, paradigma hulur — hilir
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memiliki arti bahwa sebuah pengaturan harus dilakukan komprehensif untuk
memastikan tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini. Pengaturan yang ada
tidak dapat dilakukan parsial hanya mengenai pengendalian saja misalnya,

melainkan ada dasar yang sangat kuat mengapa pengendalian harus dilakukan

dikesampingkannya pende atay fif dan kawasan, yang mungkin selama

.-"H .
ini menjadi el / alme an kita dari tujuan bersama

kemampuan a Kimerusak mlﬂm: engoe eseimbangan ekosistem.
\ UNISSULA
\ Mléﬁb1 o L?'
o

ndang-undang Nomor 32

|
i o’
Tahun 2009 harus diakui bahwa pembentukan peraturan pemerintah turunan

Undang-undang 32 Tahun 2009 masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah
satu yang terbesar adalah tarik menarik kepentingan antara ekonomi dan
lingkungan hidup. Sebenarnya jika skenario pembentukan RPP turunan tersebut
berjalan lancar, dapat diharapkan berbagai persoalan yang timbul dalam usaha
dan/atau kegiatan pertambangan batubara dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
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Perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam batubara akan dilakukan dengan
memperhatikan nilai tambah yang setinggi-tingginya secara ekonomi sekaligus
memastikan bahwa kebijakan ekstrasi tersebut diminimalkan dampak sosial dan
ekologisnya. Penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tertuang dalam
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi prasarat diperolehnya
nilai  tambah setinggi-tingginy_ itu, termasuk di dalamnya memastikan
terjaminnya keselamatanf ‘m_l_(yat serta keberlangsungan sistem

harus diperkuz}c H-’ M H ﬁ ﬁ M i1z ﬁ gkungan dan pengawasan
\ Pellul/igsnlloluzacla /)

hukum secara mumpuni

dan konsisten.

Menyimak adanya keinginan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan
di Indonesia melalui rencana perubahan Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009,
dapat disarankan pada kesempatan ini untuk menginisiasi apa yang disebut
internalisasi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam

kebijakan tata kelola sumber daya alam. Reduksi semangat sektoralisasi perlu
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dibarengi dengan membangun proses yang embedded atas isu perlindungan dan
pengelolaan lingkungan di dalam materi muatan perubahan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009. Pengalaman mengajarkan kita dua hal. Pertama, situasi
pasar yang fluktuatif selama ini menjadi pertimbangan dalam memperbesar atau

memperkecil skala ekstraksi sumber daya alam batubara di Indonesia. Jika ini

dapat menjadi pertanda bahwa kita harus lebih mempertimbangkan perolehan nilai

lam batubara kita daripada hanya

¥
\ UNISSULA //
L1 - I‘ .! !g ; L] IE] n ]
Tujuan pen e ML’ ‘ I'e %esejahteraan rakyat. Tak
oy

i o’
kecuali di sektor pertambangan, namun kata sejahtera bagaikan kata-kata haram

untuk dilakukan. Memang indikator kesejahteraan akan selalu menjadi perdebatan.
Tapi bukti yang paling mudah untuk dilihat adalah peringkat Indonesia dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2012, peringkat IPM Indonesia berada
di posisi 124. Peringkat Indonesia tak beranjak di 100-an walaupun jumlah
partisipasi negara yang dinilai tiap tahun selalu berubah. Sementara investasi
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tambang yang selalu menjadi idola tak pernah surut, walau terjadi pergantian
rezim yang dibarengi hantaman krisis ekonomi. Jumlah izin tambang meningkat
tajam, hingga Desember 2014, ada 11.142 lIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang
telah dikeluarkan. Dan investasi pertambangan hingga triwulan 1 2014 sebanyak

US$1,7 miliar.

Banyaknya investasi tal "':'* dengan persoalan yang ditimbulkan
,,f
mulai masalah Iingkun ysial budaya hingga pelanggaran Hak

uncul kemudian, tidak

.;-@ a-angka statistik

guna m"e_ e : ) g ihan ekono / enerabas rambu-
‘f/dan transparansi

bagai penghalang-d?2 gejé but h’ﬁ _ﬁg baik. Tak heran,

partisipasi ser dalam proses ganti rugi

. ~ ¢
! /
lahan. Itu pu 1 derhanakan - dengs u waki nak yang belum tentu
I\ Aeellwl/l é}?b --
mewakili rakyat| an. Mis lelimna

\ —/2
dan batubara, tentang penetapan wilayah pertambangan (WP), hingga surat

gan pertambangan mineral

keputusan Menteri ESDM yang menetapkan WP tidak jelas partisipasi rakyat yang
dimaksud, kecuali jika yang dimaksud diwakili oleh DPR, dalam hal ini Komisi
VII. Bagaimana pula mau disebut transparansi, jika pembahasannya hanya antara

eksekutif dan legislatif
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B. Kelembagaan dan Aparatur

Dalam Tahapan Perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) melalui
invetarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rencana WP. Inventarisasi
ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan sebagai

dasar penyusunan rencana penetapan WP yang dilakukan melalui kegiatan

penyelidikan dan penelitian. «u'a dikan dan penelitian dilaksanakan secara
terkoordinasi oleh :r.u/ o, bupatllwallkota sesuai dengan

kewenanga (v*. ta dan dalam bentuk
P

digital. Renc éﬁ 3 1 .;%

2 2 Viente ‘ ﬁ‘l apat memberikan

-

= m\m
an pel (‘ : f (WP) untuk penyiapan
)

=

#“*
B\ UNISSULA
Menteri dapat .11 “ :!glgl !

pemerintah dalamrangka Kerjas 35aMa ----r-—----r-r/ aik multilateral maupun

;1

penugasan /untuk melakukan
penyelidikan ¢

Wajib usaha*.ll )

Lt

dangan Negara (WPN).

rganisasi yang ditunjuk

bilateral; dan Bupati/walikota dapat mengusulkan kepada Menteri/Gubernur
sesuai kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian

dalam rangka penugasan.

Sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional disusun berdasarkan

proses pembentukan mineral dan/atau batubara baik di darat maupun dilaut, dapat
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berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya.Acuan untuk penyusunan
rencana penetapan WUP, WPR, dan WPN.Sebagai dasar pembagian urusan
kewenangan antara Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam pemberian perizinan

WIUP.

Dalam penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Menteri menetapkan WP

setelah berkoordinasi dengan gu b 'ati/ walikota dan berkonsultasi dengan

“

u_kembali sekali dalam 5 tahun.

UNISSULA
mﬂq‘I@&le@

ral radioaktif, mineral
logam, batubara, une : ---r----r---r---- kriteria tertentu wajib

usaha pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
Gubernur dan Bupati/Walikota setempat. Penetapan WUP untuk pertambangan
mineral bukan logam dan batuan dilimpahkan kepada Gubernur.Penetapan WUP
disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada DPR. Sedangkan pada Wilayah
Pertambangan Rakyat. Bupati/walikota menyusun rencana penetapan wilayah

didalam WP menjadi WPR berdasarkan potensi mineral dan/atau batubara serta
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peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.Penetapan WPR dengan kriteria
tertentu.WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi
dengan Pem Provinsi dan berkonsultasi dgn DPRD kab/kota.Penetapan WPR

disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan Gubernur.

Kemudian pada Wilayah Pencadangan Negara (WPN) Menteri menyusun

potensi mineral dan/a / potensi/cadangan mineral dan/atau

p
v
pan WP

\

L
UNISSULA fk't ia tertentuMenteri
1zin Usg rtambangan (WIL Jan kriteria tertentuMenteri
3 a lah

i . .
menetapkan WIUP-Mineral-L.og Cjhteriammerisniericmss berkoordinasi dengan

gubernur dan bupati/walikota setempat. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan
batuan. Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas
tambang lainnya berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib
ditetapkan WIUP terlebih dahulu. Sedangkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Khusus Penetapan WIUPK dengan kriteria tertentu. Menteri dapat menetapkan
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luas dan batas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. Dalam hal di WIUPK
mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya berbeda,
untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUPK

terlebih dahulu.

Dalam Delineasi zonasi untuk wiup/wiupk operasi produksi dalam

zonasi diI berds nlh i elayakan dan memperhatikan
.-___.-'

fperundang-undangan.

Provinsi, Pemerintah

., @
Untuk Data i F..HNI‘S-.'% ”“ I.;‘ﬂ‘
artllul/ 'ﬁ»ﬁbwh /

Menteri dlm suatu sistem |nforma3| WP yang terintegrasi secara nasional untuk

ormasi. WP dikelola oleh

penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP,

WIUP, WPRk, WPN, WUPK dan WIUPK.
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Permasalahan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah yang mengubah kewenangan dalam pengelolaan sumber
daya alam menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal tersebut berbeda

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang pemerintahan daerah

(IPR), dalarﬁ.l ""f.[.;u Sal ll:-'

saha eralllk uﬂ'ﬁﬁﬂ.!l..:ﬂ.; si roduksi yan
Usah \MMI@ “L?. produksi yang

1

kegiatannya berads ,
ik

dengan 4 (empat) mil, menjadi tidak lagi ada kewenangan bagi

U wilayah laut sampai

kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan. Hal ini tidak

saja menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga ketidakjelasan.
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C. Pelayanan Hukum

Kategori pelayanan hukum yang dibahas adalah berkaitan dengan
perizinan, khususnya mengenai masalah tumpang tindih izin pertambangan
batubara yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Permasalahan perizinan setelah

otonomi daerah malah bertambah banyaknya izin yang dikeluarkan bahkan

ANg sampai saat ini di

Indonesia masih diwarnai tuntutan adanya rasa keadilan bagi masyarakat yang
sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara yang mampu
mengimplementasikan ~ dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan sumber daya alam khususnya pertambangan batubara, dengan
mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat

menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
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dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga
tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and

services sebagaimana dapam prinsip-prinsip Good Governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa

dan negara. Dalam mewuanaan Good Governance harus

-“‘g: merintal dijadikan pedoman

UL IS, ...
\\ Peelland)l oaltoluzmnala
I Na

penerapan Good ) g sangat penting dalam

il
upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan
diberlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terbaru Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.Oleh karena itu
Prinsip Akuntabilitas, Oleh karena itu jika dilihat dari prinsip-prinsip good

governance pengelolaan sumber daya alam tambang batubara yang strategis
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yang ada di Indonesia, maka prinsip-prinsi transparansi, akuntabilitas,
partisipasi dan keadilan/ hukum belum diterapkan dengan benar. Prinsip-

prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan seharusnya
diikuti dengan keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi
masyarakat terhadap proses pembetian perizinan pertambangan dan juga

/ n-tersebut. Tidak tersedia data

pertambangan yang-mudah \ e asyarakat. Tidak

/ mengalami

f

aan tanah. Bagi
/

an membutuhkan

3 Embangan untuk

I'-II _- /
memastikan belum ada izin lain-yang diberikan di Bagi masyarakat,
keterbukaan inllf ’ﬂmm "E’pt’bm't“‘ mereka untuk dapat

berpartisipasi dan menghindari démpak-dampak pertambangan yang dapat

mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu padaaspek pengawasan internal internal di kalangan pemerintah
tidak berjalan dengan efektif, sehingga banyak daerah yang wilayah
pertambangannya tumpang tindih antara satu izin pertambangan dengan izin

pertambangan lain atau dengan izin usaha berbasis hutan dan lahan lainnya.
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Pengawasan internal tidak berjalan dalam mengendalikan izin-izin yang tidak
sesuai dengan prosedur clean and clear di bidang pertambangan. Oleh karena
itu diperlukan pengawasan eksternal serta koordinasi dan supervisi yang
dilakukan oleh lembaga eksternal seperti dilakukan dalam bentuk koordinasi

dan supervisi (korsup) yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

untuk perizinan di bidang pertaman Dalam kategori pelayanan hukum
yang dibahas adalah be erlzman khususnya mengenai

11D m AL
: “les“l’n diberikan kepada 1 (satu)
\ m#_l-l..ggl@a-bl‘al..,,mh /

pemohor\k L,________________i nerasi, |

b. Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go
public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP atau WIUPK.
3. WIUP/IUP didapat dengan cara lelang dan permohonan.
4. WIUPK/IUPK didapat dengan cara lelang (BUMN/BUMD mendapat

prioritas).
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5. Apabila BUMN atau BUMD tidak berminat maka WIUPK ditawarkan kepada
Badan Usaha Swasta dengan cara lelang.

6. Permohonan tersebut hanya dapat diberikan 1 WIUPK.

7. Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan wilayah diluar WIUP kepada
Menteri, gubernur atau bup/walikota sesuai dengan kewenanganya untuk

menunjang kegiatan usaha pertambangannya.

Izin Usaha Perta ha pertambangan khusus (2)
1. perseorangan
2.
3 J|e1tan dan penjualan
it dilakukan oleh pihak
\ * &g a™
4. Dalam haln ) u “ l s s u I- A 1S tambang lainnya yang

dan IUP OP memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas
tambang lainnya yang ditemukan.
5. Dalam mengusahakannya tersebut diharuskan membentuk badan usaha baru.
6. Apabila tidak berminat kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada

pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan.
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7. Pihak lain pemenang lelang/permohonan tersebut harus berkoordinasi dengan

pemegang IUP Ekspolari dan IUP OP.

Berakhirnya IUP

1. Pemegang IUP/IUPK OP dalam jangka waktu 3 tahun sebelum jangka waktu
masa berlakunya 1UP/IUPK ber_akhir, wajib menyampaikan kepada Menteri,
dengan kewenangannya mengenai

\\ bara pada WIUP/WIUPK -nya.

sepanjang masih

kembali

IUP/IUPK

\ A

1. IPR diberikan oleh bupati/wéiikota berdasarkan permohonan yang diajukan

olen penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok
masyarakat dan/atau koperasi.
2. IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.

3. Dalam 1 WPR dapat diberikan 1 atau beberapa IPR.
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4. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila
telah mendapatkan IPR.
5. Persyaratan untuk mendapatkan IPR terdiri atas: administrasi, teknis dan

finansial.

Harga patokan mineral, batubara dan peningkatan nilai tambahHarga

Patokan Mineral dan Batubara- z

&P
\ UNISsuLA
Penataan iup, #‘Uﬂ%ﬂ@ﬁb;@ pasca | tambang, dan pnbp serta

kewenangan pengelolaan-minerba setelah~Undang-Undang Nomor23 tahun

2014

1. Data cadangan untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku untuk
pengolahan dan pemurnian;

2. Dasar dalam pelaksanaan dan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksi;

3. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
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4. Bukti tanggung jawab perlindungan lingkungan;

5. Persyaratan tender DMO untuk suplier bagi PT PLN;
6. Persyaratan dalam penyaluran kredit pertambangan
7. Menunjukkan kesahihan perizinan

Hal-hal yang harus diputuskan

Kabupaten/Kota  untuk

\L\h asi dan wilayah)

pdasikan penetapan

J.* Tahun 2014

etentuan peraturan

SULA

menjadi C&C dari

Holeluinela

- Akhir tahun 2015
- Sesuai kesepakatan pertemuan KPK dan Para Gubernur (yang
direncanakan pada bulan November 2015).
2. Penyelesaian permasalahan lainnyaterkait tumpang tindih lahan dengan
wilayah konservasi, pemenuhan kewajiban reklamasi serta pemenuhan

kewajiban PNBP harus segera diselesaikan.
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Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan & Pemurnian Mineral dan

Batubara

1. Pemegang IUP/IUPK OP mineral wajib melakukan pengolahan dan
pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah.

2. Pengolahan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama

dengan perusahaan, pe dan IUPK lainnya.
,-"" \\
3. :

Perusahaan te P OP khusus untuk pengolahan
murnia -' ' grnur, atau bupati/walikota

berbeda daerah

1. ) ) u N h 33 u LA ahun sejak berproduksi

wajib melak an-di Lb j HE_A"‘L’»!' ﬂw;.‘.i.!i.s',,h epada peserta Indonesia.
3. Harga saham divestasi ditetapkan oleh Menteri.

4. Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia

sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20%.
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Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP/WIUPK.
2. Program tersebut harus dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah

Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.

3. Dimaksudkan agar te-tan pengembangan masyarakat sekitar

HE3 na dan terarah.

bIn kepada Menteri,

ya.

R f
UnNESS u LA perpanjangan pertama

ﬁﬁf’:-.«g.y |@qf}‘-bl¢;,Lu}¢m[';£h )érpanjangan tanpa melalui

lelang dan kegtatar at dengan ketentuan PPh ini
kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. KK dan PKP2B diatas yang telah melakukan tahap kegiatan OP wajib

melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan

ketentuan PP ini.
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4. KP, SIPD, SIPR, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelum ditetapkannya PP ini tetap diberlakukan sampai jangka
waktu berakhir serta wajib:

a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan PP ini
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP

ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP OP merupakan IUP OP

2

seluruh  wilayah kuasa
Kit. berakhirnya kuasa

i/walikota sesuai

&9
UNISSULA
etllell|Z il tobmela

Ketentuan Peri

1. Permohonan KP vyang telah diterima Menteri, gubernur, bupati/walikota
sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan telah
mendapatkan  Pencadangan Wilayah dari  Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya
dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berlakunya PP ini.
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2. KP, KK, dan PKP2B yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima
komoditas tambang dari KP, KK, dan PKP2B , pemegang IUP, dan IPR.

3. Pemegang KP yang memiliki lebih dari 1 (satu) KP dan/atau lebih dari 1
(satu) komoditi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang

menjadi  IUP sesuai dengan.. ketentuan dalam PP Kegiatan Usaha

Pertambangan Mi

Pemegang ) ng memiliki perjanjian

Permen ESDI\/i‘- , Velenggaraan Usaha Jasa

Pertambangan Mlneral dan Batubara sebagalmana telah diubah dengan

Permen ESDM Nomor24 Tahun 2012

1. Penyederhanaan jenis dan proses perizinan menjadi IUJP atau SKT dan Lokal
atau Nasional

2. Keberpihakan kepada Perusahaan Jasa Lokal dan Nasional
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. Kegiatan penggalian batubara atau mineral langsung dilakukan oleh pemilik
IUP/IUPK

. Pengaturan penggunaan Perusahaan Jasa Afiliasi

. Mendorong peningkatan pembelanjaan lokal dan kandungan lokal serta
penggunaan tenaga kerja local

. Mekanisme Pembinaan  .da Pengawasan Pemerintah/Provinsi/

Kabupaten/Kota

pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;

. Melaksanakan ketentuan K3

. Membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
(peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi

lokal; dan
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7. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau

SKT.
Sanksi Administratif (Ps. 31 s.d 32)

1. Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif

kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran:

a. melaksanakan kegiat --Eﬁ dengan IUJP atau SKT; atau

b. tidak menyampaiki s a0 _kegiatan triwulan 3 (tiga) kali

Ketentuan Peralihan (pasal 36)

1) IUJP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap
berlaku sampai berakhirnya masa perizinannya dan dalam pelaksanaannya

wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
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2) Pemegang KP, KK, dan PKP2B yang telah menggunakan perusahaan jasa
pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

3) Pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya

'- tubara yang akan menggunakan jasa

\»

4) n ' wajib diproses sesuai dengan

s/dan diawasi oleh

masyarakat data perizinan usaha

| )
pertambanga 1/ di bidang perizinan

UNISM‘SUI.A;
\*‘l‘-‘"—‘*ﬂk"@%wh/

Bagi perusahaan-.n /ang hendak me Kukan investasi pertambangan membutuhkan

mengalami ket"il

L1

onflik penguasaan tanah.

data yang akurat mengenai lokasi potensi wilayah pertambangan untuk
memastikan belum ada izin lain yang diberikan di atasnya. Bagi masyarakat,
keterbukaan informasi pertambangan menjamin hak mereka untuk dapat
berpartisipasi dan menghindari dampak-dampak pertambangan yang dapat

mempengaruhi kehidupan mereka.
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Aspek Pengawasan Internal

Pengawasan internal di kalangan pemerintah tidak berjalan dengan efektif,
sehingga banyak daerah yang wilayah pertambangannya tumpang tindih antara
satu izin pertambangan dengan izin pertambangan lain atau dengan izin usaha

berbasis hutan dan lahan lainnya. Pengawasan internal tidak berjalan dalam

a.eksternal seperti dilakukan

N

f
/
‘'sumber daya alam

gan maupun korporasi

ah, telah banyak oknum

[
_ \\ UNISSULA
pejabat yang HI". jerat -ri E :1 Uol o l,n /f

He telah memanfaatkan

L]
i ﬁ ..
kewenangannya sesuai-Undang-u ndang-Minerba-untuk mengeluarkan izin dalam

kegiatan usaha pertambangan secara mudah, menerima suap untuk memberikan
izin, ngan menerima suap, melanggar aturan hukum sepertinya sudah dianggap
biasa. Dengan mudahnya pemberian izin maka tidak mengherankan maraknya
usaha pertambangan batubara yang mengeksploitasi secara besar-besaran yang

merusak hutan dan lingkungan yang berdampak pada terganggunya kesehatan dan
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perekonomian masyarakat sekitar pertambangan, karena semakin banyak izin

dikeluarkan disisi lain pengawasannya menjadi kurang.

Diperizinan inilah, pemerintah mengabaikan hak veto rakyat dan
keselamatan, karena lebih mengutamakan pengusaha, sehingga cara apa pun akan

dilakukan untuk memberi lampu hijau kepada pengusaha beroperasi. Dalam

dalah lah "e UNISSULA tau dijadikan k
adalah lahan pe 1. E :1 'P' atau dijadikan kawasan

antara perusahaan dengan perusahaan pun bisa terjadi. Tidak ada proses yang
transparan dalam pemberian izin dan sepihak, disertai data yang tidak lengkap,
izin diberikan tumpang tindih dengan konsesi perusahaan tambang lain, dan tentu

dengan kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi.
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Wilayah atau kawasan yang telah dimiliki oleh industri lainnya, seperti
perkebunan, pariwisata dan kehutanan, tak luput dari kekacauan pemberian izin.
Sektor lain harus mau menyingkir, walaupun pengusahaan lahan lebih dahulu dan
syah memiliki izin jika tambang datang. Bahkan tidak ada sanksi hukum diberikan
jika perusahaan tambang mencaplok lokasi produksi industri lainnya. PT. Kaltim

Prima Coal (KPC) misalnya, KP enyerobot lahan perhutani PT. Porodisa

Trading & Industrial, namun 0 serah (Polda) Kalimantan Timur kasus

UNISSULA /
- Pelaksanaar'it1 I

b b ".. £
'. ‘ﬁ?E!J-‘?ﬁE'@E;Jﬂiﬂ.q.amaﬂ!,i;-- ‘
Calon Inspekmw

Pusat.

nspektur Tambang dan

ungsional Inspektur Tambang

- Sesuai Surat Sekretariat Jenderal Nomor 3815/70/SJN.P/2015 tentang Data
Inspektur tambang dan jajak minat menjadi Inspektur Tambang ASN Pusat
kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia didapatkan data 299 orang (IT 67 org; CalT 36 org; struktural 86
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org ; fungsional umum 111 org) yang berminat untuk menjadi IT dari ASN

Pusat

D. Budaya Hukum

Berbicara mengenai perilaku hukum dan budaya hukum tentu tidak dapat

Jkum, yang terdiri

inilah yang oleh

dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

c. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan  putusan-putusan dan
perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan makna dari sistem
hukum itu sendiri, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para

warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.
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Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan
banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun
kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki
batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di
dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Prof. Jimly

pemasyarakatan dan pendidikan hukum

Assidigie32 bahwa pembuda

(law socialization and Ia, edy

&3
ehgawasan-kegiat u ertambs j Dalam melakukan
|| - ; s 1l LT
analisis dan evall Mléﬂ’bh%"‘ﬁ ja aspek yaitu aspek

| el
pemahaman masyarakat, informasi masyarakat, serta penegakan hukum dan

aspek partisipasi masyarakat.

Kategori budaya hukum masyarakat yang dibahas berkaitan dengan peran
masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Dalam melakukan

analisis dan evaluasi terhadap hal ini dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek
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pemahaman masyarakat, informasi masyarakat, serta penegakan hukum dan

aspek partisipasi masyarakat.

- Aspek pemahaman masyarakat.

UU Minerba mengatur banyak hal mengenai hak dan partisipasi

masyarakat di bidang pertambangan, namun hal tersebut belum diketahui

, Studi kelayakan,

paskatambang  tidak

&
H N ﬂ g E u it ﬂ pelaku usaha, sehingga
W, """f‘u*'if] Iéfe;f-'f’uﬂjf HacyAralet tidak diinformasikan dan
| I N |

diminta pendapat serta persétlﬁhannya. Selain itu tidak tersedia desk di

pemerintah maupun pemerintah daerah yang khusus untuk memberikan
informasi secara terbuka dan berimbang serta menangani keluhan yang dialami
olen masyarakat karena hadirnya kegiatan pertambangan di dalam wilayah

kehidupan mereka.
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- Aspek penegakan hukum dan aspek partisipasi masyarakat.

Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Minerba menyatakan
bahwa masyarakat yang terkenadampak negatif langsung dari kegiatan usaha
pertambangan berhak: (a) Memperoleh ganti rugiyang layak akibat kesalahan

dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perlindungan  masyarakat

pertambangan. Ketentuan tersebut sangat penting untuk menghindari berbagai
bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap pihak yang menolak

pertambangan karena akan berdampak terhadap kehidupan mereka.??®

228 http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3767/1/pembunuhan.salim.kancil
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Tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme yang harus dibuat
agar pengurus negara atau pemerintah menerapkan prinsip partisipatif,
transparansi dan akuntabilitas dalam kontek pengelolaan Sumber Daya Alam
tambang. Yang terjadi kemudian diterjemahkan berbeda-beda dalam upaya

menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini menimbulkan opini atau

kesimpulan khalayak bahrintah tidak menjalankan asas pengelolaan

kat tajam dari pada

o
tahun-tahun MNISSLILA /A
\ aellul/lZoal; mencapai 12616 ‘ lf-lwlﬁ'

wilayah konfl

kasus dengan luasan

elibatkan 139.874 kepala

keluarga (KK). Jauh menlngkat tajam 2 pada tahun sebelumnya, di 2012
jumlah konflik terjadi sebanyak 198 kasus atau naik 3 86,36%. Luasannya
konflik yang terjadi pada paragraft diatas, pada umumnya berasal dari sektor
atau industri yang berbasis lahan. Ada 3 industri teratas yang paling banyak

menyumbang konflik, yakni Pertambangan, Perkebunan skala besar dan
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Kehutanan. Khusus sektor pertambangan, Laporan Akhir Tahun 2013.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Upaya Untuk mengatasi permasalahan konflik adalah melalui:

- Menaikkan Derajat Keselamatan dan Hak Veto Rakyat Mencegah Konflik

Konflik yang terjadi di Industri tambang, tak mungkin diselesaikan dengan

luuwka}' nenaikkan derajat keselamatan
o

e &g a™
UNISSULA
publik, khususnya pada masyaral r.......r..r---.--/) bangan sudah beroperasi

mekanisme partisipasi

H \*‘l‘-‘"—"'ﬂ!& |@ﬁ-‘bwh

maupun belum. Partisipasi tidak bisa dibatasi hanya soal persetujuan
diurusan ganti rugi lahan. Partisipasi harus melekat di perizinan, termasuk
izin lingkungan hidup dan kehutanan.

- Menerapkan FPIC secara jujur dan baik untuk memberikan hak veto kepada
rakyat untuk menentukan masa depannya. Informasi yang berimbang tanpa

kecuali — termasuk resiko yang akan dihadapi warga
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tidak hanya soal janji-janji yang tak dipenuhi, guna mengedepankan aspek
keselamatan rakyat sebagai prioritas bukan semata-mata soal investasi
Pengetatan atau meninggikan syarat-syarat perizinan kepada pengaju
perizinan. Terutama dalam proses seleksi/identifikasi menuju lelang.
Mengutamakan sumber-sumber lokal sebagai modal produksi, dengan

memberikan ruang lebih besar-kepada masyarakat sekitarnya

.
lingkungan, .agé ‘ si-setelah memberikan laporan

-
il
al i

KU pembe " - minim terjadi, walau
VDNISSULA o

terbukti pe ?’{"’Irliﬁk“@ipmm# Ihi syarat dan melanggar

peraturan pert
Untuk izin-izin dikawasan lindung, konservasi, cagar alam atau pulau-pulau
kecil pemerintah harus mencabut izin, agar negara tidak semakin dirugikan
akibat kehilangan nilai ekonomi hutan yang berkelanjutan dan hancur-
hancur pulau kecil tak sebanding dengan kontribusi pertambangan yang

sifatnya tak terbarukan. Terlepas dari itu, dengan adanya perpindahan
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kewenangan kedepan dalam pemberian izin, dalah hal ini Gubernur, harus
mampu merubah paradigma bahwa sumber daya alam tambang bukan lah
komoditi bisnis dan politik semata, yang selama ini telah melekat akibat

tumpah ruahnya izin tambang dan selalu berkaitan dengan Pilkada.

UNISSULA
'Eﬂrwjéﬁbl s L?'
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BAB V

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

ALAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA GUNA MEMBERI

NILAI TAMBAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN

REGIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN

omic value from the

earth’s crust f \ U “ ‘ g% u L ﬂ / efers to the surface

!

of the earth exte l"-‘-“!u-ﬁl'p ﬁfﬁh-"dhjhﬂhlslflf‘i 20 miles, including the

oceans, lakes an g tmosphere »230

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya batubara.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan

229 galim HS. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Sinar Grafika.
Jakarta. halaman 14 - 15

230 Cedric Gregory. 2001. A Concise History of Mining, AA Balkema Publishers, The
Netherlands, halaman : xv.
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Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara
untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam

usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

)
bersifat administratif, ‘karena--pemerintah “maly emerintah  daerah

!

i - ; w1 L1
mempunyai kedud MMI&@’#LWL‘* mberian izin.

\ il
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Mineral dan Batubara mendefinisikan pertambangan adalah

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan
adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau
pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan

penjualan, serta kegiatan pascatambang.
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Pasal 1 ayat (3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. pada ayat (5)
Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat
di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal..
Pengertian usaha pertambangan berdasarkan ketentuan ayat (6) Usaha

Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau

{}:‘;. penjualan, serta
>
N 3 Pasal 34 ayat
—

/ .
”??-H' gan mineral dan

59
\ UNISSULL
\\ Atllal/iZsaislolznola
—

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan Pasal 2 huruf (d) yang dimaksud dengan asas berkelanjutan
dan bemawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana

mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam
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keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan
kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Tujuan pengelolaan mineral
dan batubara berdasarkan Pasal 3 UU Minerba adalah menjamin manfaat
pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan hidup; serta berdasarkan ketentuan huruf f, bertujuan untuk

tak terbarukan

2 untuk sebesar-

., &)
W UNISSULA
Hukum pertambaig i g /'sangat erat dengan
retllellIglotelymala

hukum Iingku}q 1ie ambangan  khususnya
| il

pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut
dimaksudkan untuk menjamin agar supaya kelestarian fungsi lingkungan
hidup dapat terjaga untuk kepentingan generasi .Setiap perusahaan yang
bergerak dalam segaia bidang kegiatan, khususnya di bidang pertambangan

mineral dan batubara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

(Pasal 15 Ayat (1)).
2. 2). Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal
16).3).

3. Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun(B3) (Pasal 17).

Bila orang atau ,, sengaja dan/atau kealpaan
6‘!‘ ¢

‘ , dgan hidup bahkan berdampak
- \SLAM

1. Keadilarpr I

R G2
2. Keadilan da Wwﬁsg“ﬂ_ﬂ
el gonlo lolstinola

1

3. Pinsip pencegg

4. Pelindungan keragaman hayati (Konservation of Biological Diversity).

5. Internalisasi beaya lingkungan.

231 Mas Akhmad Santosa, ‘Aktualisasi Prinsip-PrinsipPembangunan Berkelanjutan yang
Berawasan Lingkungan Dalam Sisten dan Praktek Nasional', Jumal Hukum Lingkungan Tahun
111 1996, hal. 1-21, terdapat dalam Arief Hiayat & FX. Adji Samekto, Hukum Lingkungan Dam
Perspektif Global Dan Nasional, Undip semarang, 1998, hal. 96
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Pembangunan berkelanjutan tidak mudah untuk diterapkan karena ada
tiga syarat utama yaitu aspek ekonomi (memasukan kerugian lingkungan
beaya), aspek ekologi (pembatasan penggunaan sumber daya alam secara
tepat) dan aspek sosial budaya (budaya untuk pemeliharaan sebuah proyek

pada umumnya belum twnbuh di Indonesia.?*? Dari sisi etika lingkungan,

pembangunan berkelanjutan uti pandangan ek osentrisme dan

bukan pandangan cer:‘-.--' mbangunan berkelanjutan ini

&9 /

ka merujuk-UUD-1945 dan UU No:12 tahun 2008 yang
i - ; w1 L1

menjadi landasa/ Mléﬁﬂ'{-?lﬂlfml“' 009, maka substansi

\ =)
yang terkandung dalam UU No.4 Thun 2009 menggariskan kewenangan

eksklusif pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dalam hal sebagali

berikut:

a. Penetapan kebijakan nasional;

232 Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7-10, dalam Arief Hidayal & FX. Adji Samekto, lbid,hal. 12-
14
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. Pembuatan peraturan perundang-undangan;

. Penetapan standard, pedoman dan kriteria;

. Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;

. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan

DPR.

berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2009;

. Perubahan Kontrak Karya (KK)/PKP2B menjadi Perizinan yang batas
waktunya tidak terlalu panjang.

. Pengusahaan pertambangan umumnya diutamakan kepada badan hukum
Indonesia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tidak seperti dalam

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 yang didominasiolehasing.
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d. Pengelolaan pertambangan dapat diatur dalam Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan

hidup pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk:

i
b. Merr}g ¢
C. vt
.
i
1/ kewenangan
i
sepenuhnya, serta hubungan-

| /
hubungnn hJ H H i 5 s u aar A melalui pemerintah

. AR - T ML e
memberikan kew fu:.:".;.-.-ng’ﬂ @-,_-_L‘ atau, ,.['“_ tuk mengelola usaha

penambangan daldf-Bentuk pemberian-ijin. Pertambangan dan lingkungan
mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. Hal ini terlihat
dimana suatu usaha penambangan harus memenuhi ketentuan-ketenuan
tentang AMDAL dan baku mutu lingkungan agar usaha penambangan benar-
benar mempehatikan aspek lingkungan. Adanya pemberian kewenangan

kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan maka

271



seyogyanya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelolah usaha
pertambangan maka perlu mengutamakan faktor lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya menciptakan usaha

pertambangan yang berwawasan lingkungan, dengan demikian akan

mengurangi dampak usaha penambangan terhadap lingkungan.

&
“U | Pefiz :E'u Berusaha dari:P itah Pusat.

Perbandingan Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor

Pertambangan Batubara di Negara Lain

1. India

Seperti halnya negara berkembang yang lain, pemerintah India
tengah berupaya mengembalikan ekonomi yang menurun drastis akibat
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pandemi serta kebijakan lockdown yang khusunya berpengaruh pada
penggunaan listrik selama lebih dari 3 bulan ini. Pada 18 Juni lalu,
pemerintah India mengumumkan kebijakan untuk memprivatisasi
tambang batubara, visinya antara lain adalah untuk menjadikan India
sebagai produsen dan eksportir batubara yang unggul secara global, dan

dalam misinya untuk membangun proyek gasifikasi senilai 100 juta ton

dengan investasi 3 mi a xtahun 2030. Informasi tersebut

g, diselenggarakan

‘. "‘?’ \ intah untuk

“ H i ﬁg‘i u iL ﬂ. Il negaranya. Selain
jare i-v..m;'rln i"' LIML_], Ik'beralih ke campuran
|

Pada normalnya impor batubara termal di India berkisar antara 10
hingga 15 Juta Ton per bulan, namun angka ini menurun drastis pada
bulan Mei 2020 diakibatkan efek dari pandemi Covid-19. Pada saat yang
sama, pangsa ekspor batubara termal Indonesia ke India juga turun seiring

waktu, di bawah 70% pada bulan April-20. Prospek ekonomi makro yang

273



lemah, dan karena Indonesia memiliki eksposur yang tinggi terhadap
permintaan India sebagai negara tujuan eksport kedua terbesar, pasokan
batubara termal Indonesia perlu dikurangi. Berbicara mengenai kebutuhan

konsumsi batubara di India, serta harga yang kompetitif untuk membantu

India memulihkan kegiatan industri di negaranya.

“!-! ™A ?l‘ S !l L ) ra yang bertujuan
fetllud!|2onl loluinala |
) AN ||

menguntung‘&i pihak menimbulkan

il
kerugian bagi masyarakat sehingga solusinya adalah negara juga harus

bisa mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi dengan melakukan
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pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan

batubara.??

Perkembangan politik hukum pertambangan tahun demi tahun

2020, Kegiatan pertambangan batubara diduga memberikan dampak

positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi

G
VUMISSULA
m*_ﬂeyl@ﬁbwh

...................... uu.m 3l (Pembanigunan dan Regulasi)

berlaku untuk semua mineral kecuali mineral kecil dan mineral atom . Ini

merinci proses dan ketentuan untuk memperoleh izin penambangan atau

prospek di India. Penambangan mineral kecil berada di bawah

(Jakarta:

233 Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara,

Grasindo, 2010), him. 98.
234 1bp Usa. Buku Pegangan Kebijakan, Hukum dan Peraturan Energi India . Publikasi

Bisnis Int'l. p. 163. ISBN 978-1-4387-2292-4. Diakses tanggal 9 Maret 2021 .
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kewenangan pemerintah negara bagian. Pasir sungai dianggap sebagai
mineral kecil. Untuk penambangan dan pencarian di lahan hutan,

diperlukan izin sebelumnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Undang-undang  untuk  mengamandemen  Undang-undang
Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Regulasi), 1957.

Pembatalan Mineral

melalun =- 3 Maret 2015

dan di F? da 20nivi 201 berupaya untuk

E.E apisi padaalokasi proses. izin pertambangan melalui
lelang.?*’ Il\ @walﬁ

—
Pada November 2014, draf RUU tersebut dirilis untuk

mendapatkan komentar publik. Pada 12 Januari 2015, Ordonansi

236

235 D, Padmalal; K. Maya (2014). Penambangan Pasir: Dampak Lingkungan dan Studi
Kasus Terpilih . Peloncat. p. 128. ISBN 978-94-017-9144-1. Diakses tanggal 9 Maret 2021.

237 Alyson Warhurst; Maria Ligia Noronha (17 September 1999). Kebijakan
Lingkungan di  Pertambangan:  Strategi dan  Perencanaan  Perusahaan.CRC
Press. p. 296. ISBN 978-1-56670-365-9. Diakses tanggal 9 Maret 2021 .
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Amandemen Tambang dan Mineral (Pengembangan dan Peraturan), 2015,
telah disetujui oleh Presiden India . Itu adalah peraturan ketujuh oleh
pemerintah Aliansi Demokratik Nasional sejak mengambil alih kekuasaan
pada Mei 2014. RUU untuk menggantikan peraturan diperkenalkan di

Parlemen pada tanggal 23 Februari 2015.

Pada 16 Mei 201Agung India membatalkan lisensi
al / - Ta ini
.

26 tambang di n

berope

H
)iy menbica rencaa lelane
\ - & z 1 -
tersebut berug Mléﬁ{“#Q&&!zl%

il
izin pertambangan. Persentase tetap dari pendapatan setiap tambang akan
dialokasikan untuk pengembangan daerah sekitarnya, yang disebut

Yayasan Mineral Kabupaten. Pemerintah negara bagian akan menetapkan

239

238 Naveen Patnaik mengakali Pusat masalah lelang tambang" . DNA India . 6 Januari
2015 . Diakses tanggal 9 Maret 2021
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tarif dan itu akan menjadi tambahan pada royalti. Badan Eksplorasi
Mineral Nasional akan dibentuk untuk mengeksplorasi dan
mempromosikan mineral non-batubara. Ini akan memiliki dana awal
sebesar [J 500 crore dan akan didanai oleh retribusi 2% dari pemegang

izin pertambangan.

baiy.untuk prospek -cum-

(}\\\\\ an dan calon
i \

&
heli. 1 2in| pertambangan) akan fdilefs tuk mineral yang
- ; L] I L1}
tidak  diberit Mluﬁﬂ’@mﬂ:‘? 1$-penambangan

el
diperlukan. Amandemen tersebut akan membuat penambangan ilegal ,

akan

pelanggaran dan pelanggaran norma, pelanggaran yang dapat

dipertanggungjawabkan dihukum dengan 2 tahun penjara dan / atau
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denda. Pemerintah negara bagian akan diizinkan untuk mendirikan

pengadilan khusus untuk persidangan semacam itu.24

Pada Januari 2015, setelah peraturan ditandatangani, kelompok
lobi industri pertambangan Society of Geo-scientist and Allied
Technologists (SGAT) mengatakan bahwa prospek -cum- mining tidak

berguna karena tidak ada yang-akan mengajukan izin semacam itu kecuali

mereka telah mene} bukti dengan mencari terlebih

-
£
a0 a iVialre 18g

W
a | mengatakarr fahwalketenttan suku - suku yang
i\ - ; L] 1 L1}
) *‘“ﬂ'L'fJg I@?‘-#@fﬂﬁflﬁ? apathydari BJD juga

—/2
menyuarakan keprihatinan serupa. Masa berlaku izin dikritik karena

terlalu lama 50 tahun.

240 yUsulan RUU ranjau untuk hukuman berat bagi pelanggar” . Live Mint. 18
November 2015 . Diakses tanggal 9 Maret 2021 .

241 "L S Melewati RUU Pertambangan dan Mineral di Tengah Pengunduran Diri
Oppn" . The New Indian Express . 4 Maret 2015 . Diakses tanggal 9 Maret 2021
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Kabinet Persatuan India menyetujui amandemen pada Maret 2016.
Amandemen tersebut akan memungkinkan pengalihan sewa penambangan
yang tidak diberikan melalui lelang. Pengalihan sewa penambangan, yang
diberikan selain melalui lelang, akan memungkinkan merger dan akuisisi

perusahaan dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi perusahaan untuk

meningkatkan profitabiliturunkan biaya perusahaan yang

a0 ri sewa penangkaran. Ketentuan

of T ¥ Sople’ f China merupakan

ketentuanlllk ; Er! N l '_ﬁ 5 !’ !m ﬂ of: II; tanggal 19 Maret
N\ el goniplelinela /|

1986, dan rﬁ fek Oktober 1986. Undang-
—

undang mineral ini terdiri atas 7 chapter atau bab 50 pasal atau

Mineral Re

artikel 2#2Cina adalah produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia
dan merupakan pengguna listrik turunan batubara terbesar. Pangsa

batubara dalam bauran energi menurun selama 2010-an, turun dari 80%

242 The Christian Science Monitor. Pembangkit batu bara baru mengubur
'Kyoto' Diarsipkan 2007-12-15 di Wayback Machine . 2 Maret 2021.

280


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhi_SmEKFZsf1I4B1afBoAgZiXCacA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coal&usg=ALkJrhgbCCSTNlYbKlPxQXxHlo5KWlHygA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Energy_policy_of_China&usg=ALkJrhgH0HBHK3FRaUIuQL87kIN19cQQFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://www.csmonitor.com/2004/1223/p01s04-sten.html&usg=ALkJrhjuhdDmiHnXNCB7_lEnlxxtZmO-mQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://www.csmonitor.com/2004/1223/p01s04-sten.html&usg=ALkJrhjuhdDmiHnXNCB7_lEnlxxtZmO-mQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://web.archive.org/web/20071215040241/http://www.csmonitor.com/2004/1223/p01s04-sten.html&usg=ALkJrhhZwoN-vkjjshJru95SOvdFtiyQxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine&usg=ALkJrhglq9tk7R0G7GvxZ4wQlqFahfVgdw

pada 2010 menjadi 57,7% pada 2019. Pintu masuk ke tambang batu bara
kecil di Cina, 1999 Pengiriman batu bara sedang berlangsung di Cina,
2007 Konsumsi listrik secara keseluruhan terus meningkat pada tahun
2010-an, dan pembangkit listrik tenaga batu bara dibangun untuk

membantu  memenuhi  permintaan.  Tetapi untuk  membatasi

laju pembangunan pemba'strik tenaga batu bara, Administrasi

Energi Nasional pada_ embatalkan izin pembangkit listrik

ehU: y m.g herhz a Januari 2020. \
UNISSULA
L1 e ; L] 1 L1}
) MI& Aobelaeela. gun pembangkit listrik

\ —
tenaga batu bara di negara lain.?** Hingga akhir 2014, China memiliki 62

miliar ton antrasit dan bituminus, serta 52 miliar
ton batubara kualitas lignit . China menempati urutan ketiga di dunia

dalam hal total cadangan batu bara di belakang Amerika

243 "Laporan singkat analisis negara: China" . Administrasi Informasi Energi . Agustus
2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-11 . Diakses 02 Maret 2021 .
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Serikat dan Rusia . Sebagian besar cadangan batu bara terletak di utara
dan barat laut negara itu, yang menimbulkan masalah logistik yang besar
untuk memasok listrik ke daerah pesisir yang lebih padat

penduduknya. Pada tingkat produksi saat ini, Cina memiliki cadangan

selama 30 tahun.

China terletak

2besar 20 juta

h 79 tahun.

. Ini kaya akan

Dalam

¥ /
3 “E." M ! ﬁ' 5 ':u' lr.. ﬂ " juta ton diproduksi
\ artllwl/ '@leawml.e- /-
pada tahun 20 2 ayah ini ke pelabuhan

laut di pantai China telah membebani jalan raya seperti China National

Highway 110mengakibatkan kemacetan dan penundaan lalu lintas yang
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kronis. Pada 2015, penurunan harga batubara mengakibatkan PHK di

tambang batubara di timur laut.?*

C. Rekontruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor

pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan

Nomor 4 tahun 2009 tent

1.Konstr /’:('r/ t ’ f (IPPKH) bagi

E f j ibkan mendapatkan

izin mentl K3 Nasi

UNI?DSUI-A

a lengkap klausul dalam

Pasal 38 ackjH

!

(1) Penggunag gan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung.
(@ Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

244 gpencer, Richard "Pollution  membunuh  750.000 di China setiap
tahun™ Diarsipkan 2013-11-17 di Wayback Machine The Telegraph UK, 2 Maret 2021
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(3 Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan
melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian lingkungan.

@ Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan

pola pertambangan te

rbuka

sebelum L xhun 1999 -.'w:.. Kante KI izin pertambangan di
UNISSULA
masa pemerif ?tﬂ-’n&ﬂﬂ@ﬁbwle

ahun 2004, terdapat 13
perusahaan yang di perbolehkan menambang kawasan hutan lindung secara
terbuka. Pemerintah Indonesia yang diwakili instansi pemerintah atau
perusahaan negara yang ditunjuk telah menandatangani perjanjian karya
pertambangan dengan 13 Perusahaan pertambangan tersebut, sebelum

diberlakukan UU Nomor 41 tahun 1999.
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Konstruksi Hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, definisi penggunaan
kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi

bersifat korﬁf'l1 ?‘:M Iébiﬁ'buﬂl.nq:!c',ﬁ

i
|
Tujuan—penggunaan—kawasan—hutah—berdasarkan Pasal 2 untuk

mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Objek pinjam pakai kawasan hutan
dalam Pasal 3 ayat (1) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan di dalam:
(a) kawasan hutan produksi; dan/atau (b) kawasan hutan lindung. Pasal 3 ayat

(2) penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian
lingkungan.

Izin penggunaan kawasan hutan Pasal 6 (1) penggunaan kawasan
hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, ketentuan ayat

(2) mengatur kompensasi pinjam

kawasan hutan. Ketentuan Pasal 1 (8)

pseng, alang-alang, atau semak

0{:\“ juga diberikan
7

f

W
UNISSULA
0 :T':*’L!.{;t!f H@,‘; kawasan-tutan diatur dalam Pasal 9 ayat (2):

permohonan I"harue—memehﬂ ipe

Permohonan diajukan oleh: (a). menteri atau pejabat setingkat menteri; (b).

yaratait—adfimistrasi; dan teknis. Syarat

gubernur; (c). bupati/walikota; (d). pimpinan badan usaha; atau (e). ketua
yayasan.
Sebelum diterbitkan izin pinjam pakai maka diterbitkanlah persetujuan

prinsip berdasarkan Pasal 10 (1) : berdasarkan permohonan menteri
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melakukan penilaian. Pasal 10 ayat (2) dalam hal hasil penilaian jika
menunjukkan  permohonan  tidak memenuhi  persyaratan, menteri
menyampaikan surat penolakan. Ketentuan ayat (3), dalam hal hasil penilaian
menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan
persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin

pinjam pakai kawasan h

memenuhi persyaratan seha dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan

an ayat (4) dalam hal permohonan

“ N H ﬁvﬁ U L ﬂ pada ayat (1) memuat
::l"#l#’!ig!',}"_’ﬂ iﬁﬁbﬁﬂwhﬁ ajiban bagi pemegang izin

i
prinsip adaIaII:E :
a. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan

kompensasi serta proses pengukuhannya;
b. melaksanakan inventarisasi tegakan;
c. membuat pernyataan kesanggupan membayar Penerimaan Negara Bukan

Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam
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rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dalam hal kompensasi berupa
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan
Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai;

d. menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan kawasan hutan,

dalam hal kompensasi berupa lahan; dan

&P
UNISSUL A

AT (1 P T R
melakshj t"l’."ﬂ:lwﬂ;‘;! _;;_(?E'_;FJ“:'-_,‘-:' IS¢

e. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang
dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan
f.  melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15

berdasarkan ketentuan pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 23 dikenali
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sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

Larangan bagi pemegang izin pinjam pakai Pasal 17 pemegang izin pinjam

pakai kawasan hutan dilarang :

a. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain
tanpa persetujuan menteri;

b. menjaminkan atau mengagunkan kawasan hutan yang dipinjam pakai

kepada pihak lain. .

i
Indangan. Ketentuan

i
i

untuk kegiatan yang

in pinjam pakai kawasan
hutan dievaluasi oleh menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan. Ketentuan ayat (5) dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan
kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam

pakai kawasan hutan dicabut.
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Kewenangan pengawasan berdasarkan Pasal 19 (1) menteri melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap:
a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan;
b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan
C. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Hapusnya izin penggunaan kawasan hutan berdasarkan Pasal 20 (1)

persetujuan prinsip pe ggi'.w/ San-hutan sebagaimana dimaksud dalam

it ﬂ%’bﬂiﬁ; NLiawasan hutan sebagaimana

Pt

¥

utan atau izin

pinjam pakai kawasan

&
hutan ke T"::ﬂ’!"ﬁe!fl@:}&l'ﬂ}m;mh& DEra

)\

tertulis; atau

khir dengan pernyataan

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan
Hutan, hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai

kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:
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a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
atau reboisasi pada lahan kompensasi;

c. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang
dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan;

d. membayar penggantian ni

an, dan provisi sumber daya hutan,

dan/atau dana rebois as an ketentuan peraturan perundang-
izin pinjam pakai

zin pinjam pakai
rJ‘adaan barang tidak

P

dipinjam pa “ N i ﬁvﬂ “ i—ﬂ annya ditentukan sesuai

dengan '1 .%Mmﬂl!grém "-M@MEM jan.  Ketentuan teknis

awasan hutan yang

pertambangan-—¢i—kawasar i -di—tingkat—menteri kehutanan sangatlah
dinamis, perubahan sangat cepat berganti, namun secara umum Kketentuan
teknis tersebut berorientasi untuk memfasilitasi pertambangan beroperasi di
kawasan hutan. Ketentuan perlindungan lingkungan dan ekologi diatur namun
terkesan sangat lemah. Sehingga regulasi ditingkat menteri lebih melancarkan

eksploitasi pertambangan di kawasan hutan.
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Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam
klausul menimbang huruf (b) sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan

P.16/Menhut- 11/2014 tentang

Peraturan Menteri Kehutanan-.Nomor :
.'- an adalah “bahwa dalam rangka

&2
UNISSULA ‘huruf b pada unsur

W\ ?”ﬂ:!':-\-\f,y | iﬁﬂbﬂguhuh giinaan hutan menyiratkan
(UK—menata—kembali dan mengendalikan
penggunaan Yyang sudah ada. Sedangkan pada unsur ketiga seolah
pemikirannya menjadi bertolak belakang karena menginginkan percepatan
pelayanan penggunaan kawasan hutan. Pengendalian mengandung unsur
kehati hatian, sedangkan percepatan cenderung mengarah efisiensi yang

seringkali meninggalkan prinsip kehati-hatian.

292



Definisi 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada Pasal 1 angka (8)
PMK Nomor : P.16/Menhut-11/2014, izin pinjam pakai kawasan hutan adalah
izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1),

penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan

Pa ; 34 an.untuk Pertambangan dalam
kel ’ Soilo 0"{@ ilakukan di kawasan
%
satu : ——— fdg {%r r. dapat dielakkan.

o

f
/merupakan salah

an yang diperbolehkan
/

&g .
UNISSULA ”ga“”-

na Fﬂ"l«rg,fl@ﬁbmwﬂg:m gan pembangunan di luar
eE‘E":‘—e"‘:"‘!" untuk kegiatan yang
mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
(@ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata

rohani;
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b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral,
batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;

c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi
energi baru dan terbarukan;

Menurut ketentuan Pasal 5, kawasan hutan yang dapat dilakukan

kegiatan pertambangan adalah n hutan lindung dan hutan produksi.

Namun terdapat batasq an penambangan di kawasan hutan dan

“ N i ﬁi'!‘.ii u L ﬁ ambangan bawah tanah
?:’“Umfléf_‘;ﬂhlwaup nya permukaan tanah; (b)

berubahnya fufig permanen; dan (c) terjadinya
kerusakan akuiver air tanah. Khusus bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di
bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
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dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di
kawasan hutan lindung.

Kedua : menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) kawasan hutan produksi
yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi
ekosistem dalam hutan alam, tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan
hutan untuk kegiatan perta_ angan. Sedangkan ayat (2), kawasan hutan

produksi yang diperuntuki a)..daerah penyangga yang berbatasan

“ /
GNISSULA ikan menurut Pasal 13
Hﬁ!-l.-g@f ! éﬂ"!‘_,-'lhmw /ang bersifat vital, yaitu:
panas bumi, miifya Istrikan; serta permohonan
yang telah mendapat persetujuan prinsip dari menteri dan perpanjangan izin
penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang
Keempat : larangan penerbitan IPPKH menurut ketentuan Pasal 13

ayat (3) huruf (a) untuk pertambangan di kawasan hutan produksi yang telah

dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam
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hutan alam, tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan. Kawasan hutan produksi yang diperuntukkan sebagai
daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung
dan/atau kawasan hutan konservasi; serta hutan produksi yang areal izin

pemanfaatannya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, areal sistem

silvikultur Intensif, atau emanfaatan yang telah memperoleh

]

u N i EE... U Lﬁ. / kah dapat berlaku pula

'%,*ﬂnipdf'éi- me teri-setelah berlakunya PMK. Dalam
|

ketentuan ini klausutnya-tidaklah jelas, sehingga-dapat ditafsirkan berlaku izin

prinsip bagi yang telah ada.

Tabel 2
Kawasan Hutan Yang Menjadi Objek

Kawasan Hutan yang dapat
Diterbitkan IPPKH Pertambangan

Kawasan Hutan yang TIDAK dapat
Diterbitkan IPPKH Pertambangan
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a. Hutan Produksi
- penambangan dengan pola
pertambangan terbuka;

- penambangan dengan pola

pertambangan  bawah tanah

(Pasal 5 ayat 1)

a. Hutan produksi
yang telah dibebani lzin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Restorasi Ekosistem dalam hutan alam.
Pasal 13 ayat (1)

b.Hutan Lindung

b. Hutan Produksi

yang diperuntukkan sebagai daerah
penyangga yang berbatasan langsung

dengan kawasan hutan lindung dan/atau

sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999
jo. UU No. 19 Tahun 2004

areal izin pemanfaatan yang telah
memperolehsertifikat
pengusahaan/pemanfaatan hutan secara
lestari (PHPL)
“baik”;(Pasal 13 ayat 2)

dengan nilai

d. Hutan Konservasi

Tidak dapat diterbitkan izin
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pertambangan

Sumber : UU Nomor 5 Tahun 1990, UU 41 Tahun 1999 jo. UU 19
tahun 2004, Keppres 41 tahun 2004, PMK Nomor :
P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan

Subyek yang dapat mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan

berdasarkan Pasal 14 ayat (1) adalah : menteri atau pejabat setingkat menteri;

&3 /
ertambanga 3 n pemanfaatan hutan
\ UNISSULA /
a dimaksud padaayat S iz jam pakai kawasan hutan
-. 1 —-L‘-!.g Q" L}ML@»/

1 K
———r

yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (s epuluh perseratus) dari luas
kawasan hutan produksi kabupaten/kota yang tidak dibebani izin pemanfaatan
hutan. Pasal 11 ayat (3) luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan
pertambangan pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan paling

banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kesatuan pemangkuan hutan

Perum Perhutani. Ketentuan Pasal 11 ayat dalam hal permohonan penggunaan
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kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan
lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan
paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kelompok hutan lindung
yang bersangkutan.

Tabel 3:

Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Luas Maksimal

uh perseratus) dari luas

hutan produksi

3 perseratus)  dari
...... as kesatuan pemangkuan hutan
Perum Perhutani
4 Hutan Lindung 10% (sepuluh  perseratus) dari

luas kelompok hutan lindung yang

bersangkutan

Sumber : PMK Nomor : P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
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Pada ayat (5) ketentuan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) antara lain
dengan mempertimbangkan: pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan
kawasan hutan.

Ketentuan pengecuallan entang luas izin pinjam pakai dalam Pasal 11

n dan opera3|

pinjam pakai

e o
U “ ﬁ S s u i ﬂ zinan/perjanjian lainnya

yang telah dite hitkan « o' L_goﬁL“ sesual kewenangannya, kecuali untuk
kegiatan yan dak wajil efizinan/perjanjian; (c) rekomendasi; (d)
pernyataan dalam nota akta riil; () dalam hal permohonan diajukan oleh
badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf d ditambah persyaratan: akta pendirian dan
perubahannya; profile badan usaha/yayasan; nomor pokok wajib pajak; dan

laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
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Syarat teknis, meliputi : (a) rencana kerja penggunaan kawasan hutan
dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi
tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon; (b) citra satelit
terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15

(lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang

‘-;F' n yang kurang
>

A D U UKL-UPL yang

“Nlﬂgwlﬂ / ektur jenderal yang
n“"l-l.-mf ) 1,;;;0"'“‘;_: l.-,C\.lLLLAL / energi dan sumber daya

giatan—pertambangan yang diterbitkan oleh

gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi

antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang
berasal dari WPN dan pola pertambangan;

Rekomendasi sebagai syarat izin diperlukan dari : (1) gubernur untuk

pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang
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diterbitkan oleh bupati/walikota dan pemerintah; atau (b) bupati/walikota
untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan
yang diterbitkan oleh gubernur; atau (3) bupati/walikota untuk pinjam pakai
kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya.
Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana memuat persetujuan

atas penggunaan kawasan hutan. yang dimohon, berdasarkan pertimbangan

epala dinas kabupaten/kota yang

‘}ﬁenteri. Kewenangan
/

pemberiall' g i"-;:ml ULA grian izin pinjam pakai
kawasan hutan: berdas j ‘WH mul,ﬂ diberikan oleh menteri

pertambangan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai
strategis, berdasarkan ketentuan Pasal 10 adalah: penggunaan kawasan hutan
untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta
bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan

setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kriteria
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penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernilai strategis yaitu:
a) pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan
Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara
(WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;

b) persetujuan Dewa iakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada

huruf a, merupakar grian izin pinjam pakai kawasan hutan di

seluruh W \ Izin Usaha Pertambangan

‘k

&2
UNISS “ LA asan Hutan, berdasarkan

ketentuan Pas f‘!.,"‘!rl*\‘r_jj i&;ﬁbl'&, L alian penggunaan kawasan

hutan pemb egiatan operasi  produksi
pertambangan dapat diberikan secara bertahap. Sedangkan pada ayat (2)
mengharuskan adanya evaluasi atas penggunaan Kawasan hutan sebelumnya

sebagai dasar pertimbangan pemberian izin pinjam pakai tahap kedua dan

selanjutnya.
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Tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur
dalam PMK ini melalui tahap izin survey atau eksplorasi dan dapat
dilanjutkan ke tahap persetujuan prinsip, setelah memenuhi persyaratan dapat
diberikan IPPKH. Tata cara permohonannya yaitu : Pasal 25 (1) berdasarkan

pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud 20, pemegang persetujuan prinsip
- ‘,/ﬁ\\

penggunaan kawasan i bkan permohonan izin pinjam pakai

L
UNISSULA
::lf"”uu.yléﬁhm*;mf‘m elah memenuhi seluruh
kewajiban, dE ekiur jendera A-fangkawaktd-paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan
berikut peta lampiran kepada sekretaris jenderal. Ketentuan ayat (5), sekretaris
jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan

304



konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada
menteri. Sedangkan ketentuan ayat (5), menteri dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan
hutan.

Diversifikasi  dimungkinkan menurut ketentuan ini. Hal ini

n,.*‘ﬂ tindih penggunaan kawasan.

menunjukkan kemungki

“ N r. 5‘3 u L ﬁ baru, serta revisi rencana
kerja yang '11 : ;fu.@}f | WE'M»,& yaru. Ketentuan ayat (3),

menteri dalam-jangkea waktupalinglama15-(Hma belas) hari kerja setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan
direktur jenderal untuk melakukan penilaian. Ketentuan ayat (4) direktur
jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
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a. menyampaikan usulan perubahan Keputusan izin pinjam pakai kawasan
hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam  hal
permohonan memenuhi persyaratan; atau

b. atas nama menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan

tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 25 ayat (6) terd_ mohonan penggunaan kawasan hutan

Q) |f|ka5| penggunaan kawasan hutan

Sic

at (1) “persetujuan prinsip
penggunaan kawasaf an—diberikar aima (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.” Sedangkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan
survei dan eksplorasi sesuai ayat (2) diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang. Sesuai Pasal 40 ayat (3) huruf (a), izin pinjam pakai kawasan

hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan
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minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan

prasarana; diberikan sama dengan jangka waktu perizinan dibidangnya.
Jangka waktu pemberian IPPKH, memberikan peluang untuk usaha

pertambangan di kawasan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang cukup.

Ketentuan ini memberikan kemudahan dengan adanya peluang perusahaan

i

pemegang izin untuk memper zin yang telah diperoleh sebelumnya.
|zin bagi prasarana transpg j-tidak dikategorikan sebagai prasarana

u N “ Bvﬁ u L h Imbali secara sukarela
Hﬁ.’:-'.m;hﬂ& 151p penggunaan kawasan hutan atau pemegang
IPPKH kepa menteri sebe .-e":-!‘!‘:""!-! dengan pernyataan
tertulis; (4) izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP Eksplorasi) atau izin
usaha pertambangan operasi produksi (IUP-Operasi Produksi) atau perizinan
di bidangnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.

Implikasi dari hapusnya izin bagi pemegang IPPKH sebagaimana

diatur dalam Pasal 48 adalah : (1), hapusnya izin pinjam pakai Kawasan hutan
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tidak membebaskan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
menyelesaikan kewajiban dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. Ketentuan
ayat (2) pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47, keberadaan barang tidak bergerak maupun tanaman
yang telah ditanam dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi

ak menjadi milik pemegang izin. Ketentuan

milik negara; dan barang berge

¥
ﬂﬂlﬁéﬂi.ﬂ

Penﬁg";1 i ﬂ‘:ﬂLLj F@ adgl_ '“E':q,ﬁ[. an secara khusus pertama
kali diatur
64/kpts/DJ/1978 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan SKB Menteri
Pertambangan dan Kehutanan. Ketentuan tersebut memberlakukan untuk
pertama Kkali istilah pinjam pakai dengan obyek hutan untuk kegiatan

pertambangan.
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Ketentuan persetujuan Pinjam pakai Kawasan hutan di berikan dalam
bentuk 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diatur dalam Pasal
38 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang di ubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004
Tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (PERMENHUT)
P.14/Menhut/11/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai

Kawasan Hutan Jo P.64/Menhut/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 tentang

sal 2, pasal 8 ayat 3, pasal 13 ayat 2

w N ﬂ s‘uﬁ U Lﬂ. administrasi, dengan
konstruksi p| Gin-pakal _ﬁy' '.LF"L“'lU A.fl.ﬂ.e e / hukum perdata. Kedua
are ‘( m yang berbeda.

Menurut Ridwan, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan
oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara

yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.>* 1zin menurut

245 Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara, Mandar Maju, Bandung.
Halaman : 11
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Sjahran Basah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang
mengalikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun unsur-unsur perizinan meliputi : Instrumen yuridis,
wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan, organ pemerintah,

peristiwva konkret, prosedur dan persyaratan. Menurut pendapat Sjahran

0 z;pan izin merupakan
“ N “ s'i... “ LA um maka harus ada
wewenang e Eé?f—’m?’éﬁ‘-b&ig@@,@ dang-undangan atau harus

\ . A/
berdasarkan wewenang. Tindakan-hukui-ita-menjadi tidak sah oleh karena itu
dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena
tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak

sah. Unsur ketiga adalah organ pemerintah, yang dimaksudkan yaitu organ
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yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat
daerah, dari badan tertinggi hingga badan terendah berwenang memberikan
izin.

Unsur keempat adalah prosedur dan persyaratan. Izin pada umumnya

harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh

¥
JNISSULA

Flﬂuﬂ!g!iﬁ?&i&imﬁ&ﬂckh )/ Undang-undang Hukum

H-Pifjai-Pakat-yang diatur dalam Bab XIlI
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 1740 Pinjam pakai
adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu
barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat
bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah

lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu. Berdasarkan
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definisi pinjam pakai menurut KUH-Perdata, maka konstruksi hukum pinjam

pakai adalah :

a. Bentuk konstruksi hukum pinjam pakai adalah konstruksi perjanjian,
dalam perjanjian kedudukan hukum para pihak setara.

b. Pinjam pakai merupakan perjanjian dalam nama pihak yang satu

menyerahkan barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain.

K/musnah karena

U N i S"ﬁ u i ﬁ. e reklamasi tidak akan

i 4L 0by; @‘F!-’mlﬁ'
am pakai diatur dalam Pasal
1741 KUH-Perdata yaitu orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik
mutlak barang yang dipinjamkan itu. Pasal 1742 KUH-Perdata, segala sesuatu
yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat

menjadi pokok perjanjian ini.
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Pewarisan terhadap objek pinjam pakai diatur dalam Pasal 1743.
Semua perjanjian yang lahir dan perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli
waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Akan tetapi jika
pemberian pinjaman dilakukan hanya kepada orang yang menerimanya dan
khusus kepada orang itu sendiri, maka semua ahli waris peminjam tidak dapat

tetap menikmati barang pinjaman.itu.

U N i 5 S... u iL ﬁ epentingan yang telah

t 3:*!!»'4,}}!@#{;@.4&@ mpang dari larangan ini,

ada alasan untuk itu. (Pasal 1744)

2) Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lama atau lebih
lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas
musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan

oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja.
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3) Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak

6)

7)

disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan
jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak
mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa
termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya,
maka peminjam Waji bertanggung jawab atas musnahnya barang

itu.(Pasal 1745)

u dipinjamkan maka
peristiwa yang

ali kalau telah

man barang itu, dan

Go . :
U N i g ﬁi “ L ﬂ. dak bertanggung jawab
atas be t;ltﬂ'!-wg’f:_‘ist@bf&i.m#.
Jika pemakai-telah-mengeluarkan biaya-untuk dapat memakai barang
yang dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut
diganti.(Pasal 1748)
Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka

mereka masing-masing wajib bertanggung jawab atas keseluruhannya

kepada pemberi pinjaman. (Pasal 1749);
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4) Kewajiban-Kewajiban Pemberi Pinjaman
Kewajiban yang lahir dari perjanjian pinjam pakai menurut ketentuan

KUH Perdata bagi pemberi pinjam pakai adalah :
1) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang
dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan, atau

dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila

f ., elah atau dianggap telah selesai

3‘-‘ SMDETNP lr“. b
|| UNISSULA

3) Jika! dalam- J-nk'i,ﬁb‘lg.l.;;.mh aNg pinjaman itu pemakai

terpaksa-mengeluarkan-biayayahg-sangat-perlu guna menyelamatkan
barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai
tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman,
maka pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya itu (Pasal 1752)

4) Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian

rupa sehingga pemakai orang itu bisa mendapat rugi, sedang pemberi
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pinjaman harus bertanggung jawab atas semua akibat pemakaian

barang. (Pasal 1753).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1741, orang yang meminjamkan itu tetap
menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan. Ketentuan tersebut berbeda
dengan konstruksi hukum, yang mengatur bahwa Negara menguasai kawasan

hutan bukan sebagai pemilik _mutlak kawasan hutan yang menjadi barang

o

an, Pasal 20 ayat (1)
ak pinjam pakai kawasan
hutan sebagai “.....pemegang izin pinjam pakai.” Sedangkan pada Pasal 17
menggunakan istilah “perjanjian” pinjam pakai kawasan hutan. Ketentuan
ini menunjukkan tidak konsisten dalam penggunaan istilah antara
penggunaan izin dan perjanjian yang secara konstruksi hukum berbeda.

Nampaknya perumus regulasi ini menggabungkan dua konstruksi hukum
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yaitu konstruksi izin dan konstruksi perjanjian untuk mengatur
pertambangan di kawasan hutan.
. Penggabungan antara konstruksi izin dan perjanjian.
Penggabungan konstruksi hukum izin dan konstruksi hukum
perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Izin merupakan

produk administrasi negara.yang menempatkan posisi pemegang izin

“ N ﬁ Sv.s u L ﬁ. angan dengan konstruksi
Fnﬂi‘;,f;‘léﬁ‘;;lm“]h b Undang-undang Hukum

menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada
pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah
memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan

mengembalikan barang itu.
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Berdasarkan ketentuan tersebut nampak persoalan yaitu penyerahan
barang untuk dipinjam pakai dasarnya adalah cuma- cuma, artinya pemilik
barang tidak boleh mengenakan tarif tertentu dalam hubungan hukum
“pinjam pakai”. Sedangkan dalam konsep pinjam pakai kawasan hutan,
pemegang pinjam pakai atau pihak pengusaha pertambangan dibebani

berbagai kewajiban keuangan_berupa royalty, landrent, serta iuran-iuran

/ k pertambangan
1740, syarat dalam
13 :barang itu setelah
ang ditentukan akan

izilf , éﬁt&&t}_@'ﬁmb_x penggunaan kawasan hutan
memakai ‘konstruksi-pifjam meminjam-seperti saat meminjam, tentu hal
ini berbeda dengan kawasan hutan yang dipinjam untuk pertambangan,
pengembaliannya tidak dalam kondisi yang sama. Bahkan kekayaan alam
yang berupa keanekaragaman hayati kawasan hutan sebagai obyek pinjam

pakai akan hilang dan tidak akan kembali seperti semula. Awal

peminjaman berbentuk hutan setelah kembali berbentuk padang tandus
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dan lubang raksasa yang tidak ada lagi kekayaan keanekaragaman hayati.
Sehingga penggunaan konstruksi hukum pinjam pakai kawasan hutan bagi
pertambangan batubara tidak tepat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1741 orang yang meminjamkan itu tetap

menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu. Ketentuan tersebut

berbeda dengan kons kum pertambangan, yang mengatur bahwa

' ﬁan ini. Ketentuan

onstruksi perjanjian

UNI?D‘:“UL‘& ah segala sesuatu yang
nakai o120 oy Hidek dapat mushat

Dalam konteks perjanjian

-/ ekayaan keanekaragaman
hayati penting. Sehingga penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan
tidak dapat menggunakan konstruksi hukum perjanjian pinjam pakai.

. Kesesuaian dengan definisi Izin Pinjam Pakai. Izin pinjam pakai kawasan
hutan menurut ketentuan Pasal 1 (8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.16/Menhut-11/2014 adalah izin yang diberikan untuk menggunakan
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kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Definisi “tanpa mengubah fungsi” nampak secara faktual tidak sesuai
dengan kondisi dan situasi kawasan hutan yang dipergunakan

pertambangan batubara secara terbuka. Ciri pertambangan terbuka yang

WUii 5:; JLA |/ pihak pertama dalam

Keterkuaﬁ—pfﬁﬁm—pa al ‘habis-thHah-yahg di adopsi dalam kawasan

hutan dibebankan kewajiban penyediaan lahan kompensasi atau lahan
pengganti bagi areal pertambangan yang dikategorikan tidak dapat
dipulihkan. Namun dalam ketentuan nya terdapat penyimpangan karena

jika perusahaan pertambangan tidak mampu menyediakan lahan pengganti
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maka dapat diganti dengan sejumlah uang. Ketentuan penggantian uang
tidak sesuai dengan kosntrusi pinjam pakai habis.

Kompensasi pinjam pakai berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 12/Menhut-11/2004 tentang penggunaan kawasan hutan lindung

untuk kegiatan pertambangan Pasal 9 (1) izin pinjam pakai kawasan hutan

lindung dikenakan kompeupa menyediakan dan menyerahkan

Ui "SUI.A

- {"!;,JLLLI! l.‘..'&' ?_, all ﬁh

S kawasah hutanh urang dari 30% dari luas
daratan, areal kompensasinya seluas dua kali kawasan hutan yang
dipinjampakaikan. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya 30% dari
luas daratan atau lebih, areal kompensasinya seluas kawasan hutan yang

dipinjampakaikan.
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Lahan kompensasi sulit dipenuhi perusahaan karena tidak ada lagi
lahan kosong non hutan yang belum ada peruntukannya. Selain wilayah
pertambangan yang sudah sangat luas alokasinya. Ketentuan keberadaan
lahan kompensasi menyiratkan kesadaran penyusun peraturan bahwa
pertambangan di kawasan hutan lindung akan menghilangkan kawasan

hutannya akibat pemakaian pe

Pasal 1755, berdase anjian tersebut, orang yang menerima

pinjam i | ak ba Sinjaman itu, dan bila barang ini

I

telah  dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan
mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi
pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman
itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah

mempertimbangkan keadaan.
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d. Pilihan alternatif konstruksi hukum penggunaan kawasan hutan
untuk pertambangan
Beberapa alternatif pilihan konstruksi hukum penggunaan kawasan
hutan untuk pertambangan vyaitu: konstruksi hukum sewa-menyewa,
konstruksi hukum pinjam pakai habis, serta konstruksi hukum perizinan.

5) Pemberian hak penambangan di kawasan hutan melalui konstruksi

o
B
OV

¥
UNISSULA
b. Kewajiba T’t“"ut_{,!:lf éﬁth
menyewakan—wajib untuk menyerahkan
barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala- galanya.
Selama waktu sewa, ia harus menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan yang perlu dilakukan pada barang yang disewakan,

kecuali pembentukan yang menjadi kewajiban penyewa.”
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2. Pasal 1552, Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa
terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangi
pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri

tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-

cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka

pihak yang menyeemberikan ganti rugi.

@
UNISSULA
d -nﬁ!n!-e'.%jl@?@lﬁw&ml;;u

barang sewa itu, hal ini tidak mengurangi hak penyewa untuk
menuntut sendiri orang itu.

Hak dan kewajiban penyewa
Pasal 1557, Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya

karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang
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bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut
perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara
sah kepada pemilik.

Pasal 1558, “Jika orang-orang yang melakukan perbuatan- perbuatan

tersebut menyatakan bahwa mereka mempunyai suatu hak atas barang

yang disewakan, atau - ewa sendiri digugat untuk mengosongkan
disewa atau untuk menerima

w H i ﬁiz'. u iL & I' melepaskan sewanya

?tq__.u-e,? liﬁL&&Wmm an persetujuan sewa dan
sedangkan pihak yang
menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan
ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami
sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri
menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam

persetujuan.
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Penyewa harus menepati dua kewajiban utama (Pasal 1560):
kewajiban pertama: memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah
tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan
sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, keadaan; kewajiban

kedua: membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

et
UNK &"r SULA
pembetulg Fﬂ:ﬂ-l.@,:';ﬂ @,{EIQE il

!

maka penyewa

disebabkannya, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-
pembetulan itu ia terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang
disewakan. Tetapi jika pembetulan-pembetulan itu berlangsung lebih lama
dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut

banyaknya waktu yang tersita dan bagian barang sewa yang tidak dapat

326



dipakai oleh penyewa. Jika pembetulan-pembetulan sedemikian rupa
sifatnya, sehingga barang sewa yang perlu ditempati oleh penyewa dan
keluarganya tak dapat didiami, maka penyewa dapat memutuskan sewanya.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggunaan kawasan hutan
untuk pertambangan tidak dapat dengan konstruksi sewa- menyewa,

karena berdasarkan batasan- obyek sewa menyewa yang tidak dapat

enyewaan sedangkan aktivitas
‘h a

w N H f"";'ﬁ u i—ﬁ. ahyatau mengurangi harga
li-dala gl_.y I'@u‘i‘nb me nurut ketentuan-ketentuan.”

aitg' disewa untuk suatu tujuan

yang lain dengan tujuan yang dimaksudkan atau, pada umumnya, jika ia
tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam persetujuan sewa dan karena
itu timbul suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan. Maka pihak itu
berhak untuk menuntut pembatalan sewa menurut keadaan, serta

penggantian biaya, kerugian dan bunga.
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Pasal 1590, semua penyewa tanah diwajibkan menyimpan hasil- hasil
tanah di tempat penyimpanan yang telah disediakan untuk itu. Pasal
1591, penyewa tanah diwajibkan, atas ancaman penggantian segala
peristiva yang dilakukan dalam mengerjakan tanah yang disewa.
Pemberitahuan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang sama seperti
yang ditentukan antara waktu gugatan dari hari menghadap di muka

sidang pengadilan heny empat-tempat.

SE nada v!q.. bera! Nva, bila kenikmatan dan
UNISSUIL &

1 “ . - - -
semua tek :1?5];-1@‘];! égf‘!_,ﬂgw;h ain. Walaupun demikian,

Hakim d:'"f at-mengizifnkan- penyewa fmenahan sebagian dan uang sewa
untuk sementara waktu, menurut kerugian yang telah diderita.

Pasal 1593, Jika sewa hanya dilakukan untuk satu tahun, sedangkan
penghasilan telah hilang seluruhnya atau separuhnya, maka penyewa

dibebaskan dari pembayaran seluruh harga sewa atau sebagian harga sewa
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menurut imbangan. Bila kerugian kurang dari separuh, maka la tidak
berhak atas suatu pengurangan.

Pasal 1594, Penyewa tidak dapat menuntut pengurangan bila
kerugian itu diderita setelah penghasilan dipisahkan dari tanah, kecuali
bagiannya dalam kerugian, asal penyewa tidak lalai menyerahkan kepada

pemilik itu bagiannya dari penghasilan. Begitu pula penyewa tidak dapat

“ H i s:i u iL ﬂ hanya dianggap dibuat

Eﬁﬂ‘.«':.gy ! @ﬁb‘m*ml;ﬂ_. e, seperti letusan gunung,
gempa burt,-Kemarat-yang paijand, sefafgar-hama- hama yang merusak
penghasilan, petir, atau rontoknya bunga pohon sebelum waktunya.
Ketentuan Pasal 1596, berlaku untuk kejadian- kejadian yang sebelumnya
belum dapat diduga akan terjadi baik oleh penyewa atau pemberi sewa.
Namun perjanjian tersebut di atas tidak meliputi kejadian luar biasa,

seperti kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh peperangan atau banjir
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yang tidak biasa menimpa daerah yang bersangkutan, kecuali jika
penyewa telah menyanggupi untuk memikul akibat dari semua kejadian,
baik yang dapat diduga maupun yang tak dapat diduga.

6) Pemberian hak penggunaan kawasan hutan melalui konstruksi

hukum perizinan

Makna izin secara u secara luas dapat diambil dari

a- U J a didasarkan pada

tatanan tertentu atau

&3
JNISSULA
?ﬂﬂfn'..-u,jﬂ éﬁ ."'E!gw.*- le -U# i/ dalam sistem perizinan

1. Keinginan untuk mengarahkan (sturen) suatu aktivitas tertentu misalnya
pertambangan;

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan misalnya izin lingkungan;

3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu misalnya izin tebang, izin

membongkar monumen;
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4. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit misalnya: izin penghunian di
daerah padat penduduk;

5. Pengarahan, dengan menseleksi orang-orang dan aktivitas- aktivitas
misalnya: drank en horeca wet yang pengurusnya harus memenuhi
kualifikasi tertentu misalnya: izin mengemudi, izin penggunaan

psikotropika,

' ﬁ.f
N Derta 0an di kawa 36 dinamis. Peraturan
UNISSULA /K
"1 :‘,;.--'-Lvlﬁ!f!é@te“u L{g;l‘i pat berganti. Sejak masa

telaah terhadap berbagai peraturan perundang- undangan sejak masa kolonial
hingga sekarang, terlihat bahwa pengaturan pertambangan di kawasan hutan
dapat dikategorikan: pertama: tidak terdapat pengaturan khusus tentang

pertambangan di kawasan hutan, yang termasuk kategori ini adalah

246 Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan, Yogjakarta: Ull Pers
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pengaturan pada masa Kolonial dan masa pemerintahan orde lama. Kedua :
terdapat pengaturan khusus pertambangan di kawasan hutan dan secara
langsung di tegaskan sektor pertambangan harus diutamakan dari sektor yang
lain, yang termasuk kategori ini adalah pengaturan pada masa pemerintahan

orde baru. Ketiga : terdapat pengaturan khusus pertambangan di kawasan

hutan dan tidak ada penepertambangan harus diutamakan dari

turan memudahkan beroperasinya

\
1
O LA

an | be m!m. 0 0 n'hg khususnya negeri
UNISSULA ’

i
Belanda, bida -1*”‘.;}3' fie: nﬁ‘Ln -**ﬂ’*’f"‘ an dan industri ekstraktif
(pertambangar).=*~——Pengeioiaa peftambanga’  batubara pada masa
pemerintah Hindia Belanda berorientasi tambang sebagai komoditas (barang

dagangan) yang penting, sehingga upaya yang dilakukan bertujuan pada

247 Hill dalam Bondan Kanumoyoso. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di
Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Halaman : 35
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sebesar- besar keuntungan bagi pemerintah Kerajaan Belanda melalui
eksploitasi tambang termasuk di kawasan hutan. Sebagai upaya hukum untuk
melancarkan kepentingan Belanda, maka dilakukan upaya pengaturan
pertambangan secara khusus.

Pengelolaan pertambangan ditandai dengan pembentukan Komisi

!
UNISSUILA
Fellel/Igrblelisda

- J pertambangan Jaman

- . - a¥ K-‘ - -'A‘ I-‘ .Y.b

Ketentuan Substansi pengaturan

248 Spetaryo  Sigit, 1996. Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan
Pertambangan Indonesia, Pidato Illmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Hukum
Pertambangan... halaman : 64.
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Mijnregle Pengaturan usaha pertambangan yang pertama. Peraturan ini
ment memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada
1850 swasta warga negara Belanda,
tetapi masih terbatas di luar pulau jawa.
Indische Mengatur tentang penggolongan bahan galian dan

Mijnwet tahun

1899-214

pengusahaan pertambangan

Staatsblad -

Staatshll

No. 219

UNISSULA

! -
1926 ﬂ‘?uﬂ"g |

an Pelaihari

Dagi pemberian izin

L3
|
nenggatiary.. bahan-hah:

galian yang

~dalam Pasal 1

Staatsblad

1926

No. 137

Penyerahan wewenang kepada para Gubernur dari daerah-daerah yang
dibentuk berdasarkan Pasal 119 Indonesische Staatsregeling, untuk
melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian izin

pertambangan dari bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam Pasal

1
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Indonesische Mijnwet

Staatsblad Syarat-syarat umum yang berlaku bagi pemberian izin
1930 untuk melakukan eksplorasi pertambangan dan konsesi pertambangan
No.348

Staatsblad an-K tentang pemberian izin untuk penggalian bahan-

1935 _ljbg lisebut dalam Pasal 1 Indonesische Mijnwet

masa berlakunya

Agrarische Wet 1870 (AW 1970) Staatsblad No. 55 Tahun 1970, oleh
pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah

untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepastian hukum

249 penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan. Lihat juga Soetaryo Sigit, Potensi. ; Abrar Saleng,
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kepada pengusaha swasta untuk membuka hutan.?®® Selanjutnya salah satu
peraturan pelaksanaan yang penting adalah Agrarische Besluit (Staatsblad No.
118 tahun 1870).

Berdasarkan ketentuan Agrarische Besluit ditegaskan kembali yang

secara eksplisit terkandung didalam Agrarische Wet yaitu asas domein, dalam

Pasal 1 yang menyatakan bahwa ‘semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas

ZZEAN

&
UNISSULA
2\ Hﬁ”rgy! @ﬂ&w!ﬂﬁ' ’““""'L?"

awasan hutan dan dalam
penguasaan Peluso dan Vandergeest
disebut sebagai hutan politik (political forest). Artinya pertama, penetapan
wilayah-wilayah tersebut sebagai kawasan hutan memiliki latar belakang

politik termasuk ekonomi politik. Kedua, penetapan tersebut berlangsung

250 Harsono dan Backman dalam Mora Dingin, 2014. Bersiasat Dengan Hutan negara-
Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Epistema Institute, Jakarta. Halaman : 49
251 Budi Harsono, 1994. Hukum Agraria di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
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melalui proses politik tersendiri. Ketiga, dipengaruhi kepentingan politik dan
ditetapkan melalui proses politik, wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai
kawasan hutan bisa jadi tidak ditutupi oleh hutan atau tanaman berkayu
lainnya. Dengan kata lain, sebuah lahan yang ditutupi alang-alang, lahan
pertanian, ladang atau kampung dapat ditetapkan sebagai bagian dari kawasan

hutan. Jawatan kehutanan Belanda (Dienst van het Boschwezen) menetapkan

'w.. : a{iuran kehutanan dan
YN & El UL A
j e[..r-..u?f ol ﬁuhwl memberikan jalan bagi

eksploitasi ke“l ayaa yaing befada tatait-kawasan hutan. Politik domein
menjadi dasar untuk memperlancar proses eksploitasi pertambangan di

kawasan hutan bagi kepentingan pemerintah Belanda. Pada masa penjajahan

252 peluso dan Vandergeest dalam Mia Siscawati, Jurnal Wacana Nomor 33
Tahun XV1/2014,diterbitkan oleh Indonesian Society for Social
Transformation
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Jepang yang singkat, tidak terdapat perubahan penting hingga masa

kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengaturan Pertambangan Di Kawasan Hutan Pada Periode Orde Lama
(1945-1965)
Masa kemerdekaan Indenesia merupakan periode penting dalam

5128 mpengelolaan sumber daya alam.

meletakkan dasar-das 8

Pembukaan UL 15 v " ' dlbentuknya pemerintahan

1e5id ] en egara Indonesia yang

Isions -r!-. nengelolas ber daya alam disusun
UNISSULA

3 Mewd] Lug.f;"@rﬂuﬂ_,m@ / lumat dalam pembukaan

s ambang dan hutan. Secara

konstitusional paradigma pengelolaan tambang dan hutan sebagai bagian dari

kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah pertama:

penguasaan oleh negara; kedua : penguasaan tersebut ditujukan bagi sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

Tabel 5

Dinamika Pengaturan Pertambangan di Kawasan Hutan
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G2
UNISSULA
weellad/| £onlo lolusinala

Masa Pemerintahan Periode Pengaturan Pertambangan
Batubara Di Kawasan Hutan
Kolonialisme Pengaturan a. Pertambangan
pertambangan 1850 Batubara dimulai dan
—1945 secara fisik kawasan

penambangan berada
didalam kawasan hutan
di  perkuat dengan
politik “domein
verklaring”

b. Penetapan  kawasan
hutan terpisah dengan
tanah rakyat sebagai

upaya menghindarkan

gangguan  terhadap
: eksploitasi

yasan hutan

pangan  tidak
bang karena
kebijakan
onalisasi
.-f sahaan asing dan
bijakan anti modal
ing
idak ada kebijakan
khusus pertambangan

G

di kawasan hutan

Orde Baru 1966 —
1998

1966 — 1977

a. Pertambangan tidak
berkembang karena
ada kebijakan
nasionalisasi
perusahaan asing dan
kebijakan anti modal
asing

b. Tidak ada kebijakan
khusus pertambangan
di kawasan hutan

1978 — 1989

Perluasan Kawasan hutan
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yang diperkenankan untuk
dipinjam pakai adalah
Cagar Alam, Suaka
Margasatwa, Taman Buru,
Hutan Lindung, Hutan
Produksi,

1990 — 1998 a. Mempertegas
dibolehkannya
kawasan hutan di
tambang melalui
mekanisme ljin
Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
b. Pelarangan kegiatan
yang mengubah
asan konservasi dan
~-;~ suaka alam
\3‘ kawasan
.‘? gan yang bisa
pakai hanya

UNI Sus ULA f : erintah daerah
‘Fﬁgm"gléébml? danya pengaturan

pertambangan di
Kawasan hutan

Orde Reformasi 1999 - 2003 a. Mempertegas
1999 — dibolehkannya
sekarang (2015) kawasan hutan
di tambang
b. Pembatasan sistem
penambangan di

kawasan hutan lindung
harus dengan sistem
pertambangan tertutup.
Kawasan hutan
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produksi boleh
ditambang secara
terbuka

2004 —sekarang a. Mempertegas

(2016) dibolehkannya
kawasan hutan
di tambang

b. Pembatasan sistem
penambangan di
kawasan hutan lindung
harus dengan sistem
pertambangan tertutup.

c. Hak istimewa bagi 13

perusahaan tambang

yang di perbolehkan

nenambangan di

Ketentuan Dasar Pokok-pokoi; Agraria. Berdasarkan pemikiran the foundhing
fathers Republik Indonesia yang sangat diwarnai oleh pandangan sosialistis
dan nasionalistis (neo populis), hal ini tercermin pada pandangan Moh. Hatta
dalam pidatonya tahun 1946. Prinsip Hatta adalah bahwa tanah (sumber daya
alam) harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran

bersama, bukan untuk kepentingan orang perorangan, yang pada akhirnya
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dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah (sumber daya alam)
pada segelintir kelompok masyarakat.?>

Berdasarkan ketentuan dalam UUPA, maka negara memiliki
kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu :

1. Segala bentuk pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan

periode ini, bahkan eksploitasi pertambangan tidak berkembang. Pemerintah

orde lama lebih berorientasi pada kebijakan nasionalisasi perusahaan asing

253 Nordholt dalam Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, 1996. Tanah Sebagai
Komoditas-Kajian kritis atas Kebijakan Pertaahan Orde Baru, Penerbit Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. Halaman : 17-18

254 Soetiknjo dalam Ida Nurlinda, 2009. Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria,
Rajawali, Jakarta.
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dan penolakan modal asing. Kebijakan ini dilaksanakan dengan upaya
mengambil alih penguasaan asing termasuk di sektor pertambangan. Setelah
Indonesia merdeka 15 (lima belas) tahun, dibentuklah Perpu No. 37 Tahun
1960 tentang Pertambangan dan kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang
Nomor 37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960.

abut dan tidak memberlakukan Indische

L
UNISSUILA

B

;‘3.‘?1’!'-!..54?! @ﬂbﬂg‘w@L an kehutanan merupakan
sektor sumbé ayaalaim-yang bernitai-€KoRomis sangat tinggi. Selain itu
jaminan pasar dunia yang saat itu terbuka luas bagi komoditi pertambangan.
Oleh karena itu dikeluarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing, yang menjadi pintu masuknya investasi

asing termasuk di sektor pertambangan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967

255 Gatot Supramono, 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara
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tentang kehutanan merupakan ketentuan berikutnya yang dikeluarkan pada
periode ini. Ketentuan pertambangan diatur melalui Undang-undang Nomor
11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum, ketentuan ini dikeluarkan 7
(tujuh) bulan setelah Kontrak Karya PT Freeport di wilayah Papua di
tandatangani pemerintah orde baru. Pada masa orde baru (orba) melalui
ketentuan Undang-undang 0,5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok

PN

iftah dalam menguasai kawasan hutan.

Kehutanan, memperkuat

-
e,

me /g‘*L&M : gunan kehutanan pada masa itu

&GS
UNISSULA
?:‘“!H@f! @pﬁb" gan tentang pertambangan di

Saru (1966-1998)

NO

Peraturan Perundang-

Undangan Substansi  Pengaturan  Pertambangan

DiKawasan Hutan

256 Mora Dingin, Ibid.
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UU NO 5 TAHUN 1967
tentang Ketentuan Pokok- pokok
Kehutanan (UUPK)

Tidak diatur khusus namun tidak dilarang
dan pertambangan dapat masuk kategori
sektor-lain- lain yang dapat menggunakan
kawasan hutan

UU NO 11 TAHUN 1967
tentang Ketentuan Pokok- pokok
Pertambangan

Instruksi Presiden No!p”
1976

¥
UNISSUL
" ﬂﬂfu-'!-? |@ﬁ'b’-ﬂi-ﬁm",@r ;f" ng pinjam pakai di kawasan

a. Tidak terdapat ketentuan khusus

tentang pertambangan di kawasan
hutan

. Kawasan hutan bukan sebagai wilayah

yang dikecualikan dalam pemberian
kuasa pertambangan, artinya tidak ada
larangan pertambangan di kawasan
hutan

«.Tentang Pedoman sinkronisasi
alaksanaan tugas keagrariaan dengan

1g:tugas tugas kehutanan,

f
a penjelasan yang
-'fkepentingan umum dan
a

Jll';'
f

3 Alam dan Hutan Wisata (Taman

Wisata dan Taman Buru, namun
membolehkan pertambangan di
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan
Produksi

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Pertambangan dan Energi dan

Menteri Kehutanan Nomor
969.K/05/M.PE/1989;
429/Kpts-11/1989

. Kawasan hutan yang diperkenankan untuk

dipinjam pakai adalah Cagar Alam, Suaka
Margasatwa, Taman  Buru, Hutan
Lindung, Hutan Produksi,

. sedangkan untuk Taman Nasional, Taman

Wisata dan Hutan Fungsi Khusus hanya
diperkenankan untuk kegiatan yang
bersifat nonkomersil.
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6 UU 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi | Pelarangan kegiatan yang mengubah kawasan
Sumber Daya konservasi dan kawasan suaka alam, sehingga
Alam Hayati dan Ekosistemnya pertambangan tidak dapat dilakukan

dikawasan hutan konservasi

7 Keputusan Menteri Kehutanan a. Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Nomor : 55/Kpts-11/1994 Jo. KMK Hutan diatur khusus
Nomor 56/Kpts-11/1994; Jo. KMK b. Pembatasan kawasan pertambangan
Nomor 41/Kpts- 11/1994KMK Nomor yang bisa dipinjam pakai hanya hutan

: 614/Kpts-11/1997 Jo. KMK produksi

dan Perkebunan Nomor : 720/Kpts- c. Pengecualian bagi 13 perusahaan
11/1998

Sumber : UU NO 5 TAHUN 1967 U!

Menteri
56/Kpts-
N 14/Kpts-

I- /
Er ﬁtrﬂ -LTafiS™ m | fdan "pekerjaan umum. Beberapa

ketentuan pl'le ' pen L_f“"t ;!,gl,,_!::_*mhp Intuk pertambangan pada

masa orde baru adalah :
a. Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan Undang-undang
Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)

346




Filosofi hutan dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 1967 pada
ketentuan menimbang huruf (a) “hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha
Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna
yang mutlak di butuhkan oleh umat manusia sepanjang masa”, pada huruf

(b) ’bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah

satu unsur basis pertahanar I harus dilindungi dan dimanfaatkan
o1

.‘ pengaruhnya yang
!

ur H i 5'&; u L ﬁ, nemberikan pemasukan

devisa yoURaanan :? !l.:‘g".} i_‘;ﬂg{_@;s_d,@, Secara filosofis ketentuan
a kekayaar-httaf-dipandang sebagai komoditas
yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional melalui devisa yang
di terima negara. Paradigma hutan sebagai komoditas sumber daya alam
nampak sangat terasa dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 1967. Hutan
dipandang sebagai sektor yang potensial untuk dimanfaatkan secara

ekonomis, paradigma hutan tersebut diterjemahkan dalam ketentuan umum
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Pasal 1 angka (1) yang dimaksud hutan ialah “suatu lapangan bertumbuhan
pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup
alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai hutan.” Pengertian ini mengandung dua unsur yaitu
unsur fisik hutan : “suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara

keseluruhan merupakan pers

lingkungannya” da }.--ff/

kutuan hidup alam hayati beserta alam

aim : “ditetapkan oleh pemerintah

i
J ukan, penyediaan,
dan lestari di seluruh
a

nsmigrasi, pertanian,

&P
UNISSULA

bermanfaat bagi umum.

diartikan termasuk untuk

pertambangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa penggunaan kawasan
hutan untuk pertambangan tidak disebutkan secara khusus, namun
ketentuan tersebut tidak memuat adanya suatu larangan, serta membuka

peruntukkan untuk tambang.
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Penjelasan Umum UU Nomor 5 tahun 1967 menjelaskan terdapat 7
(tujuh) fungsi hutan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika
dikategorikan terdapat fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi
ekologis nampak pada angka (1) mengatur tata-air, mencegah dan

membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;

angka (4) memenuhi putan untuk keperluan masyarakat pada
SUS f\ eperluan pembangunan, industry dan

Kebudayaan dan

u- N i gz... ur £ ﬂ. alam ketentuan angka
(2) mema T‘lﬂa‘-!-xg,:.f! éﬁ?gﬂg@;&ml‘_& eperluan masyarakat pada
umumnya “dafi yé kepeftuar—pembangunan, industri dan
ekpor. Ketentuan angka (3) membantu pembangunan ekonomi nasional
pada umumnya dan mendorong industri hasil hutan pada Kkhususnya.

Ketentuan angka (7) Memberi manfaat-manfaat lain yang berguna bagi

umum.
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Berdasarkan angka 7 penjelasan tersebut, nampaklah bahwa tidak ada
penyebutan secara khusus pemanfaatan hutan untuk sektor pertambangan,
namun penafsiran angka 7 dapat dimasukkan sektor pertambangan sebagai
manfaat lain. Semangat eksploitasi hutan semakin terlihat pada paragraf
berikutnya, “Semua kegiatan untuk menggali kekayaan alam Indonesia

yang berupa hutan ini, dima

k lain guna ikut membangun ekonomi

rlu pemerintah
mewujudkan
ini menyiratkan

meningkatkan

u- Nr E g‘g u LA / Nomor 11 Tahun 1967

Tentang Cetentuan "i Eﬁ-‘rlmmlﬁ. P'= mbangan (Lembaran
Negara Repui ’ Huin 1967 No. 22)

Paradigma pengelolaan bidang pertambangan di masa pemerintahan
orde baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi secara cepat diatur
dengan tegas dalam ketentuan menimbang huruf (a) UU 11 Tahun 1967,
dikatakan :

Bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi
nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
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materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan

semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan

ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi

riil.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa paradigma orde baru
dalam memandang pertambangan menempatkannya sebagai kekuatan

ekonomi potensiil. Ketentuan ini menunjukkan paradigma Yyang

.,

menempatkan tambang ol itas yang akan dapat dimanfaatkan
< .\.H

Omian negara.
I

dalam ketentuan tentang

etllel)| ool mcla

!

pembatasan wilayah usaha pertambangan yang tidak dapat dilakukan, tidak

memasukkan perihal kawasan hutan. Beberapa kawasan yang tidak dapat
digunakan sebagai wilayah usaha pertambangan berdasarkan Pasal 16 ayat
(2) “Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan
tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum

dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan
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pertahanan.” Sedangkan ketentuan ayat (3) mengatur pembatasan wilayah

yang tidak dapat diberikan kuasa pertambangan adalah :

a. Tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-
pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan- jalan, jalan kereta
api, saluran air listrik, gas dan sebagainya.

b. Tempat-tempat pekerjaan.usaha pertambangan lain

rlarang sepanjang di

0, yang tertutup bagi

WIRE :w.'.-. . : A tempat- tempat kuburan
UNISSULA

ﬁi‘:ﬂud&wéﬁb&ﬂ@m%@ ana ketentuan Pasal 16

16 ayat (4), “Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan
usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban

pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang
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berwajib.” Berdasarkan ketentuan tersebut semakin mempertegas tidak ada
larangan bagi pertambangan di kawasan hutan.

Kewajiban Keuangan/ Pungutan berdasarkan UU 11 Tahun 1967,
tidak ada pembedaan antara pertambangan di kawasan hutan dan bukan
kawasan hutan, hal ini disebabkan ketiadaan pengaturan secara khusus

pertambangan di kawasan hutan berdasarkan UU 11 Tahun 1967.

Pungutan ///"\\ hutan maupun diluar kawasan

UN?S@U Lﬁ. : j;dalam Pasal 33 (a) :

Eﬁﬂugkj‘ i;ﬁt,lmm yada umumnya dan dengan
denda nggi-tingginya— sepuluh—FB0—fupiah, pemegang kuasa
pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat- syarat
yang berlaku menurut undang-undang ini dan/atau undang-undang
termaksud dalam keputusanmenteri yang diberikan berdasarkan undang-
undang ini dan/atau undang-undang tentang pertambangan yang dikelola

oleh negara.
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Ketentuan PP 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,
mengatur tentang kewajiban pungutan terhadap perusahaan pertambangan,
yang berlaku umum. Ketentuan ini tidak membedakan kawasan hutan dan
bukan kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 62 beberapa pungutan iuran

tersebut adalah :

|.

u eksploitasi pada suatu
ap.. pemegang kuasa

Jameo ;\?m Dert ( (Splorasi mendapat hasil
UNISSULA /

Pe bahan gal f i é‘;ﬂ!'nﬂl‘,%_ﬁ;m d pertambangan eksplorasi

darl penjualan hasil produksi

yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi. luran eksplorasi

ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha
pertambangan yang bersangkutan.

c. luran eksploitasi, adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada

negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi
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sesuatu atau lebih bahan galian. Pemegang kuasa pertambangan
eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi atas hasil produksi
yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.

d. Kewenangan menteri pertambangan untuk menetapkan besaran
pungutan dan tata cara pelaksanaannya dengan mendengar

pertimbangan menteri ke

berdasarkan Pasal 61.
3 /’ﬁ\ as penambangan berdasarkan UU 11

aruh, dalam hal
\,- hutan sebagian

U N i 5'!; u L‘l ara (PKP2B) yang telah

P A2 T (. f i . .
i herlakin l@ﬂ?ﬁ.ﬁLﬂL@mpL_u p diberlakukan sampai

Namun pemegang kontrak karya memiliki kewajiban menyesuaikan
dengan ketentuan UU 4 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 169 (b) Ketentuan
yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batubara sebelum UU 4 tahun 2009

355



disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Pertambangan batubara yang beroperasi di kawasan hutan pada
periode berlakunya UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-

pokok Pertambangan hingga tahun 2009 sebelum berlakunya UU Nomor

4 tahun 2009 tentang.Pertambangan Mineral dan Batubara, hak
\‘ pusat kepada perusahaan

rva. Bentuk perjanjian karya

U N i 3'-&... “ iL ﬂ bangan bagi perusahaan
dak -menamk !@ﬁt_;m,l,,;;sgl,& rlakunya UU ini maka

terdapat i nberiah—hak—penambangan  yaitu  dalam
merupakan produk UU terbaru, namun produk sebelumnya yang
menggunakan skema perjanjian masih tetap berlaku dengan ketentuan
tahun 2010 Kkeseluruhan perjanjian kuasa pertambangan harus

menyesuaikan ketentuan terbaru.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 1967, usaha
pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan
apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan. Pasal 2 (i)
mendefinisikan istilah kuasa pertambangan: “wewenang yang diberikan
kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

jalian yang tergolong strategis, berdasarkan

|

ategis mengharuskan

= N
ij Ny- ﬁ 55 U Lﬂ. stansi pemerintah atau
fztled/| ool loluinala

ang-ditunjuk-oleh-menteri untuk melaksanakan
usaha pertambangan, berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1969 Tentang
Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-pokok
Penugasan Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi
Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan. Surat Keputusan

Pemberian Kuasa Pertambangan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) adalah Kuasa
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Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara.
Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

Namun ketentuan bahwa galian yang strategis dilaksanakan oleh
instansi pemerintah atau perusahaan negara, tidak berlaku mutlak, masih

dimungkinkan adanya kelk tsertaan pihak swasta. Keikutsertaan swasta

crjaany n;.'- m atat 6 laksanakan sendiri oleh
\'Ui NiS %."l ULA

instansi pemer J-—.w ate Iﬂuﬁﬂghwh ang bersangkutan selaku

pemegangll'-'

Hubungan hukum antara instansi pemerintah dan perusahaan negara
yang mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pertambangan strategis
dengan pihak ketiga/swasta yang mengusahakan pertambangan adalah
dalam bentuk perjanjian karya dengan kontraktor, ketentuan ini diatur

dalam Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967, yaitu :
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() Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum
atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau
Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa

pertambangan.

(@ Dalam mengarjanjian karya dengan kontraktor seperti

U NﬂS'SULﬂ. lang ini dan/atau yang
?ﬂ}%ﬂuﬁgk’l @.‘.‘L;',h *qm*}‘m 1/modal asing.
O

967, maka perusahaan
pertambangan swasta melakukan usaha pertambangan berdasarkan
perjanjian karya. Perjanjian karya pertambangan yang dilakukan antara
instansi pemerintah yang ditunjuk atau perusahaan negara dengan
perusahaan pertambangan. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan

kontraktual. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan pertambangan
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batubara yang menambang di kawasan hutan. Pemberian hak penambangan
batubara dalam bentuk perjanjian, perjanjian menurut ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) Pasal 1313 adalah “suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

orang lain atau lebih.” Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu

peristiwa di mana seseorang.berjanji kepada orang lain, atau di mana dua

UNISSULA
e/l 50l oLyl

257 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 3
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Jsdl sﬁ. u LA jj ada dua yaitu suatu

m."Ae_m%ﬁﬁi”lel.aﬂmlm ghgan memberatkan. Suatu

Pelaksana 1 pahwa pihak yang satu akan
. Penguasaan Berdasarkan Surat
memberikan suatu keu.® Negara k yang la pONeser Maateri

imbalan. Stiatit narianiian mnn‘hnrnﬂ(nn adalah criaty) pe T

Batubara termasuk Golongan Bahan Galian A
(Strategis) sehingga Usaha Pertambangan
dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang ditunjuk
dan Perusahaan Negara

Secuatiiatan
Hubungan Kontraktual
(perjanjian Karya)
antara perusahaan
negara dengan
perusahaan swasta

Kl 1un PavAada  havia Memenyuhi _cyment | PSTE

Instansi
Pemerintah/Perusahaan
Negara Jika tidak dapat
melaksanakan

Pertimbangan

Ekonomi
Pertamhangan danat




yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang.
Ketentuan Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967, bahwa perjanjian karya
sebagai bentuk legalitas pengusahaan pertambangan bagi pihak swasta,

menimbulkan konsekuensi bahwa :

a. Kedudukan setara para alam perjanjian, sehingga para pihak

berdasarkan perjanjian
f
}’emahnya kontrol

i
Jkan perusahaan.

ak. Perjanjian berlaku

dano=und u' /a : fya (pacta sunservanda)
UNISSULA P

) - - . .
serta, -_*:t::!l--'..-myl Et‘;‘rbm;_n;!,m dihentikan selain dengan

ataf Kedua t—pihak—atad—karena alasan-alasan yang

ditentukan undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338
KUH-Perdata : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-
undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
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ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik.”
c. Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1976
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 ini merupakan ketentuan

pertama yang menyebutkan.pengaturan secara khusus pertambangan di

kawasan hutan. pirar esiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang

&3
UNISSUILA
Serian Ki jj! éﬁhf&g‘ﬂ'hu-@ Pertambangan Daerah
mehputi-arealtanah yang telah ditetapkan
sebagai Suaka Alam dan Hutan Wisata (Taman Wisata dan Taman
Buru).
Berdasarkan ketentuan Bagian Il angka 11 (ii), terlihat bahwa

pertambangan menjadi sektor yang mendapat hak istimewa atau hak untuk

diutamakan bahkan ketika terjadi “pertindihan” atau tumpang tindih
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penggunaan lahan. Ketentuan ini tentu juga berlaku bagi kawasan hutan
kecuali yang disebut dalam Bagian Il angka 11 (iii) ketentuan tersebut
yakni kecuali areal tanah yang telah ditetapkan sebagai Suaka Alam dan
Hutan Wisata (Taman Wisata dan Taman Buru). Ketentuan berikutnya
pada Bagian Il angka 13 ditentukan kewajiban pemegang izin atas lahan

ai.dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-

‘;ﬂ” g -u. fnan, Pertambangan,

lJNlﬁ"FULA

Kuasa Pe' Daerah berlaku atas areal

gan terhadap pemberian

tanah yang telah dltetapkar-\ sebagai Suaka Alam dan Hutan Wisata (Taman
Wisata dan Taman Buru). Sehingga dengan menelaah ketentuan dalam UU
No 5 Tahun 1967 Pasal 3, berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan
Hutan Negara meliputi 4 jenis, yaitu : (a) Hutan Lindung; (b) Hutan

Produksi; (c) Hutan Suaka Alam; (d) Hutan Wisata. Maka dalam ketentuan
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ini dimungkinkan dilakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan
hutan produksi.

Ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang
Pedoman sinkronisasi pelaksanaan tugas keagrariaan dengan bidang tugas
kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, yang

menyatakan larangan penerbitan Kuasa Pertambangan dan Izin

Pertambanga » utan saja yaitu suaka alam dan hutan

/64/kpts/DJ/1978

f

SKB Menteri

U
UNISSULA kali diatur dalam

Difektur den @’*LWLML:. 64/kpts/DI/1978 Tentang
Pinjam Pakai-KawasaiHutan. Ketehttah—Thi-ditetapkan pada tanggal 23
Mei 1978, Dasar pemikiran diaturnya pinjam pakai kawasan hutan menurut
Inpres ini sesuai dalam klausul menimbang adalah meskipun diakui bahwa
penggunaan sesuatu kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi yang telah
ditetapkan oleh menteri pertanian; namun dalam kenyataannya, karena

perkembangan masyarakat dan makin meningkatnya pembangunan,
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kadang-kadang ada penggunaan Kawasan dalam ketentuan ini disamping
melegalisasi penggunaan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan juga
bermaksud membatasi serta menertibkan penggunaan kawasan hutan yang
menyimpang dari fungsi yang ditetapkan,

Pasal 1 yang dimaksud dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan ialah

“penggunaan sebagia vasan hutan untuk keperluan lain yang

menyimpang dari fuf ah
ale=dla i ya, dan bersifat sementara.”

,.4;15\

am al kawasa al am | 2 yaitu Pinjam

Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.

Secara khusus Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Pertambangan dan Energi dan Menteri  Kehutanan  Nomor
969.K/05/M.PE/1989; Nomor  429/Kpts-11/1989 tentang Pedoman

Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam ini
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merupakan  penyempurnaan dari  Keputusan Bersama  Menteri
Pertambangan dan Energi dan Menteri  Kehutanan = Nomor
0120.K/10/M.PE/1984, Nomor 029/Kpts-11/1984, substansi dari Keputusan
ini adalah :%°8

a. Kegiatan yang diatur adalah pertambangan, meliputi : penyelidikan

umum, eksplorasi, .eksploitasi, pengolahan dan pemurnian

an Wisata dan Hutan
egiatan yang bersifat

A muatan dalam huruf (c),

=)
COmErs uy I

ketentuan ini telah melakukan perluasan kawasan hutan yang dapat
dilakukan penambangan dari ketentuan sebelumnya, yaitu ditambahkan

hutan dengan status cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, sebagai

258 M.Muhdar dkk. 2013. Laporan Penelitian Implementasi lzin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan.Prakarsa Borneo-The TAF Foundation Jakarta.
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kawasan yang dapat ditambang yang ketentuan sebelumnya melarang.
Sebagai kelengkapan selanjutnya diterbitkan SKB Menteri Pertambangan
dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 1101.K/702/M.PE/1991 dan
436/Kpts-11/1989 yang mengatur:

a. pembentukan Tim Koordinasi dan sinkronisasi untuk menyelesaikan

masalah yang ti erkait usaha pertambangan dan energi dalam

e,

ndatanganan perjanjian
‘,& Dirjen PHPA

‘.ﬁ!' dan Taman Buru)
: E’_ﬁ dung dan hutan
T/
3pI0 enjadi kewenangan
#’ m tambang Galian C
anV JED lh!lh C
UNISSULA
\} fwu‘ijfléﬂt.w:m;ﬁ tersebut pada dasarnya
san hutan. Ketentuan ini

akan mendorong eksploitasi pertambangan di kawasan hutan.
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f. Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya

Kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan batasan tegas

terhadap kegiatan yang tidak diperbolehkan dikawasan konservasi.

ecara khusus tentang kegiatan

an konservasi

u. di kawasan hutan

UNI S'S U

a. ket T‘T‘?’u-ﬂy I E: o ';k,;_,,*.sig Lg!. orang dilarang melakukan
mehgakibatkai-perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam.” Pada ayat (3) perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam,

serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
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b. Pasal 40 ayat (1) barang siapa dengan sengaja melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

tan-secara lestari sumber daya alam hayati dan

Pasal 26 pemanfaat
i 2 g /f\\\ i kegiatan: (a). pemanfaatan kondisi

taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata
alam. Ketentuan ayat (2) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
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g. Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 55/Kpts-11/1994 Tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan

Menurut konsideran ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
55/Kpts-11/1994 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada

prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya dengan atia_ketentuan UU Nomor 5 tahun 1967

i
/éektor kehutanan.

i
asan hutan adalah

ol dj ihak lai k
“Nwsgu£‘-l 0a  pthak lain  untu

ol ﬁ:"-l-i!ffip?tlhmm 2N tanpa mengubah status,

Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah :

a. Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk
kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di
luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya;

b. Menghindarkan terjadinya enclave di dalam kawasan hutan;
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Pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Pasal 2 harus berdasarkan
persetujuan menteri. Sifat pinjam pakai kawasan hutan merupakan
penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara (Pasal 4). Bentuk
pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Pasal 5 dapat berbentuk pinjam

pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi. Pertama :

eintah, - BUMN. u LA erasi, atau  perusahaan

Witayah pro @}ﬂ;}&ﬂwbﬂ annya kurang dari 30% dari
yang berlaku adalah pinjam
pakai dengan kompensasi. Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan
umum secara terbatas dan pertahanan keamanan nasional yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
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Kawasan hutan yang dapat dipinjam pakaikan menurut ketentuan Pasal
9 ayat (1) Pada dasarnya hanya kawasan hutan produksi yang dapat
diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam pakai.
Kawasan hutan selain hutan produksi hanya dapat dipinjam pakaikan

kepada pihak lain bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum

terbatas. Jangka wak'njian pinjam pakai baik yang dengan

kompensasi maupun: f\\\

/, isasi berdasarkan Pasal 18 diberikan

i
lilakukan perubahan

rl1an dan Perkebunan
G2 .

Nomor'-kllH UiNISSULA aka Pasal 8 diubah

menjadi | |p %"’Hq,y ( @ﬂgﬂh@mhh ! mengikuti  ketentuan

sebagaimana-tiattif-daia m-Keputusan-Mentert-Kehutanan Nomor 55/Kpts-

11/1994.

Tabel 7 :
Perubahan terhadap Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 55/Kpts-11/1994
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Ketentuan Perubahan Substansi Perubahan
Keputusan Menteri Pelimpahan wewenang penerbitan
Kehutanan Nomor persetujuan/penolakan permohonan untuk keperluan
56/Kpts-11/1994 tertentu kepada Direktur Utama Perum Perhutani atau
Kepala Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja masing-
asing, kecuali untuk kawasan suaka alam dan
; 7 f mpelestarian alam tetap menjadi kewenangan
i e | "-.I' an
! ,.J' Pasal 16 tentang ratio
ul / komersial dimana untuk
4_. _E—__E: f—;_ /ratio 1:1 dan perusahaan
3 ;
Kep ", }Han 18 tentang jangka waktu
Kehutll'aq r rjanjiany p akai yaitu maksimal 5 (lima)
\
614/Kpll1 ' s ] n. at diperpanjang serta untuk
! — pertambangan  umum maksimal 20 tahun dan
dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun

Keputusan Menteri Perubahan Pasal 18 jangka waktu perjanjian pinjam
Kehutanan Nomor pakai kawasan hutan diseragamkan menjadi 5 (lima)

720/Kpts-11/1998 tahun dan dapat diperpanjang

Sumber : KMK Nomor 55/Kpts-11/1994 jo. Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 41/Kpts-11/1994 jo. Keputusan
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Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-11/1996 jo.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-11/1998

Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 18 yang semula mengatur
jangka waktu maksimal perjanjian pinjam pakai kawasan hutan selama 5
(lima) tahun, ditambahkan ketentuan khusus pada ayat (2) yaitu : Bagi
perjanjian pinjam pakai tanpa atau dengan kompensasi untuk bahan baku

puluh) tahun. Namun ke enitan-ini hanya bertahan 1 (satu) tahun karena
y

pemegang izin pinjam

\ /
pakai ke 1 ‘hutan dengan-Kompensasi‘ berdas:
\\ *eellal/l gonislelunela
\ —/2\
a. Membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau

kan Pasal 14 ayat (2)

pungutan berupa IHH dan DR atas tegakan hutan alam;

b. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda
batas atas kawasan hutan yang dipinjam

c. Mereklamasi Kawasan hutan yang telahdipergunakantanpa
menunggu berakhirnya kegiatan

375



d. Untuk pinjam pakai dengan kompensasi menyediakan dan
menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan yang “clear
and clean” sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam

e. Menanggung biaya penataan batas atas tanah kompensasi

f. Menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi

g. Membuat dan menand angani perjanjian pinjam pakai

. Membantu menje \‘\"-.1 di dalam dan di sekitar kawasan

kehutanan yang

“ N i Q;in U Lﬁ. an untuk kegiatan yang
mésial oleiE @”be \perasi minimal adalah 1:1;

yang dilakukan oleh
perusahaan swasta minimal adalah 1:2. Pinjam pakai kawasan hutan dapat
berakhir berdasarkan Pasal 20 karena (1) Masa berlakunya telah berakhir
atau; (2) Dibatalkan oleh menteri kehutanan. Pembatalan izin pinjam pakai

dapat terjadi karena pemegang izin pinjam pakai :
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a. Tidak menggunakan kawasan hutan tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian

b. Memindahkan-tangankan kawasan hutan yang dipinjam kepada
pihak lain tanpa persetujuan Menteri

c. Tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan

sebagaimana yang telah ditentukan dalam persetujuan pinjam pakai

b /\-w gani yang bersangkutan

~: wilayah kerja perum
e /
“ N H g ﬂ u i A Kehutanan daerah tingkat

| atau kepa ?ﬁfuug,'!ﬂ@p?bﬂgwmhg, If 'Utama Perum Perhutani
atau kepala—unit-perum—perhutani—sepanjang-menyangkut wilayah kerja
Perum Perhutani, dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah
departemen kehutanan provinsi setempat (2) menteri kehutanan sebelum
memberikan Keputusan terlebih dahulu dapat minta saran/pertimbangan
teknis kepada eselon 1 terkait lingkup departemen kehutanan sehubungan

dengan adanya permohonan dimaksud. Eselon | terkait menyampaikan
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saran/pertimbangan kepada menteri kehutanan melalui direktur jenderal
inventarisasi dan tata guna hutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut.

Tahap berikutnya (4) direktur jenderal inventarisasi dan tata guna

hutan setelah mengkoordinasikan saran/pertimbangan tersebut, kemudian

menyampaikannya kepada menteri kehutanan dalam tenggang waktu 25

wr

i
(dengan Keputusan
asil peninjauan dan
pangan te ,;m_ dilaporkan © efua tim kepada menteri
UNISSULA )
fetalli dire @QYHIML.L / i dan tata guna hutan
|
selambat-lambatiya—30—(tiga- puluh) hari-Kefja setelah dilaksanakannya
peninjauan dan pengkajian lapangan. (6) Direktur jenderal inventarisasi
dan tata guna hutan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya laporan hasil peninjauan dan pengkajian

lapangan tersebut, meneruskannya kepada menteri kehutanan.
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Menteri kehutanan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya saran/pertimbangan yang dikoordinasikan oleh
Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, memberikan
Keputusan atas permohonan tersebut, permohonan disampaikan dengan

dilampiri : (a) Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon; (b)

Rencana penggunaan dan rel erja; (c) Rekomendasi Gubernur Kepala

/\‘ﬁ. _ Pernyataan kesanggupan untuk

raur me m'w. AWVE 2 gis dalam memberikan
UNISSULA

E;ﬂ?fﬂ'.q&hjlégﬁbf@; diterhitkaniya IPPKH. Tanpa adanya

Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan ini tidak diberikan
kewenangan dalam mekanisme perizinan persetujuan penggunaan kawasan
hutan. Ketentuan tersebut tentu sangat berbeda sebelum tahun 1994, yang

mengatur bahwa cukup dengan kewenangan menteri kehutanan untuk
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memberikan izin atau persetujuan untuk beroperasinya pertambangan di

Kawasan hutan.

Tabel 8 :
Pembagian Kewenangan dalam Mekanisme Pemberian
IPPKH
Instansi Bentuk Kewenangan
Pemberian IPPKH Pengawasan
Menteri Kepu pemberian | Pencabutan IPPKH
Kehutanan
Dirjen ~ ‘““Ltprkait Pengawasan pelaksanaan
inventarisa . IPPKH (Pasal 20 ayat (3)).
dan "\\\
G
# € : N
f/ i wasan pelaksanaan
| { - 'KH (Pasal 20 ayat (3)).
| = :‘a'-T /
| = el f
1 l|l
{
2 Kemen =
' !
|
I'II' IIII
\ ukansy' «
lII
|l:I L -
i
\ —
Dinas Pengawasan pelaksanaan
Kehutanan IPPKH (Pasal 20 ayat (3)).
Kabupaten
Sumber: KMK Nomor 55/Kpts-11/1994 jo. Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 41/Kpts-11/1994 jo. Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 614/Kpts-11/1996 jo. Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 720/Kpts-11/1998

Fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat juga dinyatakan dalam dasar
menimbang huruf (b) bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem
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penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun
kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara
optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak
mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung- gugat.
Pengaturan pengawasan pertambangan di kawasan hutan KMK Nomor

55/Kpts-11/1994: Pengawasan-terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan

i pakaikan dilakukan oleh instansi

UNi 5'&" LA / s/ semangat eksploitasi
Atk }JI ér_:,! a0

Reformasi Tahun 1999- sekarang (hingga Mei 2017)

Pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan pada
periode reformasi diawali dengan perubahan regulasi Undang-undang
kehutanan, yang semula pada masa orde baru diatur dalam UU Nomor 5 tahun

1967 tentang Kehutanan, pada awal reformasi diganti dengan UU Nomor 41
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Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengaturan dalam ketentuan UU ini
didasarkan pada pertimbangan :136 huruf (a) bahwa hutan, sebagai karunia
dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa
Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan

manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan

dimanfaatkan secara optimal, sefta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar
/ rang maupun generasi mendatang.

& /
kehutanan, “ N i S ﬂ u L ﬂ, n/pengelolaan kehutanan
I - L] JIIII
yang Iebihﬁ" ;’aﬁﬁf-l.-g,]ﬂ@ﬁb&;u&mf@, di tantangan besar karena

selama perioge—orde—bar h—dikeluarkai—perizinan pertambangan di
kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Persoalan ini tentu tidak
dengan mudah dapat diselesaikan. Selama periode reformasi juga diwarnai
pro kontra terhadap kelangsungan pertambangan di kawasan hutan, selain
izinnya telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelumnya,

kawasan hutan yang diperuntukkan pertambangan sangat luas.
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Tabel 9
Peraturan Perundang-undangan tentang Pertambangan di

KAWASAN Hutan Periode 1999-2016

No Regulai Substansi Pengaturan
1 | UU 41 Tahun 1999 tentang a. Mengatur khusus
Kehutanan pertambangan di kawasan

hutan

1999 dengan Membolehkan 13 perusahaan
pertambangan menambang di kawasan

hutan lindung secara terbuka

UU 19 tahun 2004 Tentang Menegaskan ketentuan Perpu Nomor 1

Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 yang membolehkan 13
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Tahun 2004 menjadi perusahaan pertambangan untuk

Undang- undang melakukan

penambangan secara terbuka di kawasan

hutan lindung

4 | PP Nomor 2 Tahun 2008 PP ini bersifat umum pengenaan pajak

tentang Jenis dan Tari penggunaan kawasan hutan untuk

Jenis Penerii — kegiatan non kehutanan, namun

keterangan dalam lampiran

u T ES g’ WL A flak mengatur khusus

_!f !éh"a raldan = 1" pertambangan di Kawasan Hutan

yang dilarang untuk ditambang
c. Pertambangan di kawasan

hutan maupun diluar kawasan

hutan tidak berbeda hak dan

kewajibannya
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Penggunaan Kawasan Hutan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan
jo. PP No. 61 tahun 2012 Hutan
tentang

Pedoman Pinjam Pakai

6 | PP No. 24 Tahun 2010 tentang | Skema pertambangan di kawasan hutan

Kawasan Hu%

Perizinan atau perjanjian di bidang

p ertambangan yang berada di kawasan

ang Penggunaan
12/ tentang Pedoman
Premden Nomor 41

e am periode reformasi
ndang undang Nomor

Regulasi di sektor sumber daya alam diawal otonomi daerah ditandai

UNISSULA

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

adalah :

a. Pertamba

dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan merupakan sektor yang
sangat penting. Secara substansi ketentuan ini tidak menjadi hambatan

bagi beroperasinya pertambangan di kawasan hutan. Sebagaimana diatur
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dalam Pasal 38 UU kehutanan ini, bahwa pertambangan di perbolehkan
dikawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hanya diwajibkan harus
mendapatkan izin menteri untuk penggunaan kawasan hutan. Secara
lengkap klausul dalam Pasal 38 adalah :

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di

luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan

u Nr l ‘.'.'-'i'!'i- u g ﬂ. nelakukan penambangan
NG polaperiartiangan terbuka
() Pemberian-izin-pinjam pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) khusus kawasan hutan

lindung tidak diperbolehkan melakukan penambangan secara terbuka tapi
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harus dengan sistem underground/bawah tanah/terowongan. Ketentuan ini
yang kemudian memunculkan berbagai protes pengusaha pertambangan
yang sebelum UU 41 Tahun 1999 di sahkan telah memiliki izin
pertambangan di masa pemerintahan orde baru.

Menyikapi protes pengusaha pertambangan terhadap terbitnya

ketentuan UU 41 tahun 1999 yang di anggap akan menjadi kendala bagi

elah memperoleh izin pada masa

b. Peratl ki, P 3 idang (Perpu) No. 1

ang-undang Nomor 41

dinyatakan maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpu adalah :
() Untuk mengatur dan memastikan bagaimana status/kedudukan
hukum perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah

dikeluarkan sebelum diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 1999;
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(@ Menghindari adanya kemungkinan gugatan hukum dari pemegang
izin atau pihak yang melakukan perjanjian pertambangan

(3 Melalui Perpu, pemerintah mengharapkan akan tetap mendapatkan
kepercayaan dari para investor.
Isi perpu ini adalah : Pasal 1 menambah ketentuan baru dalam bab

penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B yang berbunyi: “Pasal

83A : semua pe »f:';/ gecjanjian di bidang pertambangan di

i
7 dalam ketentuan
Pengganti Undang-

oat JOikeft S‘S UL A persyaratan adanya

) Tﬁf-'..!ﬁ'.ﬂ éﬁbiﬁ.* ;-!ﬁh lengan kegentingan yang

untuk segera dilakukan penyelamatan. Berdasarkan ketentuan

konstitusional ini maka beberapa ketidaksesuaian adalah:

259 Fathi Hanif, dkk. Bunga Rampai Hukum dan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, Bigraf Publishing-Yayasan Ulin, Samarinda
Kaltim. Halaman : 90
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@

@

Berdasarkan UU Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan
Bahaya, Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa salah satu kualifikasi
keadaan darurat/bahaya adalah “hidup negara dalam keadaan bahaya
dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada
gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.” Ketentuan

tersebut menyiratkan adanya syarat formil keadaan darurat adalah

adanya }-f‘?*//\' eputusan resmi dari presiden tentang

VA '
UNISSULA
m‘!f.!-!.-a.j;’!@?t;-lh‘;mis_u -/ memaksa tidak terlihat
satu tujuan dikeluarkannya
Perpu adalah untuk memberikan kedudukan dan kepastian terhadap
izin-izin dan perjanjian pertambangan di kawasan hutan lindung,

sebagai akibat adanya larangan oleh UU No. 41 Tahun 1999, didalam

konsideran menimbang, Perpu No. 1 Tahun 2004 tidak
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mencantumkan negara dalam keadaan genting dan memaksa,
sehingga diperlukan menerbitkan Perpu.

(3 Unsur penyelamatan negara, tujuan diterbitkannya Perpu tidak
mendasarkan pada upaya penyelamatan negara, bahkan justru

mengancam keselamatan hutan lindung. Perpu ini justru terlihat

menyelamatkan mbangan yang telah memegang izin
dan perjanjiar -5'-:«//”\\1 sebelum dikeluarkannya UU No. 41

Ui b ﬁvg U I- A 2004 diatur tentang

....er; i/ é# 109 n atau perjanjian di bidang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di
kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

“Kedua: Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian
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di bidang pertambangan dikawasan hutan lindung didasarkan pada izin

pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.”
Ke-13 perusahaan pertambangan yang dimaksud dalam ketentuan ini

mendapatkan pengecualian atas larangan menambang secara terbuka

sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999. Pertambangan yang

dimaksud meliputi komod..mbangan emas, tembaga, nikel, granit

e
:
1S0€

dan batubara. Stat \grjanjian terdiri dari : produksi dan

zin Melakukan
tan Lindung
Luas Status
I i . (Ha)
1 SmrIL B 10.000 | Produksi
202.950 | Eksplorasi
(dmp) Wuaya
Puncak Jaya
(1991)
2 PT. Indominco | Batubara Kalimantan Timur 25.121 | Produksi
Mandiri
3 PT. Inco Thk Nikel Sulsel, Sulteng 218.528 | Produksi
dan Sultra
4 PT. Aneka Nikel Sultra 14.570 | Produksi
Tambang
5 | PT. Granit Kepulauan Riau 2.761 | Produksi
Karimun
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Granit
6 | PT. Aneka Nikel Maluku Utara 39.040 | Produksi
Tambang
7 | PT. Gag Nikel | Nikel Papua 13.136 | Eksplorasi
8 | PT. Pelsart Emas dmp Kalsel 201.000 | Eksplorasi
Tambang
Kencana
9 | PT. Weda Bay | Nikel Maluku Utara 76.280 Eksplorasi
Nickel
10 | PT. Sorikmas Sumatera Utara 66.200 Eksplorasi
Mlnlng f B
oX ... Kaltim dan Kalsel | 15.650 Studi
Kelayakan
12.790 Konstruksi
29.622 Produksi
Konstruks
i
Eksplorasi
927.648

HMISS LA
@ebwh

\ el

5 an Perizinan

yang Berada

Protes dan kritik terhadap keberadaan Perpu No 1 tahun 2004,

bertolak belakang dengan pandangan lembaga legislatif. DPR RI
mengukuhkan keberadaannya pada tanggal 13 Agustus 2004 melalui UU

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412).

UU Nomor 19 tahun 2004 merupakan salah satu produk undang-
undang yang kehadirannya diwarnai berbagai kontroversi baik sebelum
maupun setelah diundangkan. Penolakan terjadi karena Undang-undang
ini melegalkan penamba secara terbuka di kawasan hutan lindung.

ZZZA

dari Jord ) \a}hun 2004 adalah memfasilitasi

ng, yang telah
A1 Tahun 1999

usul menimbang

Orientasi

“}iaalah pada huruf (a)
U “wg.'ﬂwl_ ﬂ JlTahun 1999 tentang

W\ '&F!Jfg’iﬁ'?bﬁﬁm&h atau  perjanjian

vang e ada—sebetuft—berlakunya undang-undang

tersebut; menurut dasar menimbang huruf (b) bahwa hal tersebut
menimbulkan  ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang
pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah
memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang

tersebut, sehingga dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit
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dalam mengembangkan iklim investasi; huruf (c) bahwa dalam rangka
terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan
yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan
investor untuk berusaha di Indonesia. Pertimbangan tersebut juga nampak
dalam penjelasan UU 19 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

omor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

berlakunya Undang-u

ahtn 2002 q-.'.l.;. /a tida at dilepaskan dari Perpu
UNISSULA

Tahun ? Ttri’.”.m_u,]fl @g‘;‘-&ptﬁ .-"-vuh_:,, prosedur penerbitannya
Dasar 1945, yaitu?®:
(1) Perpu No. 1 Tahun 2004 bertentangan dengan TAP MPR No.

I11/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan,

260 Koalisi Penolakan Alih Fungsi Hutan Menjadi Pertambangan, 2004.
Mengapa Perpu No. 1/2004 Harus dibatalkan, Koalisi Penolakan Alih Fungsi Hutan
Menjadi Pertambangan, Jakarta. Halaman: 11-14
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TAP MPR ini, menentukan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) berkedudukan dibawah Undang-undang.
Sesuai dengan asas perundang- undangan yaitu lex superior derogat
legi inferiori, maka Perpu yang berkedudukan di bawah undang-

undang tidak dapat mengubah atau mencabut materi muatan dalam

undang-undang. Namun -erpu No. 1 Tahun 2004 secara formil

A

dan subtansiil diterbi

i

}ha. Pasal 1 Perpu

i
izin dan perjanjian

I, 2o .
UNISSULA in dan perjanjiannya.

10 :ﬁﬂll@fl i\i}bﬂg‘ wa. -ada dispensasi (pengecualian dari
ban-hukui)-yakni, Pasal 38 ayat (4) UU No.

41 Tahun 1999 sebagai norma larangan dikecualikan (tidak
diberlakukan) oleh Pasal 1 Perpu No. 1 Tahun 2004 bagi pemegang
izin yang diperoleh sebelum No. 41 Tahun 1999 berlaku. Menurut
teori perundang-undangan, suatu norma dispensasi seharusnya

dicantumkan langsung dalam peraturan tersebut, tidak boleh dalam
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peraturan lainnya. Karena dispensasi merupakan norma antar waktu,
maka penempatan norma dispensasi tadi seharusnya di dalam Bab
Aturan Peralihan UU No. 41 Tahun 1999, bukan di dalam Bab
Penutup sebagaimana Perpu No. 1 Tahun 2004.

(3 Relevansi alasan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Izin Salah satu

Perpu No. 1 Tahun 2004 adalah untuk

tujuan diterbitkan
Das :”/\\ kepada pemegang izin pertambangan

Jaal

: ngguhnya tidak

¥
\\ JINISSUILA
1 Tﬁ*ﬂl@,ﬁjl @sﬁb!‘ﬁ‘“h antingan lingkungan hidup.
Amar\ll'*

secara tegas menyatakan
“diterbitkannya Perpu dalam rangka mendapatkan kepercayaan
investor” adalah merupakan alasan yang bersifat economic oriented
yang berlebihan. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah lebih
cenderung kepada pemodal dengan menegasikan aspek-aspek

lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
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Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya dalam pengujian formil adalah dalil pemohon tentang proses
UU Nomor 19 tahun 2004 tidak memenuhi unsur “hal ihwal kegentingan
yang memaksa” tidak dapat diterima karena alasan dikeluarkannya
sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu

karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud

w N. “ 4..5'.""'3 u L ﬁ @an pada pertimbangan

X e = Il ., L3 = L H
? ﬁ!’.’:ﬂaﬁ.@k -éﬂtﬂ&+ﬁ¢l¢ etentuan Peralihan dan

Lampirannya, maka Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 termasuk
kategori Ketentuan Peralihan, sedangkan Pasal 83B-nya termasuk
kategori Ketentuan Penutup, jadi seharusnya Pasal 83A dan Pasal 83B
tidak semuanya merupakan ketentuan penutup seperti ketentuan dalam

Perpu No. 1 Tahun 2004. Bahwa materi muatan Pasal 83A merupakan
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norma umum abstrak yang termasuk norma ketentuan peralihan, bukan
norma individual konkrit berupa penetapan sebagaimana didalilkan oleh
para pemohon. Demikian pula Pasal 83B, materi muatannya merupakan
norma umum abstrak yang termasuk dalam ketentuan penutup yang
sifatnya menjalankan (eksekutif), yaitu penunjukan pejabat tertentu,
dalam hal ini Presiden, yang

i) =
i
=

dengan Keputusan Pres

diberi kewenangan untuk memberikan izin

(sementara). Dalam hal ini, meskipun mahkamah sependapat dengan
seluruh dalil para pemohon tentang berbagai bahaya dan dampak negatif
penambangan dengan pola dapat memahami alasan pembentuk undang-
undang tentang perlunya ketentuan yang bersifat transisional yang

diberlakukan bagi suatu pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang
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telah diperoleh (vested rights/acquired rights), yaitu izin atau perjanjian
yang telah diperoleh perusahan pertambangan sebelum berlakunya UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Ketiga : bahwa seharusnya pemerintah konsisten dan memiliki

ukuran-ukuran yang obyektif dalam menentukan apakah suatu kawasan

hutan merupakan kawasanhutan lindung atau bukan, agar memberikan

s nak yang berkepentingan, dan ada

. pertambangan,
1’ A n;

,

tuan peralihan,

i
enentukan syarat-

pdda saat suatu peraturan
perundang- undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum
yang ada atau tindakan hukum yang terjadi, baik sebelum, pada saat,
maupun berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
baru” (Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004, butir C.4.102), dengan kata

lain, seharusnya semua ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
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Kehutanan, termasuk tentang adanya larangan penambangan di hutan
lindung, berlaku untuk semua pelaku pertambangan, setidak-tidaknya
bagi yang sudah memperoleh izin sebelum berlakunya UU Nomor 41
Tahun 1999 harus menyesuaikan.

Kelima : bahwa mahkamah sependapat dengan ahli Prof. Dr. Emil

Salim yang dalam keterangan tertulisnya bertanggal 20 Juni 2005 yang

| mn 2 uu."la ara  substa f d;klah inkonstitusional
UNISSULA
) ::E:J:..'.l-g]jﬂ @ﬁ‘tﬂ-”wkﬁ Jerjanjian-perjanjian yang

ebetum-bertakunya UU-No.-41-Tahun 1999 tentang Kehutanan
menyesuaikan dengan undang-undang a quo, setidak-tidaknya bagi
perusahaan-perusahan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan
Ketujuh : bahwa pemerintah harus melakukan pemantauan, evaluasi,
dan pengawasan dengan melihat dari sisi biaya dan manfaat (cost and

benefit) yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan
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melakukan perubahan syarat-syarat kontrak karya untuk mengantisipasi
dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup yang
disertai dengan kewajiban untuk merehabilitasi atau memperkecil dampak
negatif demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan harus bermuara pada keberanian
melakukan penindakncabutan izin penambangan jikalau
jadi n.si /\ n.penambangan yang ditentukan.

%

EE-

W cudapat dengan seluruh

' o oo = /
dalil ' p UNISSULA / dan dampak negatif
\ ?1;".'5”:.@%:1 |£;.rf EE»[‘@L,,.}LE,!L;. ka di kawasan hutan

g

Dalil pemohon secara garis besar dinyatakan “...bahwa keberadaan
tambang di hutan lindung sebagai akibat berlakunya UU No. 19 Tahun

2004 juncto Perpu No. 1 Tahun 2004 akan menimbulkan dampak

261 pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
003/PUU-I11/2005, angka (2) halaman : 17.
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kerugian ekonomi, lingkungan (emisi karbon), sosial budaya (berupa
kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan).”

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU 19 tahun
2004 tidak bertentangan secara konstitusional karena sifatnya yang hanya
sementara, bertentangan dengan pendapat mahkamah yang menyetujui
semua dalil pemohon bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan

lingkungan dan ekonomi

' tangan dengan pendapatnya

lindung memba

f
dak dap: ...' wab, sifat da Kerusakan pertambangan
U H is &- UL A
sSei .n.ﬂ" g'@ﬁbﬂ 11 i-*l\ [-

Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
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berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan,
merupakan ketentuan pertama yang secara detil mengatur kewajiban
keuangan bagi pemegang izin penggunaan kawasan hutan. Fakta ini
menjadi sangat ironis ketika melihat bahwa penggunaan kawasan hutan

untuk kegiatan diluar kegiatan kehutanan sudah dilakukan secara intensif

sejak pemerintaha m jika dihitung sejak Inpres tahun 1978
a2 - .

aya ; IBPldals an P intah ini adalah
“rwigsULA emerintan inl adala

AL - e aF )
Penerima mﬂ-l-a]; 1@11?:,_,”-!,33,1@@“:;@ ar| penggunaan kawasan

msr.v.'\: Ndain De .mlel'ﬂ:r--e'l-lgl:

kegiatan kehutanan yang
luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah
aliran sungai dan/atau pulau. Penghitungan Tarif PNBP bagi penggunaan
kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan berdasarkan Pasal 1 ayat
(2) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : PNBP = (L1 x tarif ) +

(L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) Rp/tahun L1 adalah area terganggu
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karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang
yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu
penggunaan kawasan hutan. L2 adalah area terganggu karena penggunaan
kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan
reklamasi. L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan

yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan

reklamasi.

&2
UNISSULA
I ﬁ:’ﬂ-hg&"&;f}bwgm oun diatur jumlah pajak

an lahain V. n pinjam pakai Kawasan

hutan, namun dalam ketentuan perpajakan ini tidaklah memperhitungkan
nilai hilangnya fungsi ekologis hutan terutama di kawasan L3 (lahan yang
tidak dapat dilakukan reklamasi), dengan perhitungan yang dilakukan
tidak akan dapat menggantikan fungsi ekologis yang hilang. Bahkan

dapat dikatakan ketentuan PNBP ini memungkinkan perusahaan tambang
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untuk tidak memulihkan kawasannya, yang terpenting sudah membayar
sejumlah uang sesuai dengan penghitungan PNBP.
g. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
Pasal 3 UU 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung

pembangunan nasional

mineral dan batub
!

berkesinambungan, tujuan pengelolaan

| &P il
. oh\Yo g h, y t
° U [ i SSULA j erz qa:tnegara Zerta

1 Jesar Kesejanteraan rakyat;
@»L,Mp J y

il
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur pula tentang
penggunaan hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan. Pasal 134
mengatur bahwa :

a. Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah

permukaan bumi.

405



b. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat
yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan perizinan dari instansi pemerintah sesuai peraturan

perundang-undangan menjadi  ketentuan  wajib  bagi

pertamba stansi tidak ada pengaturan
// A3 o 1\ N

)angan di kawasan

Jltuan yang sama

h. PeratCn'- J u N ! s 5 u !"' A 2010 Jo. Peraturan

R\ elel/gmbtelymde /

Penggunaan Kawasan

Hutan

Penggunaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah
penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan

peruntukan kawasan hutan tersebut.

406



Pembatasan dalam penggunaan kawasan hutan diatur dalam Pasal 4
(1) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk Kkegiatan yang
mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Berdasarkan ayat
(2) kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

&3
“U N T _5 S IU LA iT, pembangunan jaringan
‘-"“:M éﬂw’w"l"" Jan/atau air limbah;

i. industri selain industri primer hasil hutan (PP 61 tahun 2012);

. pertahanan dan keamanan;

k. prasarana penunjang keselamatan umum,; atau

I.  penampungan sementara korban bencana alam.

m. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan
ketahanan energi (PP 61 tahun 2012).
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Ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengkategorikan pertambangan sebagai
kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dielakkan,
sehingga termasuk kategori kegiatan diluar sektor kehutanan yang dapat
menggunakan Kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 5 (a) penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan

pertambangan dengan ketentuan dalam kawasan hutan produksi dapat

\m pola pertambangan terbuka; dan (2)
0 --nah; Pasal 5 (b) dalam
akuk hambangan dengan pola

engakibatkan:

dilakukan (1) penaha

g pokok kawasan

An Mentar lé.:-L ~LLH».’1J.E 2/Menhut-11/2004 tentang

ng untuk kegiatan

pertambangan

PMK No12/Menhut-11/2004 secara khusus mengatur pertambangan
di kawasan hutan lindung. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang

sebelumnya yang bersifat umum mengatur penggunaan kawasan hutan
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untuk kegiatan diluar kehutanan dan tidak secara khusus mengatur

kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan.

Pertimbangan dikeluarkannya PMK No.12/Menhut-11/2004, adalah

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41

F f"l"ﬂ.

L PErtam

oo 2wt 2004 1

\ mﬁl"“!f;’ i@%&’kﬂ-gh‘ﬂrqu fv«. melakukan penambangan

‘Substansi Pengaturan

n Menteri Kehutanan ini
rkan hanya untuk mengatur 13
sahaan pertambangan yang di

ara terbuka di kawasan hutan

findung

2 Peraturan Menteri Kehutanan
P.14/Menhut-11/2006 tentang
Pedoman Pinjam Pakai jo.
PMK Nomor : P.
64/Menhut- 11/2006

IPPKH jika diberikan di kawasan hutan
yang telah dibebani izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan alam atau izin usaha pemanfaatan
hutan kayu (IJUPHHK) pada hutan
tanaman maka yang akan

dilakukan adalah revisi/pengurangan
produk kayu.
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3 PMK Nomor : P.43/ Menhut- mengatur  kewajiban PNBP dalam
11/ 2008 Tentang Pedoman penggunaan kawasan hutan untuk
Pinjam Pakai Kawasan Hutan | tujuan komersial, namun tidak ada
penjelasan cara penghitungan dan
besarnya.

4 Peraturan Menteri Kehutanan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Nomor P.18/Menhut-11/2011 Hutan
jo.. PMK Nomor P.38/Menhut-

11/2012 jo. Nomor
P.14/Menhut-11/2013

Policy Advisor bidang kehutanan pada
izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan operasi
produksi

5 Peraturan Menter_i.
Republik Indones
P.65/M

= Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
(menghapuskan  ketentuan

rmohonan Pertimbangan
) Pakai Kawasan Hutan

w N ﬁ g% U mi ﬂ tan lindung adalah izin

anakan -ﬁ!’é?'@ﬁ'!j}”ﬁluﬁhﬂlgr |/ eksplorasi pertambangan
dalam rangka penggunaan dung. Kedua izin pinjam

pakai kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), izin pinjam pakai

kawasan hutan lindung adalah izin menggunakan kawasan hutan lindung
untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi

pertambangan untuk jangka waktu tertentu.
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Peraturan Menteri Kehutanan ini dikeluarkan hanya untuk mengatur
13 perusahaan pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat
(2) : “Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku terhadap 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang
pertambangan yang nama perusahaan dan lokasi penambangannya

sebagaimana tercant alam lampiran Keputusan Presiden Nomor 41

Tahun 2004.” Ketentua ) mengatur kewajiban pemohon pada

N ' ' 2 ; utan bekas kegiatan
UNISSULA ’
Aotladl) €581 leLuznala

berkala-3-(tiga)bulan kepada Menteri;

mer#

f. membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua

kewajiban, yang disahkan oleh notaris.
Kewajiban pemohon pada tahap eksploitasi berdasarkan Pasal 7 ayat
(2) adalah sebagai berikut :

a. membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang;
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b. menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada departemen
kehutanan sebagai kompensasi atas kawasan hutan lindung yang
dipinjam;

€. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda
batas dan penyelesaian berita acara tata batas, serta biaya

inventarisasi atas kawasan hutan lindung yang dipinjam dan tanah

lain kegiatan

si'/dan konservasi

&3
UNISSULA
- ?Wflnﬂ-@,ff':@é 'ﬂx'.il.th'.:Lh 25 /lahan kompensasi;
Wasaft—Hutait—yang dipinjam pakai dan
bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya
sebagai akibat kegiatan pertambangan;
h. mereklamasi kawasan hutan lindung yang dipinjam pakaikan

berdasarkan rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang disetujui

sebagaimana dimaksud huruf d;
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i. membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Menteri;

j. dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan izin maka pemegang izin tetap harus menyelesaikan
kegiatan reklamasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;

k. membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua

kewajiban yang dnotaris.

e,

Normor 12/Me / | awasan hutan lindung

.aim.pakai kawasan hutan

‘;1." \\J menyerahkan
z /

utan. Pasal 9 (2)

&9
UNISSULA
aSk( Fﬂjnlulz:;rﬂééblwle

e. terletak dalam satu DAS/Sub DAS Kabupaten/Provinsi dengan area
yang dipinjampakaikan;
f. memenuhi persyaratan teknis untuk dijadikan hutan.
Pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas

daratan, areal kompensasinya seluas dua kali kawasan hutan yang
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dipinjampakaikan. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya 30% dari

luas daratan atau lebih, areal kompensasinya seluas kawasan hutan yang

dipinjampakaikan.

2) Peraturan Menteri Kehutanan P.14/Menhut-11/2006 tentang
Perubahan terhadap Pedoman Pinjam Pakai jo. PMK Nomor : P.

64/Menhut-1 I/2006

“ “ i:"éi'&'.ii u LA pinjam pakai diberikan
untuk jangka: vwal i’f;’ élf‘ I_)l',c..i,g..;u at diperpanjang setiap 5
MasSa-beffakuhya-tzin/kontrak kegiatan di luar
kehutanan yang bersangkutan. (2) Izin kegiatan survey dan penyelidikan
umum/eksplorasi pertambangan dalam kawasan hutan diberikan selama 2

(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan rencana Kkerja

sektornya.
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3) PMK Nomor: P.43/ Menhut-11/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan
Peraturan menteri ini dalam Pasal 4 mengatur kewajiban PNBP
dalam penggunaan kawasan hutan untuk tujuan komersial, namun tidak
ada penjelasan cara penghitungan dan besarnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat

(1) huruf c: pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan

di luar kegiatan -.sp'.-/ UK idalamnya adalah pertambangan.

ak dapat dipenuhi dapat

5 S.'.s u "R ﬁ. ak dapat dipenuhi dapat

ialink 1 léa-" lain pada pulan yang sama atau pulau lain
pada}&mrna—y&ng—sa

d. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;

e. Penghapusan/pencoretan alas hak atas lahan kompensasi pada buku
tanah di instansi yang berwenang; dan
f. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur atau Badan Pertanahan

Nasional sesuai dengan kewenangan masing- masing.
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Kompensasi lahan diatur dalam Pasal 25 (1) pinjam pakai kawasan
hutan dengan kompensasi lahan dilaksanakan dengan cara :
a. Menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi atau ;
b. Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa pemerintah membolehkan tidak

dipenuhinya lahan ko

mpensasi yang selanjutnya akan dihutankan kembali

Pasal 4 huruf b

&g /
| Menter _Kehutanan. N / P.18/Menhut-11/2011

B

t;ﬁﬂl—'.\g&’féa" .hL,,;.;g,gL.b utan jo.. PMK Nomor
H<—Nofmor  P.14/Menhut-11/2013

Perubahan atas PMK No P.18/Menhut-11/2011 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Perubahan 1: Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.38/Menhut-11/2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-11/2011 tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Perubahan 2: Peraturan Menteri
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Kehutanan Nomor P.14/Menhut-11/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-11/2011 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Ketentuan dalam PMK No. 18/Menhut-
11/2011, Pasal 4 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk

juan strategis yang tidak dapat dielakkan.

kegiatan yang memp

] ?ﬁernilai strategis, izin
» /h
1 Kavtesan; ften ranye darat arikan setelah mendapat
jus ?’lﬁﬂ”ﬁ-@k’ ! éﬁt‘f“' v‘g:.g, eria penggunaan kawasan
ahtgerdaipak-penting dan cakupan yang
luas serta bernilai strategis sesuai ayat 2 yaitu: (a). pertambangan yang
berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang
berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui

Dewan Perwakilan Rakyat; (b). persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dasar pemberian izin
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pinjam pakai kawasan hutan di selurun WUPK yang menjadi Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Pasal 9 ayat (3) pertambangan yang berdampak penting dan cakupan
luas serta bernilai strategis, perlu ada Kajian Lingkungan Hidup. Strategis

(KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan Pasal 17

mengatur  pedoman ; itungan  penggantian  biaya investasi

sebagaimana dimaksi e asal 16 ayat (1) huruf d angka 1 diatur

han kompensasi
\r’

! % '. ane an oleh pemegang izin
UNISSULA /siadiaieh

B

(if}!!o!.v&y ’iy?{_}ﬂﬂwm@n ngan badan usaha yang

atau (c). lahan kompensasi
yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan konservasi, reboisasi atau
penghutanan dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan
hutan bekerjasama dengan pengelola atau instansi yang mengurusi

kawasan hutan konservasi.

418



Lahan kompensasi sesuai Pasal 32 ayat (1), calon lahan kompensasi
wajib memenuhi persyaratan: (a). letaknya berbatasan langsung dengan
kawasan hutan; (b). terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau
provinsi yang sama; (c). dapat dihutankan kembali dengan cara
konvensional; (d). tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis

pembebanan dan hak tanggungan; dan (e). mendapat rekomendasi dari

gubernur atau g,::?—' Pasal 32 ayat (2) terhadap calon lahan

i
11/2014, izin pinjam

. untuk menggunakan

HNHS&”L& junan di luar kegiatan
“T?” [H %

anpal e ‘&‘ﬁbmﬂwh untukan kawasan hutan.
asat -6 -ayat—(1), penggunaan kawasan hutan
dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
a. Obyek Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Obyek izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam ketentuan
Pasal 4 menentukan kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan hutan

adalah kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
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dielakkan. Pertambangan batubara menurut ketentuan ini merupakan
salah satu kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan. Sehingga pertambangan batubara merupakan kegiatan yang

diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan. Secara lengkap Pasal 4

mengatur :

tril on '. 0l ene 1 terbarukan;
UNISSULA ’

- & a A
3.Konstruksi ', q't{?fal-l-q;..f-?”&'jﬂ;;u'hw;@iw awasan Hutan Bagi

CA
L

Pertambangarn-Batuba
Pengawasan dapat diartikan sebagai “proses kegiatan yang
membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, dan diperintahkan.”?%?

262 Dian Puji Simatupang, 2004. Materi Hukum Administrasi Negara, Program Ekstensi,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman : 1
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Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum
administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan
merupakan pengawasan preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan
penerapan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan.?%
Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement,

dalam bahasa Belanda rechtshandaving. Penegakan hukum meliputi segi

preventif dan represif, Pe | (law enforcement) adalah bagian
i{ N tumpukan kertas
h ,- bakal menjadi

—

dari sistem hukus \(formeel recht) maka kaidah-
s
— E e

[apa ,' menurut Sjachran

N
oo
#

D raktik sebagaimana

*.ﬁ &g b
ur N i $$ u Lﬂ. an keadilan dalam suatu
?ﬂﬂ:’..gjf !éebl'\g;WLh enerapkan hukum dan

ertahankan dan menjamin

menemukan H i S Gl Eteommaarorecte

263 philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, halaman
1337
264 Andi Hamzah, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
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ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang
ditetapkan oleh hukum formil.2®®

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, pada hakikatnya
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan
hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi konkret.2¢

sanakan melalui berbagai jalur dengan

Penegakan hukum dila

g / ministrasi, sanksi perdata dan sanksi

ony ISH l!-u.-u al; 1sue jode social repair and
UNISSULA /

R‘fl—l:my!@aﬁL%L*mL& rkaitan dengan what is
necessary to ametioraie a attor.—Sedarigkan penal control prohibits
with punishment, sifatnya adalah accusatory, hasilnya binary, yaitu : all or

nothing.

265 Sjachran Basah. 1992.  Perlindungan ~ Hukum atas  Sikap  Tindak
Administrasi Negara, Penerbit Alumni Bandung, halaman: 14

266 gatjipto Rahardjo, 1981. Masalah Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar
Baru, Bandung, halaman: 15

267 Koesnadi Hardjasoemantri, 2000. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada
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a. Pengawasan Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan UU 11
Tahun 1967

Pengawasan pertambangan di kawasan hutan berdasarkan

ketentuan ini tidak diatur secara khusus, secara umum yang diatur sebagai

kegiatan pengawasan pertambangan menurut Pasal 29 ayat (2) UU 11

tahun 1967 adalah melipl ' Keselamatan kerja; (b) pengawasan

@
UNISSULA
: ﬂi!!|-L-eL'§!f_§;,fi?bl¥iﬁh'ﬂ.&' }

arkan ketentuan peraturan

1967 vyaitu Peraturan

8 oM AO 210 BN aVal dafal
Ch S iV J Cial

pemerintah ini, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan
dengan tanpa membedakan antara kawasan hutan maupun bukan kawasan
hutan. Aspek pengawasan yang diatur dalam ketentuan ini adalah

penegasan kewenangan departemen yang lapangan tugasnya meliputi
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pertambangan dalam hal tata usaha, pengawasan, pengaturan keselamatan
kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan.
b. Penegakan Hukum dalam UU 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
1) Penegakan Hukum dengan sistem compliance atau aspek
pemenuhan peraturan

Penegakan

G2
UNi&hULh

”-v;j 1-_!“; -]‘J:‘;Mdurrb, >

sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud

meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha
pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
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c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di
bidang mineral dan batubara.

Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan

@ o
“ N i ﬁ 5 u iL ﬁ. / gan yang dilaksanakan

oleh! ?T;tf}-!-rﬂ,y F@v}bﬂgwmm ah kabupaten/kota sesuai

gannya. —(2)—menteri—dapat melimpahkan kepada
gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/
kota (3) menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
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usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau
IUPK.
Pasal 141 (1) pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
140, antara lain, berupa:
a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

\

W
h\ Unissuca

i-ll

gembang: -@.ﬁ ja Kera teknis e

cimberdayaar-iasyarakat setempat;

I. penguasaan, pengembangan, dan  penerapan
iteknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha

n. pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

0. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
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2)

p. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
Ketentuan ayat (2), pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i
dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
iki inspektur tambang, berdasarkan Pasal 141
A\

Jika tidak memi
ayat (3) dalam -.v::':’/f\-'a.: ah provinsi atau pemerintah daerah

Linspektur tambang, Menteri

diangkat untuk

i
&/a masing-masing

..

U N i s'&.i u iL ‘-". emberi teguran kepada

L3
Faﬁ!!-!--ai-fg“@:_@blh YD 'f& an kewenangannya tidak

&S

lan kepada menteri.

dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Penegakan Hukum dengan sistem sanctioning atau sanksi
menurut UU 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
Penegakan hukum dengan sistem sanksi di dalam UU Minerba,

dikenal dua bentuk sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
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Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP sesuai
pelanggaran yang dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1) :
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada

pemegang IUP, 3 IUPK atas pelanggaran Kketentuan

UNISSULA

Bentuk sank @FL}%M{L&. apat dikenakan berupa: (a)

itiaft-Sefriehtara sebagian atau seluruh
kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau (c) pencabutan
IUP, IPR, atau IUPK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 152, jika pemerintah daerah tidak
menjalankan kewajiban penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 151

yang memuat sanksi administratif, maka menteri berdasarkan hasil
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evaluasi dapat menjatuhkan sanksi menghentikan sementara dan/atau
mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pengawasan lIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan
PMK.16/Menhut-11/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai

Kawasan Hutan

evaluasi adalah

i
ggunaan kawasan

i

utan; dan (c). izin

pihak yang melakukan

¥
UNISSULA /
?ﬁﬂ-’.-ejjﬂ @.ﬁbi‘e. sarkan ' Pasal 42 (1) adalah menteri.

b. Pelaksana Monitoring

Pasal 43 (1) pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan dan
dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan

kehutanan. Monitoring dilaksanakan olen Tim dengan anggota dari
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unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Badan/Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum
Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani,

serta unsur terkait lainnya. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang

' j{ksanaan evaluasi

i
izin pinjam pakai

im an oleh kepala dinas
HNES&N&L& ; P

1 ﬂ""'m-la,;}nh -ar"-‘wtp “kehuta ngan anggota terdiri dari
Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai (BP-DAS), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi (BPPHP), Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
kehutanan, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah

kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya.
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Kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan
menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada menteri dengan tembusan kepada direktur jenderal planologi
kehutanan.

d. Bentuk penyelenggaraan pengawasan

Monitoring diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat

/\\ angka pembinaan agar pemegang

| o2 ': dana or i kementerian
UNISSULA

tanan, £Valas é,ﬁL" an Pasal 42 hyat (3), dilakukan untuk

Fa¥a Eal 'AJ

a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan;
dan

b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
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c. sebagai bahan pengambilan Keputusan dalam rangka
perpanjangan, pengakhiran, pengembalian areal izin pinjam pakai
kawasan hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan paling
banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Ketentuan Pasal 46 dalam

hal hasil evaluasi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan

hutan/penerima.disg legang izin pinjam pakai kawasan hutan

&9 _
“ N E E&H‘ “ Lﬂ. / dimaksud dalam Pasal

30, Pe Tﬁ!&gjﬂ@ﬁbaw, )an pemegang IPPKH dan/atau
-tentang-tarangan pemegang IPPKH dapat
dikenai sanksi berupa pencabutan IPPKH oleh Menteri. Ketentuan
pencabutan IPPKH dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga)
kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja oleh direktur jenderal.
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4) Sanksi Pidana dalam UU 4 Tahun 2009
Sanksi pidana menurut ketentuan UU 4 tahun 2009 diatur
dalam Pasal 159 hingga Pasal 162, sanksi pidana dapat diperberat jika
pelakunya adalah badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 163
(1) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat

&
UNISSULA
?.fﬂl-la@?léﬁb“ﬁ *:j_g;&g, arkan Pasal

a-dimaksud-dalamPasal 158, Pasal 159, Pasal

164, selain

160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat
dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak

pidana;
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b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan

atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sanksi pidana bagi pejabat

negara Yyang berwenang

mengeluarkan izin yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan

undang-undang dapat

dalam Pasal 1

ikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur

ang rnengeluarkan IUP, IPR, atau

palsu

IUPK Undang-Undang ini dan
: _ idana paling lama 2
/ 3, '“
e II 00.000,00 (dua
/
1 12009 tentang
1 ert
\
| S A f Sanksi Pidana
/-r Penjara/ Dend
N - e / Kurungan a
an(
i
Pasal m Penjara denda paling banyak
usaha penambangan tanpa paling lama | Rp
IUP, IPR atau IUPK 10 10.000.000.000,00
(sepuluh) | (sepuluh miliar
tahun rupiah).
Pasal 159 Pemegang IUP, IPH, atau penjara denda paling banyak
IUPK yang dengan sengaja paling lama | Rp
menyampaikan laporan dengan| 10 10.000.000.000,00
tidak benar atau (sepuluh) (sepuluh miliar
menyampaikan keterangan tahun rupiah).
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5)

Pasal 160 (1) | Setiap orang yang melakukan | pidana atau denda paling
eksplorasi tanpa memiliki kurungan banyak
IUP atau IUPK sebagaimana | paling lama | Rp200.000.000,00
dimaksud dalam Pasal 37 1 (satu) (dua ratus juta
atau tahun rupiah).
Pasal 74 ayat (1)
Pasal 160 (2) | Setiap orang yang pidana denda paling banyak
mempunyai IUP Eksplorasi penjara Rp
tetapi melakukan kegiatan paling lama | 10.000.000.000,00
operasi produksi > (lima) (sepuluh
tahun miliar
: rupiah).
Pasal 161 atau pemegang penjara denda paling
du si atau paling lama | banyak Rp
Si 10 10.000.000.000,00
(sepuluh) (sepuluh miliar
~tahun dan rupiah).

a2l Vigeilntal, pimala
(= UU 4 Tahup 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

denda paling banyak
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

"

Penegakan Hukum dalam UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Penegakan hukum sektor kehutanan berdasarkan UU 41 tahun

1999, berupa compliance yaitu melalui pengawasan kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59, pengawasan kehutanan dimaksudkan

untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan
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hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan
sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau
penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60 (1) : pemerintah dan pemerintah daerah wajib

melakukan pengawasan kehutanan. Pada ayat (2) masyarakat dan atau

perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 61
i ke //\\. an pengawasan terhadap pengurusan

kan pemeriksaan atas
..... erintah dan masyarakat

ait pengawa rhadap faan pengelolaanhutan yang

berdampak nasional dan internasional.

Ketentuan sanksi pidana dalam UU 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan Pasal 78 ayat (6) barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) yang

mengatur tentang “pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan
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penambangan dengan pola pertambangan terbuka.” atau Pasal 50 ayat
(3) huruf g, “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan
umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam

kawasan hutan, tanpa izin menteri;” diancam dengan pidana penjara

dan denda

U N i g'vg w Lﬁ. ' dalam Pasal 71 — 75.

"f-ﬂ’l-lq,:.}f |£ Q{' b wajib difakukan berdasarkan ketentuan

bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.”

Ketentuan penegakan hukum dengan sistem sanctioning dalam

UU 32 Tahun 2009, meliputi sanksi administrasi, sanksi perdata dan

sanksi pidana. Pertama : sanksi administrasi diatur dalam Pasal Pasal
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76 ayat (1), “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan
sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin

lingkungan. Bentuk sanksi administrasi berdasarkan ayat (2) terdiri

atas: (a). teguran tertulis; (b). paksaan pemerintah; (c). pembekuan izin

lingkungan; atau (d). penea

[ oeling hanyak 12

'- m’.ugyléﬁbhj_.rmflﬁ

g luka dan/atau bahaya
a, dipidana dengan pidana

fpallng sedikit 4 milyar dan
milyar

basal 98 ayat (3) Jika
orang luka berat atau mati,
--lf 0 an pidana penjara paling

smgKat 5 tahun dan paling lama 15 tahun
dan denda paling sedikit 5 milyar dan
paling banyak 15 milyar

Pasal 98(1) Setiap orang
yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang
mengakibatkan
dilampauinya baku mutu

Unsur Kelalaian Pasal 99 (1) pidana penjara
paling singkat 1

tahun dan paling lama 3 tahun dan denda
paling sedikit 1 milyar danpaling banyak

3 milyar

udara ambien, baku mutu
air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup

Pemberatan : Pasal 99 ayat (2)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 tahun dan paling
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lama 6 tahun dan
denda paling sedikit 2 milyar paling banyak 6
milyar

Pemberatan : Pasal 99 ayat (3) Jika
mengakibatkan orang luka berat atau mati,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun
dan denda paling sedikit 3 milyar dan
paling banyak 9 milyar

Pasal 100 (1) Setiap orang dipidana, dengan pidana penjara paling
yang melanggar baku mt lama 3 tahun dan denda paling banyak 3
air limbah, baku . -milyar

an denda paling sedikit
__Banyak 3 Milyar

a 3 (tiga) tahun dan denda
fnilyar dan paling

\ fiap pejabai akibatkan terjadinya pencemaran
bememe_ngahﬁ“ ~ | danfatau Kerusakan lingkungan yang

sengaja tidak melakukan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,
pengawasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah)

Sumber : UU 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Paksaan pemerintah menurut Pasal 80 ayat (1) dapat berupa :

a. penghentian sementara kegiatan produksi;
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b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

. penghentian sementara.seluruh kegiatan; atau

langgaran yang
ngat serius bagi
ébih besar dan lebih

ﬁcemaran dan/atau
U N i 5'3 u Lﬂ. besar bagi lingkungan
f*ﬂv'.ai“ ;Lfl ntikan-penoen r.- dan/atau perusakannya.
U lingkungan menganut
sistem pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta
asas tanggung jawab mutlak (strict liability). Ketentuan kewajiban
pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan diatur dalam
Pasal 87 ayat (1):

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran
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dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan
kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) diatur dalam

Pasal 88 : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3
(tiga) tahun.
Pengawasan pengelolaan pertambangan di kawasan tidak dapat

dilepaskan dari ketentuan dan mekanisme penegakan hukum yang
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diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk hasil
pengawasan adalah tindakan penegakan hukum jika hasil pengawasan
yang dilakukan menemukan tindakan pelanggaran sesuai ketentuan
dan sebagai upaya penertiban adalah penegakan hukum yang nyata.
Pengawasan sangat penting sebagai upaya kontrol terhadap

pelaksanaan kewajiban dan ketaatan mematuhi larangan-larangan.

1.7 Konstruksi ingkungan dan Reklamasi Areal

i sus LA dan IUPK adalah:

fetapkan Kaidaneknik pertamban
tafigan sestat-dengan-sistem akuntansi Indonesia;
c. meningkatkan  nilai tambahsumberdaya mineral dan/ atau
batubara;
d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat; dan

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
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Pasal 96 : Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang
baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk

kegiatan reklaatambang;
: /"/ﬁ\\ﬁ» a mineral dan batubara;

UN’I&*&E‘UL& oer Gaya Alr yeng
Zgkutan J.u l? id @, L.L,_, 2k .., ran perundang-undangan.

ckas—pertatibaitgan di  kawasan hutan

berdasarkan UU 11 Tahun 1967

Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Pertambangan, tidak menyebutkan istilah reklamasi paska tambang,
namun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 1967,

diatur kewajiban pelaku pertambangan untuk mengembalikan kondisi
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tanah seperti semula, secara lengkap dinyatakan : “Apabila selesai
melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan,
pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan
mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan

bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.”

Penjelasan Pasal 3n kewajiban pengusaha pertambangan

dalam mem an bangannya sehingga tidak menjadi
heny Al Lbila usaha pertambangan telah

emikian ...-!n- . an bahwa pemegang izin
UNISSULA /

JAhaAn W jﬂ @i"b!:ﬁﬁntﬂml,ﬂ' edemikian rupa setelah
—Jnsur—kedda— maksud mengembalikan

tanah sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bahaya penyakit atau
bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya, yang dalam penjelasan
Pasal 30 ditegaskan bahwa ketika usaha pertambangan telah
meninggalkan wilayah penambangannya masyarakat sekitar tetap

mendapat perlindungan dari bahaya penyakit dan bahaya lainnya.
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Sanksi bagi pelanggar kewajiban tersebut diatur dalam Pasal
33 (a) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah,
pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak
melaksanakan syarat- syarat yang berlaku menurut undang-undang ini

dan/atau undang-undang-termaksud dalam keputusan menteri yang

indang ini dan/atau undang-undang

¥
UNISSULA

rv‘*"l-lu—i- i ’-:;’; eftuan-Pinjam /Pakai Kawasan Hutan
! 55/Kpts-11/1994
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-11/1994 Pasal
14 ayat (2) ¢ : Pemegang IPPKH wajib mereklamasi kawasan hutan
yang telah dipergunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan.
Ketentuan Pasal 14 ayat (d) Untuk pinjam pakai dengan kompensasi

wajib menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Departemen
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Kehutanan yang clear and clean (cnc) sebagai kompensasi atas
kawasan hutan yang dipinjam. Pasal 16 (b) untuk keperluan kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta minimal lahan
kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam adalah 1:2.

d. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor

146/Kpts- 11/1999 tentang Pedoman Reklamasi bekas Tambang

d ;;m peruntukannya.
;nemulihkan kondisi
ur N ‘ i“.‘; U L ﬁ at kegiatan usaha

Fﬁ*t-‘-q:,flé@b'@tmh / hutan yang dimaksud

untukannya.

Pasal 3 (1) perusahaan pertambangan dan energi mempunyai

kewajiban :

1. Melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang atas kawasan hutan

yang dipinjam-pakai.
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2. Menanggung biaya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang
atas kawasan hutan yang dipinjam-pakai.

3. Mempunyai organisasi pelaksana reklamasi lahan bekas tambang
dalam kawasan hutan.

4. Melakukan usaha perlindungan dan pengamanan hutan atas

kawasan hutan yang. dipinjam-pakai.

2
o
B
\

Penyusunan

u N i 5"!"'5 “ ﬁ-A masi; (4). Pelaksanaan
....gﬂ elip e,’iL,ld_,. ‘_ugl,,,. Pengaturan bentuk lahan

(land 1 sedimentasi; Pengelolaan
lapisan olah (top soil); Revegetasi; Pemeliharaan.
Pasal 8 (1) Reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan

pertambangan dan energi secara bertahap sesuai dengan rencana

dan rancangan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
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kegiatan penambangan selesai di setiap lokasi berdasarkan tahapan
kegiatan penambangan.

Pasal 9 mengatur bahwa perusahaan pertambangan dan energi
tetap bertanggung jawab terhadap keberhasilan reklamasi seluruh
bagian kawasan hutan yang telah selesai direklamasi sampai dengan

dikembalikannya asan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada

i
. ri"lan reklamasi yang

rosi dan sedimentasi,

u N iﬁg u Lh n/oleh Direktur Jenderal
- ' - ==
g ﬁfﬁllﬂﬂé‘"@ﬂfu&i ,w‘s;'Lﬁ—:]_,

L} pefusahidan pertambangan wajib
menyampaikan laporan kemajuan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan satu
kali. Ketentuan ayat (2) Mekanisme pelaporan kemajuan reklamasi
diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial.
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Ketentuan sanksi berdasarkan Pasal 15, apabila pelaksanaan
kegiatan reklamasi tidak atau belum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan ini, maka kepada perusahaan
pertambangan.

1. Penghentian kegiatan penambangan pada kawasan hutan yang

pertambangan yang baik,
pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk

kegiatan reklamasi dan pascatambang;
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d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan
dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku
mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Kewajiban reklamasi hutan tanpa sanksi dalam UU Nomor 41

Tahun 1999 Tenta ehutanan. Pasal 44 (1) reklamasi hutan meliputi

an | kawas .-n.. ; r‘ugan kehutanan yang
UNISSULA /

\Jal ??ﬁ:?.'vehg,!gfé;?bmlwh&r# ukan reklamasi dan atau

(€ gaf". DO lé‘h:l'-vs.:‘lu-\i:r,

an pemerintah, sedangkan
ayat (2) menyatakan bahwa reklamasi pada kawasan hutan bekas areal
pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan
sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Selain kewajiban
reklamasi pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan juga

diwajibkan membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi
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sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Pihak-pihak yang
menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan
kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan
tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
Berdasarkan definisi Pasal 1 angka (26) UU 4 tahun 2009,

reklamasi ialah kegiatan. yang dilakukan sepanjang tahapan usaha

¥
““ M l _s i‘s 1!’ - !'t.i' sca Tambang dalam
L Kawasar Hutan i Wndonesi

Regulasi Definisi Reklamasi Substansi Pengaturan

Reklamasi Kawasan Hutan
bekas areal pertambangan

UU 11 Tahun
1967 tentang
Pokok-pokok
Pertambangan

Pasal 30 D
....mengembalikan tanah
sedemikian rupa, sehingga
tidak menimbulkan bahaya
penyakit atau bahaya
lainnya bagi masyarakat
sekitarnya. ... ”

Pasal 30 : Apabila selesai
melakukan penambangan bahan
galian pada suatu tempat
pekerjaan, pemegang kuasa
pertambangan yang
bersangkutan diwajibkan
mengembalikan tanah
sedemikian rupa......”
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memperbaiki atau | pertambangan,
dan vegetasi hutan yang | pertambangan sesuai

secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.

UU 41 Tahun | Pasal 44 (1) Reklamasi hutan | Pasal 45 ayat (2) Reklamasi
1999 meliputi usaha untuk | pada kawasan hutan bekas areal

wajib

memulihkan kembali lahan | dilaksanakan oleh pemegang izin

dengan

rusak agar dapat berfungsi | tahapan kegiatan pertambangan.

UU 4 Tahun | Pasal 1 angka (26). Pasal 96 ¢ : Pemegang IUP dan
2009 Reklamasi ialah kegiatan IUPK wajib melakukan
itakukan reklamasi dan pasca tambang

, s

3 “‘-!Hﬂiﬁﬁ .-1! !ma”—ll. IUP Operasi
\ FetleIgilotobyzndla
L il
dikatakan pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang

Selanjutnya pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan

yang dimaksud harus dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah

antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.
Setelah persetujuan rencana reklamasi, pemegang IUP dan

IUPK memiliki kewajiban untuk menyediakan dana jaminan reklamasi
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dan dana jaminan pascatambang sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1).
Penggunaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang
sesuai ayat (2) adalah Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak  ketiga

untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana

jaminan. Ketentu t diberlakukan apabila pemegang IUP atau

.-
oA
AKSc s,

U N l gzi u L ﬁ. eklamasi dan rencana

3;?&?:'--’4}5“&@!@1@%};”!_ e¢rmohonan IUP  Operasi

kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan
pascatambang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (26) UU 4 Tahun 2009,
definisi reklamasi ialah “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki
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kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya”. Definisi tersebut mengandung arti bahwa reklamasi
harus memenuhi unsur :
a. kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki

kualitas Ilngku an dan ekosistem;
b. agar li u:’ ¢ ' tem dapat berfungsi kembali sesuai

&\

eklama5| yang

TISip-prins :‘E-l:.‘; Ui Dertambangan, pertama:
i 5 J-L@Jﬁl@ﬁb&blp@;m,hb jang izin pertambangan.

atakaft-SeCara-tegas sebagai tanggung jawab
pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam ketentuan Pasal 96
huruf (c) UU Minerba. Berdasarkan ketentuan tersebut, berkaitan
reklamasi pemegang izin pertambangan memiliki kewajiban: (1)
Menyusun rencana reklamasi; (2) Menyerahkan dana jaminan

reklamasi; (3) Melaksanakan reklamasi.
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Prinsip kedua : reklamasi merupakan kegiatan terencana
pemegang izin pertambangan berkewajiban menyusun rencana
reklamasi, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) bahwa “Setiap pemegang IUP
dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana

pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi

Produksi atau IUPK O pera si Produksi.”

-
=
O 4 ¥
'

rf:';m pascatambang

3 émbang. Peruntukan
aksud harus m';ln , A janjian penggunaan tanah
UNISSULA
“ML!@?IMQMM )emegang hak atas tanah.

emegang IUP dan IUPK

memiliki kewajiban untuk menyediakan dana jaminan reklamasi dan
dana jaminan pascatambang sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1). Jika
pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan
rencana yang telah disetujui, maka berdasarkan ayat (2), Menteri,

gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat
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menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan
pascatambang dengan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
f. Reklamasi menurut PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan

PP 24 tahun 2010 Pasal 1 ayat 9 mendefinisikan reklamasi

g ;Jtanan Nomor : P.
UN’EQ'%:ULA fresi putan

Posal 1 aya &ﬁbw A/Menhut-11/2011 tentang

----- pistkan “Reklamasi hutan adalah

usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan

vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
peruntukannya.*

Prinsip dasar kegiatan reklamasi menurut ketentuan Pasal 2,

meliputi: (a) Reklamasi merupakan satu kesatuan yang utuh (holistic)
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dengan kegiatan penambangan; dan (b) reklamasi dilakukan sedini
mungkin tanpa menunggu proses penambangan secara keseluruhan

selesai dilakukan.

Tabel 15:

Peraturan di Tingkat Menteri tentang
Reklamasi Tambang Dalam Kawasan Hutan

Tentang

1 | Keputusan Mei anan | Pedoman Reklamasi Bekas Tambang
y v | Dalam Kawasan Hutan

dtan

Penyusunan Rencana Teknik
/Hutan dan Lahan DAS
DAS)terkait Pasal 13 ayat 5 PP

Kriteria, dan Standar

P 76/2008)

6 ah Reklamasi Hutan

7 Pe ran Penyelenggaraan Rehabilitasi
11/2011 = dan Lahan

8 | Permenhut No. P.63/Menhut- | Pedoman Penanaman Bagi Pemegang
11/2011 IPPKH Dalam Rangka Rehabilitasi

DAS

9 | Peraturan Menteri Kehutanan | Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
No. P.16/Menhut-11/2014

10 | Peraturan Menteri Kehutanan | Pedoman Penanaman Bagi Pemegang
No. P.87/Menhut-11/2014 IPPKH dalam rangka Rehabilitasi DAS

Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan RI Periode 1999-2014
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Program reklamasi hutan menurut Pasal 15 (1), meliputi: (a).
penyiapan kawasan hutan; (b). pengaturan bentuk lahan/penataan
lahan; (c). pengendalian erosi dan sedimentasi; (d). pengelolaan
lapisan tanah pucuk; (e). revegetasi; dan (f). pengamanan;

Jangka waktu reklamasi hutan paling lambat 1 (satu) tahun

sebelum berakhirnya jangka waktu izin penggunaan kawasan hutan.

."‘//\n Mgembalikan kawasan hutan yang

“ Nus% ULﬂ ang izin penggunaan
ﬁﬂu-&!ﬁ@ﬁ mpunyai-organisasi khusus yang menangani
ait-ayat{Z2),-organisasi antara lain bertugas
untuk: (a). mengidentifikasi rencana peruntukan dan pemanfaatan
ruang daerah yang akan di tambang; (b). mengidentifikasikan rona

lingkungan awal; (c). merencanakan upaya reklamasi hutan; (d).

melaksanakan rencana dan upaya reklamasi hutan; (e). melakukan
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pemeliharaan, penelitian, pemantauan dan pelaporan dari semua
pelaksanan rencana dan upaya reklamasi hutan.

Penilaian keberhasilan reklamasi hutan berdasarkan Pasal 69
(1) penilaian keberhasilan reklamasi hutan dilakukan melalui kegiatan
evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi hutan. (2) penilaian

at pusat dilakukan oleh tim yang dikoordinir

'}"bagl para pemegang
|

H N i s'&i u ¥ A pasi hutan sesuai dengan
rr:"rLul,k éu‘-"'*'lg WL’-’-‘ dak melakukan kegiatan

- (a). Sanksi administratif,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didahului
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 3 (tiga)
bulan untuk setiap kali peringatan; (b). Sanksi berupa pencabutan ijin
penggunaan kawasan hutan, setelah dilakukan penilaian hasil

reklamasi hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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h. Pengaturan Reklamasi Lahan Paska Tambang berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-11/2014

Beberapa ketentuan berkaitan dengan lahan paska tambang

dalam peraturan ini, jika dilakukan penelusuran tidak disebutkan

bagian khusus lahan paska tambang yang berada di kawasan hutan

namun pengaturannya

enyebar dalam bagian-bagian pengaturan izin,

kawasan hutan
aI 1 ayat (13),
ullhkan kembali
,' hutan yang rusak
apat berfungsi secara
&3
UNISSULA
e ”r_,;j yfbm:,n utan setelah dilakukan
Ketentuanihi-adatiga klasifikasi yaitu L1, L2
dan L3. Menurut Pasal 1 ayat (15) L1 adalah area terganggu karena
penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang
bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan.
Pasal 1 ayat (16) L2 adalah area terganggu karena penggunaan

kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat segera
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dilakukan reklamasi. Sedangkan kategori L3 menurut Pasal 1 ayat (17)
L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang
bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi.

Pasal 6 ayat (2) huruf (a) izin pinjam pakai kawasan hutan
untuk komersial dilakukan dengan ketentuan: Wilayah Provinsi yang

luas kawasan hutan dibawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas

[atau provinsi : izin pinjam pakai

. n sungai, pulau,

2'untuk komersial

i
maka luas lahan

an .dari selisih antara
ﬂ
UNISSULA
itayah e '@fbl&%m# an hutan diatas 30% (tiga
sungal pulau, dan/atau
provinsi : dengan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan
hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai, dengan ketentuan: penggunaan untuk komersial
dikenakan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan

dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
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sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu
dengan kategori L3;
@ Ketentuan Lahan Kompensasi

Ketentuan Pasal 1 angka (10), mendefinisikan kompensasi
adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan untuk menyediakan d

=
NI

an menyerahkan lahan bukan kawasan

| e) adalah kondisi

f

nya, tidak dalam

T .' — lola oleh pihak lain
UNISSULA P |

?’thf;’léaf‘meLL pasal 35 (1), calon lahan

’ ! (a). dapat dikelola dan
dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan; (b). terletak dalam
daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; (c). dapat
dihutankan kembali dengan cara konvensional; (d). tidak dalam
sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan;

dan (e). mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.
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Ketentuan lahan kompensasi sesuai Pasal 35 (1) memungkinkan
pemegang IPPKH untuk meninggalkan lahan yang tidak bisa
dipulihkan di wilayah pertambangannya dengan konsekuensi
menyediakan lahan pengganti di tempat lain. Selain itu berdasarkan

ketentuan Pasal 1 ayat (10) ketentuan ini, kewajiban penyediaan lahan

kompensasi dapat : si dengan pembayaran sejumlah uang.

.—\ akan lahan kompensasi;
‘\\ diluar IPPKH

¢ atau dalam provinsi
# g i/vasan hutan yang
/

B N usg “ L ﬁ. kan dengan penyediaan

MI-!.@?! iﬁFmeLl lak harus kawasan hutan;

i fungsi ekologis bagi

e,

lahan kompensasi dapat
digantikan dengan sejumlah uang, seolah mengesampingkan fungsi
kawasan hutan bagi wilayah disekitarnya yang akan terganggu dengan
hilangnya kawasan hutan, serta tidak dapat digantikan dengan
sejumlah uang. Salah satu fungsi kawasan yang tidak dapat digantikan

dengan uang adalah fungsi ekologis kawasan hutan.
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Keempat : Kketentuan ini seolah mengingkari kenyataan
bahwa luas dipastikan ketentuan ini akan mengalami berbagai kendala
penyelenggaraan dan menimbulkan persoalan tumpang tindih lahan.

Berdasarkan penelusuran terhadap regulasi pertambangan
batubara di kawasan hutan, sejak periode setelah kemerdekaan,

khususnya setelah orde baru hingga masa reformasi terjadi perubahan

& (an_Dasar Pokok-pokok

T
1-*' penggati UU yang

w N i ﬁ?&; U L ‘.‘ : 4 peraturan setingkat

?ﬁu@kﬂ éjﬁbﬂgmpg gkan Peraturan/Keputusan

& -Peraturan/ikeputusan Dirjen sebanyak 1.
Orientasi pengaturan adalah untuk mendorong investasi di bidang
pertambangan sebagai upaya percepatan ekonomi bangsa. Upaya
memberikan ruang bagi perusahaan pertambangan sangat tegas
dinyatakan, vyaitu ketika terjadi pertindihan/tumpang tindih

peruntukkan maka sektor pertambangan yang harus didahulukan.
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Regulasi tersebut semakin kuat di warnai politik otoritarian yang
dijalankan orde baru selama masa kekuasaannya.

Regulasi terhadap sektor

pada masa Orde Reformasi
pertambangan terhadap kebijakan orde baru yang mengutamakan

pendapatan ekonomi secara cepat yang pada akhirnya tidak mampu

mewujudkan cita-cita menciptakan kemakmuran rakyat. Berdasarkan

penelusuran -/\m di kawasan hutan, pada masa

e,

mun orientasinya tidak
£ [1€

UNISSULA
etllel)\ ot smcla

= :*

!'l.ll'lllll!l']l-'.l_‘;: Wasan H utan

J LHiall IXSUulas]

Periode Jumlah Regulasi
Putusan uu/ PP Instruksi | Peraturan Keputusan
Mahkamah PERPU Presiden/ Menteri /
Konstitusi KEPPRES Peraturan
Dirjen
Orde lama - 1
Orde Baru - 3 1 6 1
Orde 1 4 2 1 19 1
Reformasi
Total 1 8 2 2 25 2
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Ssehingga secara keseluruhan terdapat 40 produk regulasi
berkaitan pertambangan di kawasan hutan sejak 1960 — Mei 2017
yaitu : 1 Putusan Mahkamah Konstitusi, 8 UU/PERPU, 2 Peraturan
Pemerintah,  Instruksi  Presiden  sebanyak 2,  Peraturan

Menteri/Keputusan Menteri sebanyak 25, serta Peraturan/Keputusan

negeri. Namun,

U N iSS u Lﬂ. al/ 10 ayat (3) Peraturan

CESDMini. ’l...*-*ﬂ‘-*‘**’l‘*d‘“ an P | 102 dan Pasal 103 UU

Mine ur secCara keseturunian Sumber daya Mineral dan
batubara tanpa terkecuali.

Ketentuan selama 5 tahun kedepan setelah Peraturan Menteri

ESDM, menunjukkan pemberian kelonggaran dan keistimewaan yang

dilakukan terhadap Pemegang IUP Operasi Produksi nikel, IUPK

Operasi Produksi nikel, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan
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dan/atau pemurnian nikel, dan pihak lain yang melakukan pengolahan
dan/atau pemurnian. Hal ini juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum termasuk yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menentukan : “Setiap orang berhak

atas ... kepastian hukum yang adil” ...”. Dengan esensi kepastian

hukum ditempatkan sebagai hak konstitusional setiap orang memiliki

3 -,~ n perlindungan kepada setiap orang

v fi' di dal I
ﬂ“hggu‘_‘l Ifnian di dalam negeri.

L3
: 1'&*2!5.!--'-@1,:!{ ¢ &ﬁtmﬁlihk maka ketentuan tersebut

kesejahteraan dari kekayaan alam bangsa ini dan bagi pembentuk
undang-undang pun, dapat memprediksi pendapatan negara yang
diterima dengan ketentuan yang dibuat pada saat itu. Akan tetapi
keberadaan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Permen ESDM No.

5 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
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Secara historis Penggunaan konsep “kepastian hukum yang
adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat dikatakan bersumber
dari Pasal 7 dan Pasal 8 Piagam Hak Asasi Manusia sebagaimana
diratifikasi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi

ﬂ
UNIS S ULA
"c}’.l-L.Hf 1"' - nlg]mlp jatur dalam dengan
3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Mulai dari

kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap lzin

Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi,
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hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik
negara (BUMN).

Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran
peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan,
permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan

ehingga, masih perlu disinkronkan dengan

3 rdfara lain:

Terkait penguasaan

U N H &E'. u i ﬂ ti bahwa penguasaan
H finerhs u!.jf' ,,sk-'Lr ol -f_ tah pusat melalui fungsi
pengelolaan  dan
pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai
kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan
harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan
batubara. Menurut pemerintah yang diwakili oleh Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, meski
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kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh
pemerintah pusat. Namun ada pengaturan, bahwa terdapat jenis
perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah,
diantaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan
Rakyat (IPR). Pertimbangan atas penarikan kewenangan

pengelolaan pertambangan ke pusat. Antara lain sebagai

w N i QPS “ i ﬁ. arya (KK)/Perjanjian
‘}ﬁ"-l@ffléﬂ_,@l,m'@ Botubara (PKP2B) menjadi
ngan mempertimbangkan
upaya peningkatan penerimaan negara. Tak hanya KK dan
PKP2B yang mendapatkan jaminan Kkelanjutan operasi,
pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus
(IUPK).. Dalam UU Minerba yang lama, perpanjangan izin

tercantum dengan klausula ''dapat diperpanjang’, yang
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diganti dengan "‘dijamin’* pada revisi UU ini. Hal tersebut
antara lain dapat dilihat padal Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal
169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.

3. Peningkatan nilai tambah (hilirisasi) Revisi UU Minerba ini

masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan

pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk

‘ E /dengan fasilitas
J,g E rJ atau kegiatan
&S

Al bara diberikan untuk

“ N E 3 g u L ﬁ. iberikan perpanjangan

':'f‘*’.',-!..g‘f?'! &pbl"_rhm-@ jangan setelah memenuhi
Fevist-it,atajuga relaksasi ekspor produk
mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah
tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak
revisi UU ini mulai berlaku. Relaksasi itu diberikan bagi
perusahaan mineral yang telah memiliki, sedang dalam proses

pembangunan smelter maupun yang telah melakukan
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kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian. Pengaturan
dan insentif terkait hilirisasi ini antara lain dapat dilihat dalam
Pasal 102, Pasal 103, Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 170 (A).

. Divestasi Dalam revisi UU Minerba. Kebijakan divestasi

saham dalam Pasal 112. Sehingga, pemegang IUP atau IUPK

G2 .
U N i sﬁ u Lﬂ. pasca tambang. Wilayah

ﬁ’;‘ﬂ-«'.-z::,ﬂ @.«bﬂgw‘g# an luasan maksimal 100

adafigan mineral logam dengan
kedalaman maksimal 100 meter. Di UU Minerba sebelumnya,
WPR diberikan luasan maksimal 25 hektare dan kedalaman
maksimal 25 meter. Sementara untuk kegiatan reklamasi pasca
tambang, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebelum

menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib
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melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang hingga mencapai
tingkat keberhasilan 100 persen. Begitu juga dengan eks
pemegang IUP atau IUPK vyang telah berakhir, wajib
melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai
tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan

pasca tambang
f:—/f\\

. Memperkua: ya pengaturan bahwa eks WIUP
‘//mM tetapkan sebagai WIUPK yang

0 s 3UMN, serta BUMN

' :rovinsi, menjadi 1,5
H " i gtg; U LA f untuk penemuan
s ..J.q,ﬂ ert 1.!-mq-dh nugasan penyelidikan dan
gara, BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha Swasta serta dengan pengenaan kewajiban
penyediaan Dana Ketahanan Cadangan kepada pelaku usaha.s
Nilai-nilai Keadilan di Indonesia keadilan digambarkan dalam
Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai
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yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan

tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu

keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia

dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan

negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. keadilan adalah

T\TBU S TR Y09 3 Tehun

fr Pada Sektor
lai Tambah Untuk

.l'

memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa

Filosofis

dan batubara yang
terkandung dalam
wilayah  hukum

batubara yang
berada di dalam
wilayah Negara

cipta kerja
diharapkan mampu
menyerap  tenaga

No | Uraian 'UU 11 Tahun 2020 | Rekonstruksi/
i
\ m‘MI@ﬁbbnpmn Tentlizgjglpta Gagasan Baru
Promovendus
Pertambangan
Mineral dan
Batu Bara Tentang
Pertambangan
Mineral dan Batu
Bara
1. bahwa mineral | bahwa mineral dan | b. bahwa dengan | bahwa mineral

dan  batubara
yang berada di
dalam wilayah
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pertambangan
Indonesia
merupakan
kekayaan  alam
tak  terbarukan
sebagai  karunia
Tuhan Yang Maha
Esa yang
mempunyai

peranan

pentln

Kesatuan Republik
Indonesia

merupakan sumber
daya dan kekayaan
alam vyang tidak
terbarukan sebagai
karunia Tuhan
Yang Maha Esa,
yang memiliki
peran penting dan
m“ i hajat

keda Indonesia yang
seluas-luasnya  di
tengah  persaingan
yang semakin
kompetitif dan
tuntutan globalisasi
ekonomi; c. bahwa
untuk  mendukung
cipta kerja
diperlukan
penyesuaian
berbagai

pengaturan
_berkaitan

aspek
yang
dengan

dan

percepatan

proyek strategis
‘nasional, termasuk
peningkatan
perlindungan  dan
kesejahteraan
pekerja; d. bahwa
pengaturan yang
berkaitan dengan
kemudahan,
perlindungan, dan
pemberdayaan
koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan
menengah,

Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
merupakan
sumber  daya
dan kekayaan
alam yang
tidak
terbarukan
sebagai
karunia Tuhan
Yang Maha
Esa, yang
memiliki peran
penting  dan
memenuhi
hajat hidup
orang banyak
dikuasai oleh
Negara untuk
menunjang
pembangunan
nasional yang
berkelanjutan
guna
mewujudkan
menyerap
tenaga
Indonesia yang
seluas-luasnya,
kemudahan,
perlindungan,
dan
pemberdayaan
koperasi  dan
usaha  mikro,
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Keglatan

NG
i

Petidallgy

i
p artambanaa
Elie Dalila

5

I hiner
SSULA
ﬂ;‘uﬂlﬁ-‘ﬂa!’@ |

() 15t a il aaYatanlaVald i V}

luar panas bumi,
minyak dan gas
bumi serta air
tanah mempunyai
peranan penting
dalam

memberikan

nilai tambah
secara nyata
kepada

nilai tambah secara

nyata bagi
pertumbuhan
ekonomi  nasional

dan pembangunan
daerah secara
berkelanjutan, yang
penyelenggaraanny
a masih terkendala
kewenangan

peningkatan
ekosistem investasi,

dan percepatan
proyek strategis
nasional, termasuk
peningkatan
perlindungan  dan
kesejahteraan
pekerja yang

tersebar di berbagai
Undang-Undang
sektor saat ini belum

dapat memenuhi
_kebutuhan  hukum
k percepatan

a-kerja sehingga
dilakukan

kecil, dan
menengah,
peningkatan
ekosistem
investasi,
percepatan
proyek
strategis
nasional.

dan

upaya

yang

perlindungan, dan
pemberdayaan
koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan
menengah,
peningkatan
ekosistem investasi,
dan percepatan
proyek  strategis
nasional, termasuk
peningkatan
perlindungan
kesejahteraan

dan

bahwa kegiatan
usaha
pertambangan
mineral  dan
batubara
mempunyai
peranan
penting
berkaitan
kemudahan,
perlindungan,
dan
pemberdayaan
koperasi  dan
usaha  mikro,
kecil, dan
menengah,
peningkatan

yang
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pertumbuhan
ekonomi nasional
dan
pembangunan
daerah secara
berkelanjutan;

Yuridis

nasional maupun
internasional,
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1967 tentang
Ketentuan-
Ketentuan Pokok
Pertambangan
sudah tidak sesuai

an perkembangan |

antara
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah,
perizinan,
perlindungan
terhadap
masyarakat
terdampak, data

'rgl' gl
T

dan

mineral
batubara yang saat

ini diatur dalam
Undang-Undang

Nomor 4 Tahun
2009 tentang
Pertambangan

Mineral
Batubara

dan
masih

‘A9

pekerja
melalui
Undang-Undang

sektor yang belum

mendukung
terwujudnya
sinkronisasi dalam
menjamin
percepatan
kerja,
diperlukan
terobosan

yang

hukum

dilakukan
perubahan

cipta
sehingga

dapat

beberapa

ekosistem
investasi,
percepatan
proyek
strategis
nasional,
termasuk
peningkatan
perlindungan
dan
kesejahteraan.

dan

bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu
membentuk
Undang-Undang
tentang Cipta Kerja;

pada

bahwa
pengaturan
mengenai
pertambangan
mineral dan
batubara yang
saat ini diatur
dalam
Undang-
Undang Nomor
3 Tahun 2020
tentang
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lagi sehingga
dibutuhkan
perubahan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
pertambangan
mineral
batubara

dan

yang.

belum dapat
menjawab
perkembangan,

permasalahan, dan
kebutuhan hukum
dalam
penyelenggaraan
pertambangan

mineral dan

batubara, sehingga

Perubahan atas
Undang-
Undang Nomor
4 Tahun 2009
tentang
Pertambangan
Mineral  dan
Batubara
(Minerba)
dalam
penyelenggaraa
n
pertambangan
mineral dan
batubara,
dilakukan
kewenangan
pengelolaan
dan perizinan
Terkait
penguasaan
minerba, agar
diselenggaraka
n oleh
pemerintah
pusat melalui
fungsi
kebijakan,
pengaturan,
pengurusan,
pengelolaan
dan
pengawasan.

Dalam
Penjelas

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1967 tentang

Negara melalui
Pemerintah  Fusat
bertanggung jawab

Terhadap hal
tersebut Pemerintah
Pusat perlu

bahwa
pengaturan
mengenai
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an Ketentuan-

Dalam
lebih

tersebut
materi
muatannya

maupun
internasional.

yang
oleh
pertambangan
mineral
batubara
pengaruh
globalisasi

Ketentuan Pokok
Pertambangan.

perkembangan
lanjut,

undang-undang
yang

atas  penggunaan
Mineral dan
Batubara yang ada
di wilayah Hukum
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
melalui

pengelolaan dan

bersifat

n e
SSULA
éﬁ?-’:‘ﬁ&qﬁﬂ#h .

wEDED

Tantangan utama
dihadapi

adalah

yang

mengambil
kebijakan strategis
untuk menciptakan
dan memperluas
kerja melalui
peningkatan
investasi,
mendorong
pengembangan dan
peningkatan kualitas
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah.  Untuk

nEnpertambangan.
Berdasarkan  hal
tersebut, perlu
dilakukan
penyempurnaan
terhadap Undang-
Undang Nomor 4
Tahun 2009
tentang

jat.| dapat meningkatkan

Namun
tersebut
dihadapkan dengan
kondisi  saat ini,
‘terutama yang
menyangkut:

a. Kondisi Global
(Eksternal) Berupa
ketidakpastian dan
perlambatan

ekonomi global dan
dinamika geopolitik

Pertambangan

berbagai  belahan
dunia serta
terjadinya
perubahan

pertambangan
mineral dan
batubara yang
saat ini diatur
dalam
Undang-
Undang Nomor
3 Tahun 2020
tentang
Perubahan atas
Undang-
Undang Nomor
4 Tahun 2009
tentang
Pertambangan
Mineral  dan
Batubara
(Minerba)
dalam
penyelenggaraa
n
pertambangan
mineral dan
batubara,
dilakukan
kewenangan
pengelolaan
dan perizinan
Terkait
penguasaan
minerba, agar
diselenggaraka
n oleh
pemerintah
pusat melalui
fungsi
kebijakan,
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mendorong
demokratisasi,

otonomi daerah,
hak asasi
manusia,
lingkungan
hidup,
perkembangan
teknologi dan
informasi,

hal
kekayas

|

atas

bidang
pertambangan
mineral dan
batubara yang

dapat memberikan
landasan hukum
bagi langkah-
langkah

pembaruan dan

undangan baru di

dan
untuk

Mineral
Batubara
memberikan
kepastian
dalam

hukum
kegiatan
dan

pengelolaan
pengusahaan
Pertambangan
Mineral

dan
bagi
aha di

Undang-Undang
ini yaitu:

1.pengaturan

terkait konsep
Wilayah  Hukum
Pertambangan;

teknologi,  industri
4.0, ekonomi digital;

b.Kondisi
(Internal)
Pertumbuhan

ekonomi rata-rata di
kisaran 570 dalam 5

Nasional

tahun terakhir
dengan realisasi
investasi lebih
kurang sebesar
Rp721,3 triliun pada
Tahun 2018 dan

tumpang
regulasi,
investasi

rendah,

/pengangguran,
angkatan kerja
baru, dan jumlah
pekerja  informal,
jumlah UMK-M
yang besar namun
dengan
produktivitas
rendah.

Penyederhanaan

Perizinan Berusaha
melalui  penerapan
Perizinan Berusaha

pengaturan,
pengurusan,
pengelolaan
dan
pengawasan.
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penataan
kembali kegiatan
pengelolaan dan
pengusahaan
pertambangan
mineral dan
batubara.

Undang-Undang
ini
pokok-pokok .-

dengan
usaha.

2.Pemerintah
selanjutnya
memberikan
kesempatan
kepada badan
usaha yang
berbadan hukum
Indonesia,

mengandung |-

pelaku |

2.kewenangan
pengelolaan
Mineral
Batubara;

dan

3.rencana
pengelolaan
Mineral
Batubara;

dan

\ g
s ?iﬁﬂiq;ﬁ"fip@ﬁb%ﬂdaiaan;.f

U b'I L D CTIOTISarldd

Mineral dan
Batubara termasuk
di dalamnya,
konsep  perizinan
baru terkait
pengusahaan

batuan untuk jenis
tertentu atau untuk
keperluan tertentu,
serta perizinan

. Qnstrumen

berbasis risiko
merupakan metode
standar berdasarkan
tingkat risiko suatu
kegiatan usaha
dalam menentukan
jenis Perizinan
Berusaha dan
kualitas/frekuensi
pengawasan.
Perrzinan Berusaha
dan pengawasan
merupakan

Pemerintan Pusat
Pemerintah
v dalam
gendalikan
kegiatan
Penerapan
ekatan berbasis
memerlukan
perubahan pola
(change
'managementl  dan
penyesuaian tata
kerja
penyelenggaraan

layanan  Perizinan
Berusaha (busfness
process re-
engineering)  serta
memerlukan

pengaturan (re-

design) proses bisnis
Perizinan Berusaha
di dalam sistem
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koperasi, untuk Perizinan Berusaha

perseorangan, pertambangan secara  elektronik.
maupun rakyat; dan Melalui penerapan
masyarakat konsep ini,
setempat untuk 7.pe_pguatan _ | pelaksanaan
melakukan kebijakan  terkait penerbitan
pengusahaan pengelolaan ) Perizinan Berusaha
mineral dan lingkungan h_|dup dapat lebih efektif
batubara pada kegiatan dan sederhana
berdasarkan karena tidak
izin, yang sej seluruh  kegiatan
0 usaha wajib
A memiliki izin, di

_samping itu melalui
pene konsep
kegiatan

f di lebih
ktur baik dari
maupun
yang
harus dilakukan
.. v nengawasan.
W UNISSULA /& _
dasentralis dang e / g dimaksud
erah, ?L'ML" dengan "Perizinan
- Berusaha Berbasis
pertambangan Risiko" adalah
mineral dan pemberian
batubara Perizinan Berusaha
dilaksanakan dan  pelaksanaan
berdasarkan pengawasan
prinsip berdasarkan tingkat
eksternalitas, risiko usaha
akuntabilitas, dan/atau kegiatan.
dan efisiensi Yang dimaksud
yang melibatkan dengan "tingkat
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Pemerintah dan
pemerintah
daerah. 4.Usaha
pertambangan
harus  memberi
manfaat ekonomi
dan sosial yang
sebesar-besar bagi
kesejahteraan

6.Dalam  rang
terciptanya
pembangunan
berkelanjutan,
kegiatan usaha
pertambangan
harus
dilaksanakan
dengan
memperhatikan

risiko" adalah
potensi  terjadinya
suatu bahaya
terhadap kesehatan,
keselamatan,
lingkungan,
pemanfaatan
sumber daya alam
dan/atau  bahaya
lainnya yang masuk
ke dalam kategori
rendah, menengah,
atau tinggi.
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prinsip

lingkungan
hidup,
transparansi,
dan partisipasi
masyarakat.
Batang | BAB " | 2. Ketentuan Pasal 39 Pasal 4
Tubuh | PENGUASAAN | Pasal 4 diubah ]
MINERAL DAN hingga berbunyi Beberapa ketentuan | (1) Mineral dan
i \ berikut: dalam Undang- Batubara
Undang Nomor 4 sebagai sumber
Pasal 4 Tahun 2009 tentang | daya alam yang
: Pertambangan tak terbarukan
‘ -Mineral dan merupakan
iwubara (Lembaran | kekayaan
-a-Republik nasional
sia Tahun dikuasai  oleh
negara  untuk
sebesar-besar
baran Negara kesejahteraan
sublik Indonesia rakyat. 2
Penguasaan
‘-‘ sebagaimana telah Mineral  dan
U ?«@ l si -> EL' l— A .-Hlubah dengan Batubara oleh
rﬁ‘!uq.y |@ Undang Undang negara

Bisinininriyircia

‘| ;#lﬂ“}'tﬂ' 1*'

(LEIE Ll

mineral dan
batubara oleh
negara
sebagaimana
dimaksud  pada
ayat 1)

diselenggarakan
oleh Pemerintah
dan/atau

pemerintah

Batubara oleh
negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat
1)
diselenggarakan
olen  Pemerintah
Pusat sesuai
dengan ketentuan

Undang-Undang

Nomor 3 Tahun
2020 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun
2009 tentang
Pertambangan
Mineral dan
Batubara (Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun

sebagaimana
dimaksud pada

ayat (1)
diselenggaraka
n oleh
Pemerintah
Pusat  sesuai
dengan
ketentuan
Undang-

Undang ini. (3)
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daerah. ini. 2020 Nomor 147, Penguasaan
Tambahan sebagaimana
(3)Penguasaan Lembaran Negara dimaksud pada
sc_ebagalmana Republik Indonesia | ayat (2)
dlmaksu_d pada ayat Nomor 6525) diubah | dilaksanakan
(2) fjllaksanakar.l sebagai berikut: melalui  fungsi
melalui fungsi kebijakan
kebijakan, 1.Di antara Pasal '
engaturan 128 dan 129 pengaturan,
peng ’ -~ pengurusan
pengurusan, disisipkan 1 (satu) >
o pasal, yakni Pasal | Pengeloiaan,

I28A sehingga dan
berbunyi sebagai | pengawasan.
berikut:

> merir dapat diberikan
| cetela perlakuan
WPHISSULA tertentu
gan | Jeyian E‘I-‘ﬂ' I terhadap
ey & s gan  De }J’ kewajiban
R Vel —REeDUDHK .- 'H."'l"""l.-l"|“" penerlmaan
donesia dapat| [ LN nenimans
menetapkan .
Kebi kp kebijakan nasional dimaksud
ebijaxan pengutamaan dalam Pasal
pengutamaan Mineral  dan/ 128.
mineral dan/atau B met:a an ata:i (2) Pemberian
batubara  untuk katu a.ra (;Jnltu perlakuan
dalam negeri. Negert. terha(_j_ap
kewajiban
(2)Kepentingan (2)Untuk penerimaan
negara
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nasional melaksanakan sebagaimana
sebagaimana kepentingan dimaksud pada
dimaksud  pada | nasional ayat (1) untuk
ayat (1) dapat | sebagaimana keg!atan
. . peningkatan
dilakukan dimaksud pada ayat nilai tambah
dengan (1), Pemerintah batu bara dapat
pengendalian Pusat mempunyai berupa
produksi dan | kewenangan pengenaan
ekspor. (3)Dalam | untuk royalti sebesar
melaksanakan ~_.{-menetapkan 0% (nol
pengendallan e 13 H_Produksi, 3) ﬁggﬁ?&a 0
Zebagal o an,. dan lebih lanjut
IMaKsue mengenai
’{;‘_J al.l perlzgkuan

. : ertentu

sebagaimana
aksud pada

Peraturan
 Pemerintah.
/Ketentuan Pasal

" 162 diubah
| I ,.’I sehingga
| berbunyi
(i UNISS U i A sebagai berikut:
\ \NM |ﬁp¢ﬁ‘,‘ l.‘,.ﬂ,.-;:q;l,@, Pasal 162 Setiap
--------- OiakKSuG-BDala-aveae orang yang
— ’ merintangi atau
ketentuan (1) dan penetapan menggan%gu
jumlah yang Jumlah pI’OdukSI, kegiatan usaha
ditetapkan oleh | Penjualan,  serta pertambangan
Pemerintah harga Mineral dari pemegang
sebagaimana logam,  Mineral IUP, IUPK, IPR
dimaksud pada | bukan logam jenis atau SIPB yang
t(3 tertent i telah memenuhi
ayat (3). ;rtertl) U atau syarat-syarat
atubara bagaimana
(5)Ketentuan sebadai S€
. . gaimana dimaksud dalam
lebih lanjut dimaksud pada ayat Pasal 86F huruf
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mengenai
pengutamaan
mineral dan/atau
batubara  untuk
kepentingan
dalam negeri
sebagaimana
dimaksud  pada
ayat (1) dan
pengendalian
produksi

P

a_lﬂllk‘l;:‘:‘ -

DAN
BATUBARA

Pasal 6

(1)Kewenangan
Pemerintah
dalam
pengelolaan
pertambangan

(2) diatur dengan
atau  berdasarkan
Peraturan
Pemerintah.

3. Ketentuan ayat
(1) Pasal 6 diubah
sehingga Pasal 6
berbunyi  sebagai

_berikut:

ol

5. Ketentuan
Pasal 8 dihapus.

6. Di antara BAB
IV dan BAB V
disisipkan 1 (satu)
bab, yakni BAB
IVA sehingga
berbunyi  sebagai

b dan Pasal 136
ayat (21
dipidana dengan
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun atau
denda paling
banyak
Rp100.000.000,
00 (seratus juta
rupiah).
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mineral dan
batubara, antara
lain, adalah:

Pasal 7

(1) Kewenangan
pemerintah

provinsi  dalam
pengelolaan
pertambangan
mineral gk

berikut:

BAB
RENCANA
PENGELOLAAN
MINERAL DAN
BATUBARA

IVA

8. Di antara Pasal 8

dan Pasal 9
“thsisipkan 2 (dua)

et | dar ey g

A

\ ey igstloleluda

wilayah
kabupaten/kota
dan/atau wilayah
laut 4 (empat) mil
sampai dengan 12
(dua belas) mil;

Pasal 8

(2)Rencana
pengelolaan
Mineral dan
Batubara nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan
mempertimbangka
n: a. daya dukung
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(1) Kewenangan

pemerintah
kabupaten/kota
dalam
pengelolaan
pertambangan
mineral dan
batubara, antara
lain, adalah:

alaiommw,  mmm dataalatar|m

sumber daya alam
dan lingkungan
menurut data dan
informasi

geospasial ~ dasar
dan tematik; b.
pelestarian

lingkungan hidup;
c. rencana tata
¥ wilayah
rencana

clei;lll!lgll_l"l'll;l-g

atau Batubara; dan

J. ketersediaan
sarana dan
prasarana. 3)
Rencana
pengelolaan
Mineral dan

Batubara nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat
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1) harus
disesuaikan
dengan: a. rencana
pembangunan
nasional; dan b.
rencana
pembangunan
daerah.

Pasal 99

Ketentuan Pasal 99
\‘:"‘» sehingga

A

- sebagai

&g
MANISSULA
alyleluimola

)

(2
rekiamasi———0a
kegiatan
pascatambang
dilakukan sesuai
dengan
peruntukan lahan
pascatambang.

(3)  Peruntukan
lahan
pascatambang

(2)Pelaksanaan
Reklamasi dan
Pascatambang
dilakukan  sesuai
dengan peruntukan
lahan
Pascatambang.

Pasal 99 (1)
Pemegang IUP
atau IUPK
wajib
menyusun dan
menyerahkan
rencana
Reklamasi
dan/atau
rencana
Pascatambang.
)

Pelaksanaan
Reklamasi dan
Pascatambang
dilakukan
sesuai dengan
peruntukan
lahan
Pascatambang.
3) Dalam
pelaksanaan
Reklamasi
yang dilakukan
sepanjang
tahapan Usaha
Pertambangan,
pemegang IUP
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sebagaimana
dimaksud  pada
ayat
(2)dicantumkan
dalam perjanjian
penggunaan
tanah antara
pemegang IUP
atau IUPK dan
pemegang  hal
atas tanah.

UNIS
Atllull 242

(3)Dalam
pelaksanaan
Reklamasi  yang
dilakukan
sepanjang tahapan
Usaha
Pertambangan,
pemegang IUP atau
IUPK wajib:

BE
SITLA
- noande mela

atau IUPK wajib
menyerahkan lahan
yang telah
dilakukan
Reklamasi dan atau
Pascatambang
kepada pihak yang
berhak melalui
Menteri sesuai
dengan ketentuan

atau IUPK
wajib: a.
memenuhi

keseimbangan
antara  lahan
yang akan
dibuka dan
lahan yang
sudah
direklamasi;
dan b.
melakukan
pengelolaan
lubang  bekas
tambang akhir
dengan  batas

paling luas
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pemegang IUP
atau IUPK
wajib
menyerahkan
lahan yang

telah dilakukan
Reklamasi dan
atau
Pascatambang
kepada pihak
yang  berhak
melalui
Menteri sesuai
dengan
ketentuan
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peraturan peraturan

perundang- perundang-

undangan. undangan.
Pasal 100 Ketentuan  Pasal Dengan

100 diubah memasukkan

(1) Pemegang 1UP
dan IUPK wajib
menyediakan
dana  jaminan
reklamasi

UNLS
rdl
dibTaksud=——pads

ayat (1).

(3)Ketentuan
sebagaimana
dimaksud  pada
ayat
(2)diberlakukan
apabila pemegang
IUP atau IUPK
tidak

sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 100

ketig
'.':"SM‘!..A

dengan dana
jaminan
sebagaimana
dimaksud pada ayat

).

(3)Ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2)diberlakukan

sanksi  pidana
terkait
kewajiban
reklamasi dan
pascatambang,
menambah
sanksi  pidana
berupa  ganti
kerugian  dan

biaya
rehabilitasi
untuk
melengkapi
sanksi penjara
dan denda yang
ada;
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melaksanakan
reklamasi dan
pascatambang
sesuai dengan
rencana yang
telah disetujui.

apabila pemegang
IUP atau IUPK
tidak melaksanakan
Reklamasi dan/atau
Pascatambang
sesuai dengan
rencana yang telah
disetujui.

Pasal 101

Ketentuan Pasal
diubah

Pasal 96 huruf b,
penyusunan  dan
penyerahan
rencana
Reklamasi
dan/atau rencana
Pascatambang
sebagaimana
dimaksud  dalam

Pasal 101
Ketentuan
lebih lanjut
mengenai
kewajiban
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
Pertambangan
termasuk
kegiatan
Reklamasi dan
atau
Pascatambang
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 96
huruf b,
penyusunan
dan penyerahan
rencana
Reklamasi
dan/atau
rencana
Pascatambang
sebagaimana
dimaksud
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Pasal 99, dan dana

dalam Pasal

jaminan Reklamasi 99, dan dana
dan/atau dana jaminan
jaminan Reklamasi
Pascatambang dan/atau dana
sebagaimana jaminan
dimaksud  dalam Pascatambang
Pasal 100 diatur sebagaimana
dengan atau dimaksud
dalam  Pasal
100 diatur
dengan  atau
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah.
penjualan nasional.
Pasal 102 | Ketentuan  Pasal Pasal 102:

Pemegang IUP
dan IUPK wajib
meningkatkan

nilai tambah
sumber daya
mineral dan/atau
batubara  dalam

102 diubah
sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 102 (1)
Pemegang IUP atau
IUPK pada tahap

Pasal 102 (1)
Pemegang IUP

atau IUPK
pada tahap
kegiatan
Operasi
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pelaksanaan
penambangan,
pengolahan  dan
pemurnian, serta
pemanfaatan
mineral dan
batubara.

kegiatan  Operasi
Produksi wajib
meningkatkan nilai
tambah Mineral
dalam kegiatan
Usaha
Pertambangan
melaiui: a.
Pengolahan dan
emurnian  untuk
‘“3':& as tambang

ral

% UL A
Aeeilallgy

?1‘4':-"' ll-.‘l?-lm',ﬂgﬂf Il.;i- /

Pemanfaatan
Batubara.

3 Peningkatan
nilai tambah
Mineral melalui
kegiatan
Pengolahan
dan/atau

Pemurnian

Produksi wayjib
meningkatkan
nilai  tambah
Mineral dalam
kegiatan Usaha
Pertambangan
melalui: a.
Pengolahan
dan Pemurnian
untuk
komoditas
tambang
Mineral logam;
b. Pengolahan
untuk
komoditas
tambang
Mineral bukan
logam;
dan/atau c.
Pengolahan
untuk
komoditas
tambang
batuan.

(2) Pemegang
IUP atau ITUPK
pada tahap
kegiatan
Operasi
Produksi dapat
melakukan
Pengembangan
dan/atau
Pemanfaatan
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sebagaimana
dimaksud pada ayat

D wajib
memenuhi batasan
minimum

Pengolahan  danf
atau  Pemurnian,
dengan
mempertimbangka
_Ac.antara lain:  a.
nilai

Batubara.

(©)
Peningkatan
nilai  tambah
Mineral
melalui
kegiatan
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian
sebagaimana
dimaksud pada
ayat ( 1) wajib
memenuhi
batasan
minimum
Pengolahan
danf atau
Pemurnian,
dengan
mempertimban
gkan antara

lain: a.
peningkatan
nilai ekonomi;
dan/atau b.
kebutuhan
pasar.

(4) Ketentuan
lebih lanjut
mengenai
batasan
minimum
Pengolahan
danf atau
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Pemurnian
diatur dengan
atau
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah.

10.

Pasal 103 (1)
Pemegang IUP
dan IUPK Opera5|

s
\\ WWHE‘:?&M.AJ&
HEMﬂWﬁth

Ketentuan Pasal
103 diubah
ehlngga berbunyl

lebih Ianjut
mengenai
peningkatan nilai
tambah
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 102 serta
pengolahan  dan
pemurnian

sebagaimana

melakukan

Pengolahan
dan/atau
Pemurnian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah
menjamin
keberlangsungan
pemanfaatan hasil
Pengolahan

Pasal 103:

Pasal 103 (1)
Pemegang IUP

atau IUPK
pada tahap
kegiatan
Operasi
Produksi
Mineral
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
102 wajib
melakukan
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian
Mineral hasil
Penambangan
di dalam
negeri. 2
Dalam hal
pemegang IUP
atau IUPK
pada tahap
kegiatan
Operasi
Produksi telah
melakukan
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dimaksud  pada
ayat (2) diatur
dengan peraturan
pemerintah.

dan/atau
Pemurnian.

Pengolahan
dan/atau
Pemurnian
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2),
Pemerintah
menjamin
keberlangsunga
n pemanfaatan
hasil
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian.

Kebijakan dari
ketentuan yang
mewajibkan
pengolahan dan
pemurnian  di
dalam  negeri
dalam
pelaksanaanny
a justru sangat
bermanfaat dan
akan
menimbulkan
efek ganda
(multiflyer-
effect) dari sisi
ekonomi,
antara lain
meningkatnya
penerimaan
negara  serta
meningkatnya
lapangan
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pekerjaan pada
industri smelter
di dalam negeri

Pasal 104 (1) | Ketentuan  Pasal Pasal 104 (1)
Untuk pengolahan | 104 diubah Pemegang IUP
dan  pemurnian, | sehingga berbunyi atau IUPK
pemegang IUP | sebagai berikut: pada tahap
Operasi Produksi | Pasal 104 (1) kegiatan

Pemegang IUP atau Operasi
\ pada tahap Produksi

- OperaS| sebagaimana

: dimaksud
dalam Pasal
103 dapat
melakukan
Pengolahan
dan/atau
Pemurnian
sendiri  secara
terintegrasi
atau  bekerja

dan IUPK Opera5|
Produksi o
sebagalm Na

u?ir wi@‘h'..' sama dengan:
Demme P a. pemegang

‘& UNiSSULA IUP atau 1UPK
a m"uﬂyléﬂﬂ-?umfl'* ' lain pada tahap
a .=—'---—'_h"-- ' Operasi— Produl kegiatan
IUP Opera5| yang mem|I|k| Operasi
Produksi Khusus | fasilitas Produksi yang
untuk pengolahan | Pengolahan memiliki
dan  pemurnian | danlatau fasilitas
yang dikeluarkan | Pemurnian secara Pengolahan
oleh Menteri, | terintegrasi; atau b. danlatau
gubernur, pihak lain yang Pemurnian
bupati/walikota melakukan secara
sesuai dengan | kegiatan usaha terintegrasi;
kewenangannya. | Pengolahan atau b. pihak

499




(3) Pemegang IUP | dan/atau lain yang
dan IUPK | Pemurnian  yang melakukan
sebagaimana tidak terintegrasi kegiatan usaha
dimaksud  pada | dengan  kegiatan Pengolahan
ayat (1) dilarang | Penambangan yang dan/atau
melakukan perizinannya Pemurnian
pengolahan  dan | diterbitkan yang tidak
pemurnian  dari | berdasarkan terintegrasi
hasil ketentuan peraturan dengan
penambangan . perl kegiatan
Idé Penambangan
yang
perizinannya
diterbitkan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan  di
bidang

perindustrian.
(2) Pemegang
IUP atau IUPK

UNISZSULA pada tahap
Py .,i;r ; uba : kegiatan
@ Operasi
. : Produksi
tahap kegiatan sebagaimana
Operasi  Produksi, dimaksud
atau pihak lain dalam  Pasal
yang  melakukan 103 dapat
kegiatan melakukan
Pengembangan kerjasama
dan/ atau Pengembangan
Pemanfaatan dan/atau
Batubara. Pemanfaatan
Batubara
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dengan
pemegang IUP
atau IUPK lain
pada tahap
kegiatan
Operasi
Produksi, atau
pihak lain yang
melakukan
kegiatan
Pengembangan
dan/ atau
Pemanfaatan
Batubara.

- Pelaksanaan
kegiatan

penambangan
oleh pemegang
IUP  Operasi
Produksi dapat
melakukan

penjualan ke
luar negeri
tanpa melalui
kegiatan

pemurnian  di
dalam negeri.

12.

BAB XVII
PENDAPATAN
NEGARA DAN
DAERAH

Pasal 128

(1) Pemegang IUP
atau IUPK wajib

Ketentuan Pasal
128 diubah
sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Pemegang 1UP,
IUPK, IPR, atau

Pasal 128

(1) Pemegang
IUP, IUPK,
IPR, atau SIPB
wajib
membayar
pendapatan
negara dan
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membayar
pendapatan negara
dan  pendapatan
daerah.

(2)  Pendapatan
negara
sebagaimana
dimaksud  pada
ayat (1) terdiri
atas imaar

SIPB wajib
membayar
pendapatan negara
dan pendapatan
daerah.

(2)Pendapatan
negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat
S p Yi

I. " at
p mﬂ-tgylé._,_,s.ﬂ ola

) A lAaAK ALl (iall. [)

an di bldangj
perpajakan; dan b.
bea masuk dan

cukai. 4
Penerimaan
negara bukan
pajak

sebagaimana
dimaksud  pada
ayat (2) terdiri

- bea dan cukai

sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan di bidang
kepabeanan dan
cukai. (4)
Penerimaan negara
bukan pajak
sebagaimana

pendapatan
daerah.

(2)Pendapatan
negara
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) terdiri
atas

penerimaan
pajak dan
penerimaan
negara bukan
pajak. 3)
Penerimaan
pajak

sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) terdiri
atas: a. pajak
yang menjadi
kewenangan
Pemerintah
Pusat  sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangunda
ngan di bidang
perpajakan;
dan b. bea dan
cukai  sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan  di
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atas: a. iuran
tetap; b. iuran
eksplorasi; C.
iuran  produksi;
dan d. kompensasi
data informasi. (5)
Pendapatan
daerah
sebagaimana
dimaksud  pada
ayat (1) terd
atas:  a.s.

dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas: a.
iuran tetap; b. iuran
produksi; c.
kompensasi data
informasi; dan d.
penerimaan negara
bukan pajak lain
yang sah
berdasarkan

7 N, peraturan

undangan. (6) luran
pertambangan
rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) huruf ¢ menjadi
bagian dari struktur
pendapatan daerah
berupa pajak
dan/atau retribusi
daerah yang

bidang
kepabeanan
dan cukai. (4)
Penerimaan
negara bukan
pajak
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) terdiri
atas: a. iuran
tetap; b. iuran
produksi; c.
kompensasi
data informasi;
dan d.
penerimaan
negara bukan
pajak lain yang
sah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. (5)
Pendapatan
daerah
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) terdiri
atas: a. pajak
daerah; b.
retribusi
daerah; c. iuran
pertambangan
ralryat; dan d.
lain-lain
pendapatan
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penggunaannya
untuk pengelolaan
tambang rakyat
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.

daerah  yang
sah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. (6)
luran
pertambangan
rakyat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (5) huruf c
menjadi bagian
dari  struktur
pendapatan
daerah berupa
pajak dan/atau
retribusi daerah
yang
penggunaannya
untuk
pengelolaan
tambang rakyat
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

13.

. Ketentuan Pasal
129 diubah
sehingga Pasal 129
berbunyi  sebagai
berikut: Pasal 129

(1) Pemegang

Di antara Pasal 128
dan 129 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni
Pasal 128A sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pelaku usaha
yang melakukan
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IUPK pada tahap peningkatan
kegiatan ~ Operasi nilai tambah
Produksi  untuk ba;u bara

sebagaimana
Pe_rtambangan dimaksud dalam
Mineral logam dan

< Pasal 102 ayat
Batubara wajib (2), dapat

membayar sebesar diberikan
40/o (empat perlakuan
persen) kepada tertentu terhadap
emerintah  Pusat kewajiban
0/o  (enam penerimaan
negara

sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 128.
Pemberian

m untuk kegiatan
)

‘{g bah batu bara
1 pat berupa
pengenaan royalti
sebesar 0% (nol
persen).

3) Ketentuan
lebih lanjut

el

*wl[{‘*
UNISS!' A

koma lima persen); | Mengenai perlakuan
tertentu
b.Pemerintah sebagaimana
Daerah dlma_ksud pada ayat
kabupaten/kota (1) diatur dalam
; Peraturan
penghasil Pemerintah.

mendapat  bagian
sebesar 2,50/0 (dua
koma lima persen);
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14.

dan

c.Pemerintah
Daerah
kabupatenlkota
lainnya dalam
provinsi yang sama
mendapat  bagian

sebesar 20/0 (dua

1

Ketentuan Pasal

Pasal 162

162 diubah Setiap orang
sehingga yang
. H-ﬁl.ﬁl-'la.lk‘.l berbun.yl - . merintangi
mengganggu sebagal berikut:
: Pasal 162 atau
kegiatan usaha | Pasal 162
: Seti mengganggu
pertambangan dari _ eliap orang yang Kegiatan
atau IUPK yang | Merintangi atau | mengganggu usaha
telah memenuhi | Mengganggu kegiatan usaha | Pertambanga
syarat-syarat kegiatan ~ Usaha | pertambangan n dari
sebagaimana Pertambangan dari pemegang pemegang
dimaksud dalam | 9311 Pemegang | IUP, IUPK, IPR | 107 1OPHS
IUP, IUPK, IPR, | atau SIPB yan atau
Pasal 136 ayat yang SIPB yang
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(2) dipidana

dengan pidana
kurungan paling
lama 1 (satu)
tahun atau denda
paling banyak
Rp100.000.000,00
(seratus juta
rupiah).

atau SIPB yang
telah  memenuhi
syarat-syarat
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (2)

dipidana  dengan
pidana  kurungan
paling lama 1

(satu) tahun atau

507

telah memenuhi
syarat-syarat
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 86F huruf b
dan Pasal 136 ayat
(2) dipidana dengan
pidana kurungan
paling lama 1 (satu)
tahun atau denda
paling banyak
Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

telah
memenuhi
syarat-syarat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
86F huruf b
dan Pasal 136
ayat (2)
dipidana
dengan pidana
kurungan
paling lama 1
(satu) tahun
atau denda
paling banyak
Rp100.000.00
0,00 (seratus
juta rupiah).




BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan

batubara belum berkeadilan karena pasal-pasal yang mengatur tentang

b. pengaturan terkait kepemilikan saham asing, dimana ada kewajiban
Perusahaan asing wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen.
Beberapa perusahaan besar sampai saat ini masih belum melaksanakan
kewajiban tersebut, padahal sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia.

C. pengaturan penetapan wilayah pertambangan rakyat juga menjadi problem

besar, yang pada akhirnya menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang
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cukup besar. Kriteria pertambangan rakyat adalah untuk masyarakat
setempat dengan menggunakan peralatan sederhana dan hanya untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak untuk komersiil. Namun
kenyataannya sebagian besar justru dikomersiilkan dan tanpa adanya lIzin
Pertambangan Rakyat. Dengan tidak adanya izin, maka berbagai kewajiban
pun tidak dilaksanakan. IniI h-yang disebut pertambangan illegal.

. pengaturan yang A atan. reklamasi dan pasca tambang bagi

|

ar e pangan di Indonesia. Bahkan

L7\

(% 18 sitkan jaminan
hang e

. e
URNISSULA
:’:ﬂ!-l..ﬁ#’ ! @Eb“ﬂ"-‘?'%@ sahaan yang akan menjual
|
hasil penambafiganiya. Dengai-kewajtban-fiengolahnya di dalam negeri
terlebih dahulu. Ini menjadi persoalan besar, karena sarana yaitu smelter
untuk pengolahannya belum tersedia. Yang kemudian hal itu diwajibkan
kepada perusahaan untuk mmebangun smelter terlebih dahulu. Padahal

pembangunan smelter memerlukan dana yang sangat besar. Hal ini

akhirnya menjadi permasalahan panjang bagi Pemerintah.
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2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi pengelolaan sumber daya
alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk
pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya terkait kelembagaan dan aparatur,
pelayanan hukum, dimana aparatur pemberi izin yang berwenang saat ini

hanya Gubernur dan Pemerintah Pusat. Dapat dibayangkan bahwa Gubernur

tentunya ak 0 angan dan kelemahan dalam hal

lam pembuatan

keikutsertaan

¥ f o

"‘.I U N iﬁﬁ CHCEn: gkungan. Di samping itu
terjadi penﬁyl “*’Nug.,f Uar .Lb'ﬂ’ g.,;j:{: ;I:akukan oleh aparatur
pemerintah .- : hal—thi-terbukti dengan ditetapkan bupati
sebagai tersangka kasus korupsi). Untuk kerusakan lingkungan memang sudah
sangat massif dirasakan, sehingga perlu penataan ulang terhadap pemberian
perizinan pertambangan. Juga perlu law enforcement yang jelas terhadap

pelaksanaan kegiatan penambangan, sehingga berbagai kebijakan dapat

diterapkan secara efektif.
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3. Rekontruksi regulasi pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan
batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional
berbasis nilai keadilan yaitu bahwa Undang-Undang Minerba telah
memerintahkan agar Ketentuan Pasal 102, Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104
ayat (1) agar tetap melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dengan kacamata kepastian hukum yang adil, maka ketentuan tersebut

ditujukan pada hak rak at i apa kan kemakmuran atau kesejahteraan

Operasi Produksi

an dan Pemurnian; b.

Produksi, | = ) grasi Produksi khusus untuk

Pengolahan da '_ pih Jakukan kegiatan Pengolahan

dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang
belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”

B. Saran
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1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keseimbangan
antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam, yang didukung oleh
kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan; perlu Pemerintah dan
DPR mengamanden Ketentuan Pada Pasal 101, 102, 103, 104, 128 dan 162

UU Nomor 3 tahun 2020

o
i

2. Menata kelembagaan, termgasian kewenangan dalam pengelolaan
. I/h\\*’ 1

sumber daya alam dan

daerah;

1. Implikasill"-.k :
!

&GS
N P _—
Perubahan 'p2 *'WFJ’L\!g'@‘i‘-i‘D’ dengan. re onstruksi politik hukum

penQEIOIaan stimber dava alan

padasektor—pertambangan batubara guna
memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai
keadilan. Seharusnya pemerintah dalam membuat ketentuan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mampu secara konsisten dan
memperhatikan  kesinkronisasian peraturan yang berkaitan dengan

peningkatan nilai tambah mineral logam yang pada pokoknya bahwa
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pengelolaan dan pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri sebelum
dilakukan penjualan dalam negeri.

. Implikasi Praktis

Perubahan paradigma konstruktivisme dengan rekonstruksi politik hukum

pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna

mineral logam yang mungkin

0. perkembangan pelaksanaan

pengaturan yang

nembuat aturan

&2
UNISSULA
etllel)| o tol mcla
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